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KATA SAMBUTAN

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas izin dan
segala karuniaNya, Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman dapat
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk Laporan Akhir Pokja Analisis dan
Evaluasi Hukum PerfilmafegiatanAnalisis danEvaluasiHukum merupakan salah satu
program yang menjadi tanggung jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam rangka
menjalankan amanat untuk melakukan Pemantauan dan Peninjauan terhzalaksanaan
UndangUndang berdasarkan Pasal 95A dan BsBangUndang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan UndarAgndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
PerundangUndangan sebagaimana yang telah diubah dengan Untaadgng Nomor 13
Tahuw 2022 tentang Perubahan Kedua atas Unddingang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundahipdangan. Kegiataanalisis dan evaluasi ini dilakukan
tidak hanya terhadap materi hukum semata, tetapi juga melalui pendekatan sistem hukum
sehirggamencakup pula kelembagaan hukum, efeitsis hukum, serta sarana dan prasarana
hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perubfai@ngan (Pedoman
6 Dimensi) yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan
Surat Keputusan Nomor: PHNN.01.03.07 Tahun 2020. Pedoman ini merupakaatu
instrumen analisis dan evaluasi yang dipergunakan agar rekomendasi yang dindagkan
memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah keilmuan.

BerdasarkanUndangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU
Perfilman), Perfilman di Indonesia setidaknya memiliki 3 (tiga) misi, yakni sebagai karya seni
budaya, media komunikasi massa, dan alat penetrasi kebudayaan. Salah satu fungsi Perfilman
berdasarkan Pasal WU Perfilman tersebut adalah fungsi ekonomi dan pendorong karya
kreatif. Perfilman sangat erat kaitannya dengan eksistensi dan pengembangan ekonomi
kreatif di Indonesia dimana hal ini memiliki tantangan dalam hal penerapan peraturan
perundangundanganPeisoalan yang ditemui di tataran pelaksanaan (implementasi) antara
lain bersumber dari peraturan perundangdangan yang belum lengkap, kurang harmonis,
dan/atau tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Oleh karenaupgya untukmembenabhi

peraturan perundangindanganmerupakanlangkah yang sangat pentindgalam rangka






KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat AllaBBWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas izin dan
segala karuniaNya, Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman telah selesai dilaksanakan
oleh Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman dalam Tahun Anggaran
2022. Pokja ini merugan salah satu kelompok kerja yang dibentuk oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pokja ini menganalisi87 (tiga puluhtujuh) peraturan perundangaandanganyang
terdiri atas 17 (tujuh belas) UndangJndang; 9 (sembilan) Peraturan Pemerintah; 2 (dua)
Peraturan Presiden; serta 9 (sembilan) Peraturan Mentang mengatur tentang dan/atau
terkait dengan Perfilman. Berbagai Peraturan Perundamdangan ini dikaji secara
mendalam dalam 5 (ha) koridor, yakni Perfilman itu sendiri, ekonomi, pendidikan dan
kebudayaan, pelindungan hukum, serta pemanfaatan teknologi.

Analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Pokfgertujuan untuk mengidentifikasi dan
selanjutnya menghasilkan rekomendasi hadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan
peraturan perundangindangan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: RHN.01.0341 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilmann Anggaran 2022. Pokja bekerja
selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022,

dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah . Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
Penanggung Jawab . YunanHilmy, S.H., M.H.
Ketua . Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.

Sekretaris (merangkap Anggoti : Oki Lestari, S.H., M.Si

Anggota : 1. Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, SH, 1
(Direktur Pengembangan Kekayaan Intelekt
Industri Kreatif Kementerian Pariwisata da
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonc
Kreatif);

2. Gunawan Paggaru (Ketua Umum Bac
Perfilman Indonesig)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Eksistensi dan pengembangan ekonomi kréatifindonesia saat ini menjadi salah
satu alternatif penting sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi
pendapatan negara, selain sumksrmber konvensional seperti pajak, devisa ekspasil
sumber daya alam, dan lain sebagainya. Dalam statistik ekonomi yang dirilis Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia
(Kemenparekraf/Barekraf) tahun 2020 tercatat bahwa kontribusi industri kreatititkah
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sepanjang kurun waktu tahur22@®0adalah
sebesar Rp. 1.153,4 triliun. Salah satu-saktor penting dalam rangka pengembangan
ekosistem usaha di bidang ekonomi kreatif adalah Perfilmarns8kitor ini masuk dam
6 (enam) besar subektor ekonomi kreatif karena senantiasa menunjukkan pertumbuhan
positif setiap tahunnya.

Dalam Lampiran huruf B Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tdteaicgna
Induk Pengembangaikonomi Kreatif Nasional Tahun 2Q2825 (Pepres Rindekraf)
ditentukan 4 (empat) prinsigpenting dalam rangkgengembangan ekonomi kreatif
nasional wkni: 1). pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk mewujudkan
kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual,
2). peningkatan literasi mengenai pola pikir desain bertujuan untuk mentransformasikan
kreativitas memdi inovasi; 3). penciptaan karya kreatif menggunakan warisan budaya
sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri, persatuan
dan kesatuan, serta eksistensi bangsa Indonesia di forum internasional; dan 4).
pengembangan dan peanfaatan media sebagai saluran distribusi dan meningkatkan
presentasi karya dan konten kreatif lokal yang berkualitas untuk apresiasi dan pengakuan
masyarakat Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, arah kebijakan, sasaran, dan strategi

pengembangan industPerfilman juga harus senantiasa mengacu pada 4 (empat) prinsip

1 Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang
mengandung keorisinalan, lahir dari kreativititas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan
teknologi, keterampilan, serta warisan budaya (Pasahdka 1 Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun
2018 tentangRencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahuig 2028).



pengembangan ekonomi kreatif nasional sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran
huruf B Perpres Rindekraf tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 1 Unddmigdang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilr{idb
t SNFAfYFYO0SE CAfY &SOFN} RSTFAYAGAT RAYF1YIFA
pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi
RSy3arty Fdldz GFyLIl &dz NPR JiklddasafkanLjiada koRsepJS NJi d.
pengaturan dalam UU Perfilman ini maka eksistensi Perfilman bagi kehidupan masyarakat
di Indonesiasetidaknya memiliki 3 (tiga) misi, yakni sebagai karya seni budaya, media
komunikasi massaertaalat penetrasi kebudayaan. Dalam rangka melaksanakagd (ti
misi ini, terdapat 2 (dua) fungsi penting dari Perfilman berdasarkan Pasal 4 UU Perfilman,
yakni fungsi ekonomi sekaligus pendorong karya kreatif. Oleh karena itu, industri dan
ekosistem Perfilman di Indonesia dalam perspektif kontemporer (kekinianmjasaerat
kaitannya dengan eksistensi dan pengembangan ekonomi kreatif.

Berdasarkan UU Perfilman, penyelenggaraan Perfilman di Indonesia dibagi dalam 2
(dua) orientasi utama, yakni: 1). Kegiatan Perfilman yang bersifakaoersil; dan 2).
Usaha Perfilman yang bersifat komersil. Satu hal yang sangat mendasar dalam UU
Perfilman adalah adanya konsep pengaturan bahwa kegiatanKoomersil) dan usaha
(komersil) Perfilman dapat dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan
berkarya, tetapi halni tetap harus dilakukan dalam batasan koridor bahwa kegiatan dan
usaha Perfilman tetap harus menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan
budaya bangsa. Film (baik sebagai karya seni budaya, media komunikasi meagsar
alat penetrasi kbudayaan) sejatinya tidak bersifat bebas nilai karena memiliki seuntai
gagasan vital dan pesan yang ingin dikembangkan sebagai hasikarya kolektif dari
banyak orang yang terorganisir. Oleh karena itu, Film juga dapat dimaknai sebagai suatu
pranata ®sial gocial institution yang memiliki kepribadiaserta visi dan misi tertentu
sehingga Perfilmardélam orientasi norkomersildankomersil) senantiasa mengandalkan
moralitas dan kompetensgrang tinggidari orangorang yang bekerja secara kolektif dan

produktif di dalamnya.

2 1 Rl LdJdzy t SNFAE Yl Yy &SOI MNkrbaBaShalyafid berhibungan dehghnyElinio talSaoH 3 1 A
1 angka 2 UPerfilman).



Dalam konteks dan perspektif fungsi ekonomi, Penjelasan Umum UU Perfilman
secara khusus mengamanatkan suatu misi yang mulia, yakni bahwa Film harus dapat
berfungsi memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip
persangan usaha yang sehat. Misi yang mulia dari UU Perfilman ini menjadi sangat penting
sebagai koridor dan jaminan konstitusionalitas dari pengaturan mengenai Perfilman
Indonesia. Oleh karena itu, setiap upaya yang dilakukan untuk mencapai misi yang mulia
ini harussenantiasaejalan dengan prinsip dan politik hukum negara Republik Indonesia di
bidang perekonomian, khususnya mengenai-GtA G I  dzy ddzlY | 0® Y Sgdze«
azaal f 0oF 3A &St dzNHzK NI jp& I til yIOF RV $ SATH €0 ORDE €
kes€ | K SNI Iy dzYdzyé Ry aYSYOSNRIFally4 {SKAR
Pembukaan Undangndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun
1945); serta c). mewujudkan suatu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas k&lkargaarberdasarkarPasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Urgensi untuk mengoptimalkan aspek ekonomi dari Perfilman sebagai sebuah
industri juga semakin nampak nyata saat ini, setidaknya apabila dikaitkan dengan pasca
berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah
mengubah beberapa konsep pengaturan dalam UU Perfilman, khususnya berbagai
ketentuan yang terkait dengan perizinan usaha pembuatan Film di Indonesia. Beberapa
perubahan penting yang dilakukdrerdasarkan Undargndang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja terhadap berbagai ketentuan dalam UU Perfilman, antara lain
mengenai: a). penguatan peran Pemerintah Pusat dalam soal izin usaha Perfilman serta
pembuatan Film; b). pengecualian terhadapiBean Berusaha terkait pertunjukan Film
yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika; c).
simplifikasi perizinan pembuatan Film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di
Indonesia; serta d). rekonseptualiasi pengaturamcaman sanksi administratif dalam
industri Perfilman

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, disadari
sepenuhnya bahwa industri Perfilman sebagai salah sattssltor penting dalam rangka
pengembangan ekosistem usaha di bidangrakmi kreatif menjadi semakin strategis.

Industri Perfilman sangat diharapkamtuk senantiasa tumbuh dan berkontribusi positif



secara berkelanjutan sebagaimasaccess storiedi beberapa negara lain yang relatif
berhasil dalam rangka mengoptimalkan poseekonomi dari ekosistem industri Perfilman
bagi peningkatan kesejahteraan warga negaranya dalam arti luas.

Dalam rangka mewujudkan konsep pengaturan yang lebih baik agar kreativitas
Perfilmanindonesiaetap bertumbuhtetapi sikapkewaspadaan terhadapamnpak negatif
Perfilman tetap terjaga, salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan adalah
melakukan analisis dan evaluasi hukum (khususnya Peraturan Perunddaggan) yang
mengatur tentang dan/atau terkait dengan PerfildarOleh karena begitu luaga
ekosistem Perfilman dan ruang lingkup pengaturannya, Kelompok Kerja (Pokja)
menentukand (delapar) UndangUndang induk yang dianggap berdampak paling signifikan
bagi arah pengaturan terhadap ekosistem dan industri Perfilman Indonesia di masa
mendatangyakni:

1. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undasigdang Nomor 19 Tahun

H wn

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
UndangUndang Nomor 8 Tahut®99 tentang Perlindungan Konsumen;

©® N o o

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Selsafta

Berdasarkar8 (delapan UndangUndang (induk) tersebut serta berbagai Peraturan
Perundangundangan lain yang tkait (baik langsung maupun tidak langsung), Perfilman
dalamkegiatananalisis dan evaluasi hukum (khususnya Peraturan Perungat@ngan)
ini dikaji dalam 5 (lima) koridor, yakni: Perfilman itu sendiri, ekonomi, pendidikan dan

kebudayaan, pelindungan huky serta pemanfaatan teknologi. Kegiatan analisis dan

8 Pasal 97C UU No. 13/2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundantyndangan.



evaluasi hukum ini diawali dengan menentukan: 1). permasalahan; 2). maksud dan tujuan

dilakukannya kegiatan; 3). metode yang digunakan; serta 5). ruang lingkup kegiatan.

B. Permasalahan

Beberapapermasalahan utama yang dapat diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundswigngandi bidang Perfilman, yakni:
1). Permasalahan apa saja yang menjadi isu krusial dalam pelaksanaan uddagg
Nomor 33 Tahur2009 tentang Perfiimagerta peraturan perundargndangan terkaf
2). Bagaimana rekomendasi hasil analisis dan evaluasi mengenai isu krusial pelaksanaan
UndangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman serta peraturan perundang

undangan terkait?

C. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai
permasalahan dari berlakunya berbagai peraturan perundamgangan mengenai
dan/atau yang terkait dengan Perfilman. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah
menghasilkan rekomendasi atas berbagai permasalahan Perfilman sehingga diharapkan
dapat memberikan arah pengaturan yang lebih baik serta selaras dengan prinsip konstitusi

dan politik hukum nasional..

D. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan thdasarkan pada Pedoman Evaluasi
Peraturan Perundanrgndangan (Pedoman 6 Dimersjuna menghasilkanekomendasi
yang komprehensif dalam rangka mewujudkan, yang meliputi:

1. Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila merupakan pisau analisis yang bertujuan melakukan
penilaian sejauh mana suatu peraturan perundamglangan menginternalisasi nHai
nilai yang terkandung dalam s#dla Pancasildnternalisasi nilanilai dari silasila

Pancasila dalam asingmasing norma yang terkandung dalam peraturan

4 Pedoman Evaluasi Peraturan PerundanganganNomor PHNHN.01.0307 yang dikeluarkan oleh

Kepala Badan Pembinaan Hukdtasional (BPHN) tanggal 31 Desember 2019.



perundangundangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum
terhadap suatu peraturan perundaagdangan. Nilanilai Pancasila ini terjabarkan
dalam asassas umum materi muatan peratm perundangundangan.
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundangangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan
perundangundangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan
perundangundangan. Norma Hwm itu berjenjang dalam hierarki tata susunan,
sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih
tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi
lagi, demikian seterusnya sampai pada suatumenyang tidak dapat ditelusuri lagi
lebih lanjut yang berupa norma dasarndnorn).
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui
adanya disharmoni pengaturan mengenai: a) kewenangan; b) hakewajiban; d).
perlindungan; e). penegakan hukum; dan f). definisi dan/atau konsep.
4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundamdangan dilakukan sesuai dengan teknik
penyusunan peraturan perundangmdangan (Lampiran 1l Undatundang Nomp12
Tahun 2011 tentang Peraturan Perundamylangan), khususnya sistematika dan
teknik penyusunan peraturan perundanigdangan, penggunaan Bahasa, istilah dan
kata pada suatu peraturan perundawmgdangan yang bercirikan: lugas dan pasti,
hemat kata, olgktif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna Kkata,
ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau
batasan pengertian secara cermat dan tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.
Dimensi ini diperlukan untuk mereduksiosep pengaturan yang berpotensi

menimbulkan multitafsir.

5 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan UdAdadgng Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undasigdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundanegundangan.



5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perunddaggan

Penilaian ini dilakukan untuk menilai apakah ketentkatentuan dalam
peraturan perundangindangan telah mencerminkan maksud yang terkandung dari
asas materi muatan dalam Pasal 6 Undamgiang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangdangan.
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundaci@ngan

Setiap pembentukan peraturan perundaogdangan harus mempunyai
kejelasan tujuan serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam
asas pembentukan peraturan perundangdangn yang baik berdasarkan Pasal 5
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari
pembentukan suatu peraturan perundamgdangan sesuai dengan yang

diharapkan.

Ruang Lingku@ahasan

Ruang lingkup serta objek kegiatamalisis dan evaluasi hukum (khususnya Peraturan

Perundangundangan)i bidang Perfilmami didasarkan pada inventarisasi awal terhadap

berbagai peraturan perundamgndangan mengenaidan/atau yang terkait dengan

Perfilman yangneliputi 37 (tiga puluhtujuh) Peraturan Perundangndangan yang terdiri

atas:

T (tujuh belag UndangUndang; 9 (sebilan) Peraturan Pemerintah; 2 (dua)

Peraturan Presiden; serta 9 (sembilan) Peraturan Menteri dalam rincian tabulasi sebagai

berikut:
No. Jenis Peraturan PerundarAgndangan
UndangUndang

1. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

2. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

3. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta

4. UndangUndang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dar
Rekam

5. UndangUndang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerabamsan Penilikan Piler
Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

6. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

7. UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan




No. Jenis Peraturan Perundargndangan

8. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisiemdidikan Nasional

9. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan A
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

10. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

11. UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Benddédahasa, dan Lambar
Negara, serta Lagu Kebangsaan

12. UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajak

13. UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

14, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Und&htgdang Larangafraktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

15. UndangUndang Nomor Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
Menengah

16. UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

17. UndangUndang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentaRgrubahan Atas Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah

18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Bertek
Tinggi untuk Cakram Optjoptical Disk)

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak
Lagu dan/atau Musik

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tah2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang PenyelenggdPasazinan
Berusaha Berbasis Risiko

23. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Tekn
Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa

24, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikas
Penyiaran

25. Peraturan Pemenitah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja

26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Presiden

27. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengeml
Ekonomi KreatiNasional Tahun 2018025

28. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vok
Pelatihan Vokasi

Peraturan Menteri

29. Permenparekraf Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha
Impresariat/Promotor

30. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Edar Pertunjukan Ekspq
Impor Film

31. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Usaha dan Permo
Izin Usaha Perfilman

32. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesi

Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri




No. Jenis Peraturan Perundargndangan

33. Permendikbud Nomor 48 Tahun 2018 tentang Izin Penggunaan Lokasi Pem
Film di Indonesia oleh Pihak Asing

34. Permendikbud Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film

35. Permendikbud Nomor 14 Tahi2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensor
Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredarg

36. Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonar
Penerbitan I1zin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajenehiiiol

37. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan

Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan




BAB I
PEMBAHASAN

A. Politik Hukum UndangJndang Nomor 33 Tahun 2009 tentaigrfilman

Salah satu perkembangan signifikan dalam Unddandang Nomor 33 Tahun 2009
tentang Perfilman (UU Perfilman) yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (8 Oktober
2009¥ adalah suatu perubahan paradignshifting paradign yang sangat mendasar dalam
pembinaan dan pengembangan Perfilman Indonesia. Berdasarkan UU Perfilman, segala hal
ihwal mengenai Film di Indonesia tidak lagi dimaknai sebagai rumpun politik, melainkan
dimaknai sebagairumpun kebudayaan yang berorientasi tuk memadukan aspek
keindahan, kecanggihan teknologi, dan fungsi ekonomi. Dalam perkembangannya, hal ini
sejalan pula dengasuatucita-OA G f dzKdzNJ @+ y3 GSNJ I yRdzy3d RIf I
huruf a serta Penjelasan Umum Undddgdang Nomor 5 Tahun 201&ntang Pemajuan
Kebudayaan bahwa Pemajuan Kebudayaan harus dipandang sebagai investasi untuk
membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Pada masa berlakunya Undabgdang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman,
orientasi utama Pdilman di Indonesia masih bersifajovernment heavysehingga
pengaturan mengenai Perfilmadi Indonesiamasih berorientasi pada pemanfaatan Film
dalam rangka peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasionaldiFilm
Indonesigpada masa ini tidajarang justru hanya menjadi salah satu alat propaganda efektif
yang dimilikioleh rezim penguasa, akblih sebagasuatuinstrumen pemajuan kebudayaan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalanmyarigluas.Aspek ekonomi serta upaya
peningkatan kesjahteraan dalam arti luas melalui Perfilman belum mendapat prioritas pada
masa ini.

Sifat dan orientaggovernment heavpada masa berlakunya Undatimndang Nomor
8 Tahun 1992 tentang Perfilmaersebut begitu terasa tidak hanya bagi kualitas dan
apresias Film dalam artiyang luas, tetapi juga pada pengaturan mengenai ekosistem
(industri) Perfilman. Iklim (persaingan) usaha yang relatif tidak sehat serta kesenjangan yang

sangat lebar mengenai kesempatan bagi masyarakat udégat menikmati karya Film,

6 sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undlamdpng Nomor 8 Tahun 1992 tentang
Perfilman.
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khususnya antara masyarakat di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa, merupakan 2 (dua)
fenomena yang relatif menonjol pada masa berlakunya Undamdang Nomor 8 Tahun

1992 tentang Perfilman. Pembinaan dan pembimbingan terhadap Perfilman Indonesia pada
masa initidak lebih darisekadar? Y YA & RA | -dlih t2rash SobfaIngat® dalam f A K
kehidupan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam ekosistem dan aktivitas (industri)
Perfilman pada masa berlakunya Unddmigdang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

juga masih relatif sederhafnaBentuk fisik Film pada masa ini masih lebih mengandalkan
hasil rekaman pita seluloid, pita video, dan piringan video, ketimbang bentuk fisik lain yang
lebih modern.

Dalam rangka memperbaiki berbagai kondisi tersebut di atas, dibentuklah suatu UU
Perfilman baru yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Unteragang Nomor 8
Tahun 1992 tentang Perfilm&nBerdasarkan UU Perfilman, Film di Indonesia tidak lagi
ditujukan sekadar untuk pengembangan budaya bangsa dan peningkatan ketahanan
nasional dalanpembangunan nasional, melainkan telah diperkuat sehingga meliputi pula
orientasi pada fungsi ekonomi sekaligus pendorong karya kreatif. Oleh karena itu, Film dalam
paradigmaUU Perfilman serta perspektif kontemporer (kekinian) sangat erat kaitannya
denganeksistensi dan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Perubahan paradigmalfifting paradigm yang sangat mendasar dalam UU Perfilman
(apabila dibandingkan dengan Undadgdang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman)
terlihat jelas dalam Penjelasan UmudU Perfilman yang secara khusus mengamanatkan
suatu misi yang mulia, yakni bahwa Film harus dapat berfungsi memajukan kesejahteraan
masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan UU
Perfilman, penyelenggaraan Perfilmaniddonesia dibagi dalam 2 (dua) orientasi utama
yakni: 1). Kegiatan Perfilman (n&omersil); dan 2). Usaha Perfilman (komersil). Adanya sifat
komersil sebagai salah satu orientasi utama dari penyelenggaraan Perfiiman semakin
menegaskan bahwa segala filaval mengenai Perfilman terkait erat dan bahkan tidak dapat

dilepaskan dari politik hukum negaratdte legal policy di bidang perekonomiaiserta

7 bahkan teknologi Film Indonesia dapat dikatakan tertinggal 20 (dua puluh) tahun apabila dibandingkan
dengan Amerika Serikat. Garin Nugroho menyitkan hal ini setelah mengunjungicademy of Motion
Prictures Art and Sciencdsn Lucas Studio di Amreika Serikat (Soni Triantoro (Penyuiiagjpar Garin
Nugroho: Era Emas Film Indonesiat. ke3, Warning Books, Yogyakarta: 2020, him. ix).

8 Pasal 8 UndangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
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dinamika perkembangan ekonomi global, ilmu pengetahuan, dan teknolgmun
demikian, Pasal 5 UU Perfilmarmggumengatur suatu prinsip dan batasan pengaturan yang
tegas bahwa penyelenggaraan Perfilman (termasuk dan khususnya Usaha Peyaimgan
berorientasi komersi) harus dilakukan dengasenatiasaetap menjunjung tinggi nilanilai
agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

Amerika Serikat, India, dan Korea Selatan setidaknya menjadi 3 (tiga) contoh negara
produsen Film yang relatif sangat produktif dalam melakukan ekspor Film (sekaligus
penetrasi dan dominasi budaya) ke Indonesia. Dengan dan melalui Film, berbagai negara
produsen Filmitu secara masif dan evolusioner melakukan penetrasi budaya sekaligus
mempromosikan berbagai potensi ekonomi mereka kepada negara konsumen. Fenomena
ini semakin ,enyadarkan kita bahwa Perfilman (terlebih lagi apabila dilihat dalam perspektif
industri) sejatinya memang merupakaoatu ekosistem kehidupan yang sangat luas dan
bersifat terbuka melintasi batalsatas negaralforderles¥. Fenomena ini jelas menjadi
tantangan besar bagi Indonesia, sebab selain memang terdapat banyak hal positif dan
edukatif bagi kehidupan masyarakat, industrialisasi Perfilman secara global juga menyimpan
suatu bahaygang bersifataten, khususnya manakala Indonesia tidak mampu menghadap
dan/atau mengantisipasi penetrasi dan dominasi budaya serta ekonomi yang acapkali
dilakukan secara masif dan evolusioner oleh berbagai negara produsen Film melalui industri
Perfilman.

Dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi bahaya laten dari peindaas
dominasi budaya serta ekonomi asing melalui industri Film sebagai dampak dari begitu
luasnya ekosistem Perfilman yang bersifat lintas batas nedmalérlesy UU Perfilman
juga memuat berbagai pengaturan mengenai pengutamaan, pelindungan, dan
pembeadayaan unsur nasional dalam penyelenggaraan Perfilman di Indonesia. Pengaturan
mengenai hal ini antara lain dilakukan pada area usaha Perfilman (khususnya impor Film),

tata kelola Perfilman (pembuatan, pengedaran, pertunjukan, penjualan, penyewaan, hingga

9 Hal ini disampaikan pula oleh Gunawan Paggaru selaku salah satu Anggota Pokja Analisis dan Evaluasi
Hukum Perfilman berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rieplaoidsia
Nomor: PHNHN.01.0341 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi
Hukum Perfilman Tahun Anggaran 2022. Gunawan Paggaru merupakan Ketua Umum Badan Perfilman
Indonesia periode 2022026.
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pengarsipan), serta implementasi dari amanat untuk senantiasa menjamin keberlangsungan
penggunaan dan pemberdayaan sumber daya dalam negeri secara optimal.

Terkait dengan pengaruh Film bagi proses internalisasi dan akulturasi budaya serta
pemanfaatan bdvagai potensi ekonomi di suatu negara, beberapa Film Indonesia yang
RAKF&AAE Yy 2t SK a4l ylkipibanyay@ila yasgerapakan hipsil kadad dz K A y
12t 102N GAF 01 SYAUNI Iy OdalamShériuk keterlibadayl andaNJ |- & A Yy
perfilman asng, pelaku usaha asing, maupun inspirasi cerita yang bersumber dari negara
lain. Untuk mengantisipasi berbagai risiko dari semakin maraknya fenorkeméraan
RSy 3Ly ddzyadzNJ I aAy 3 teRth dideriGkai siRkaasépgdngaturdiNIF A £ Y |
yang lebihbaik dari waktu kevaktu agar kreativitas Perfilmandonesiatetap bertumbuh
tetapi kewaspadaan terhadap dampak negatif dari begitu luas dan terbukanya ekosistem
Perfilmansecara globajuga tetap terjaga. Jika pengaturan mengenai tata kellotistri
Pefilman di Indonesia tidak diatur dengan baik maka potensi pelanggaran hokam
menjadisangattiinggi, khususnya potensi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha
yang tidak sehat.

Pada sisi lain, kualitas Film Indonesia telah banyak mendapat apresiasi dalam
berbagai forum internasional. Artinya, sebagai karya sarti form), apresiasi teradap
kualitas Film Indonesia di dunia internasional secara relatif dapat dinilai telah berada pada
GFNIF &Fy3 aGRIFELIG RAOGFHY3IAL(FIYéd {lFely3ayel =
peningkatan fungsi ekonomi secara siginifikan dari sebuah Film dalamaramgajukan
kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas sebagaimana tujuan dan amanat yang
tercantum dalam Pasal 3 huruf g serta Penjelasan Umum UU Perfilman. Satu hal penting di
antaranya adalah masih relatif rendahnya efektivitas implementasi pengatarengenai
jaminan sosial bagi Insan Perfilman, khususnya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja,
yang secara historik telah diatur dalam Pasal 16 Undéamdang Nomor 8 Tahun 1992
tentang Perfilman dan saat ini pun masih diatur (bahkan secara lebihdaksh Pasal 20
ayat (4) W Perfilman. Khususathm konteks pembinaan Perfilman Indonesia, aspek penting
lain yang juga tercantum dalam UU Perfilman adalah pengaturan mengenai pelindungan

hukum bagi Insan Perfilman anakak di bawah umur serta beberaparsip pengaturan
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secara umum mengenai pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk pengembangan
kompetensi Insan Perfilman.

Penguatan Lembaga Sensor Film (LSF) secara kelembagaan serta konsep pengaturan
mengenai penyensoran Film dan iklan Film juganjadt 2 (dua) perubahan kebijakan yang
sangat mendasar dalam UU Perfilman. Lembaga Sensor Film (LSF) diatur dalam Bab
tersendiri (yakni Bab VI) dalam UU Perfilifayang kemudian diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Selain itu,
terdapat pula suatu konsepsi dan paradigma baru mengenai pengaturan Sensor Film dalam
Ll t SNFALYlFYS &F 1 yA endlikINGn fian Adnibagal Seris@ Bilnaddlaml y G |
penyensoran Filmh! Konsepsi ini dapat dinilai relatif lebih demokratis dan partisigquibila
dibandingkan dengan konsepsi dan paradigma mengenai Sensor Film dalam \Umadkzmgy
Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perftin dan berbagai peraturan pelaksanaannya yeaga
saat itucenderung masih bersifgovernmentheav h NA Sy G aA dzil YI Rl NA
yang terkandung dalam konsep pengaturan UU Perfilman dan berbagai peraturan
pelaksanaannya (khususnya PeratuRemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga
Sensor Film) adalamenumbuhkan budaya masyarakat untuk juga melakukan swasensor
(seltcersorship) serta menumbuhkan kemampuan diri (kompetensi) kalangan Film dan iklan
Film dalam berkaryaderdasarkan kebebasan berkreagng sejalan dengan dinamika
masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nildai agama, etika, moral, kesusilaan dan
budaya bangs#& Artinya, meskipun penerbitan surat tanda lulus sensor secara formal tetap
merupakan salla satu wewenang LSF, tetapi masyarakat (sebagai salah satu unsur penting
dalam ekosistem (industri) Perfilman) secara partisipatif dan proaktif juga diharapkan ikut
bertanggung jawab secara moral untuk senantiasa melakukan swasesetarefsorship
gunamenjaga dan tetap menjunjung tinggi nitalai agama, etika, moral, kesusilaan dan

budaya bangsa dalam konteks Perfilman.

10 sebelumnya, lembaga sensor fittalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman hanya
diatur fungsinya secara umum dan nyaris seluruh pengaturannya secara kelembagaan diatur dalam ranah
Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga $®nsor Fi
(yang saat ini juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film).

11 pasal 60 ayat (2) Undatundang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

12 Lihat pula: Pasal 61 ayaf) (U Perfilman dan Penjelasan Pasal 25 ay&dfgturan Pemerintan Nomor
18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.
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Dalam UU Perfilman juga terdap&onsep pengaturan mengenai pendanaan
Perfilman yang secara konseptual diatur sebagai tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku kegiatan Perfilman, pelaku usaha Perfilman, serta
masyarakat. Oleh karena itu, pendanaan Perfilman di Indarsestara kumulatif/alternatif
(dan/atau) dapat bersumber dari: 1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 2).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 3). masyarakat melalui berbagai kegiatan,
kerja sama yang saling menguntungkan; 4). bantlwar negeri yang tidak mengikat;
dan/atau 5). sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundatangan.

Tata kelola pendanaan Perfilmadalam UU Perfilmarjuga diatur untuk dilaksanakan
berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparatian memenuhi standar akuntabilitas
publik. Selain diatur dalam Bab tersendiri (yakni Bab X), semangat dan pengaturan mengenai
pendanaan Perfilman juga tersebar di berbagai Pasal dalam UU Perfilman sebagai salah satu
kewajiban serta tugas dari Pemerintahrdpemerintah daerah. Pengaturan secara khusus
mengenai pendanaan Perfilman dalam ranah Undang Undang (yakni UU Perfilman) ini juga
dapat dianggap sebagai salah satu progresivitas politik hukum Indonesia dalam bidang
Perfilman karena sebelumnya tidak diatdalam UndangJndang Nomor 8 Tahun 1992
tentang Perfilman. Namun demikian, efektivitas pengaturan mengenai pendanaan Perfilman
di Indonesia dalam praktiknya dirasakan masih jauh dari optimal, terlebih lagi apabila hal ini
diharapkan dapat berdampak sigkdin pada peningkatan kesejahteraan Insan Perfilman
serta masyarakat dalam arti luas.

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, UU Perfilman juga
memuat berbagai pengaturan mengenai peran penyelenggara pemerintahan daerah dalam
tata kelok Perfilman. Semangat dan pengaturan umum mengenai hal ini sebelumnya juga
telah terdapat dalam Undangndang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Oleh karena
itu, peran penyelenggara pemerintahan daerah secara historik telah diakui sebagai salah
satu conditio sine qua norbagi kemajuan Perfilmaimdonesia Jika dikaitkan dengan rezim
pengaturan mengenai pemerintahan daerah maka keberlakuan UU Perfilmeasih
mengacyada konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Utttatang
Nomor 32 Tahun@4 tentang Pemerintahan Daerah dan Und&ahglang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta berbagai peraturan pelaksanaannya.
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Terkaittata kelola Perfilman, Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota,
dan perangkat daerasebagai unsur penyelenggara pemerintahan daéahsingmasing
diatur sebagai salah satu pelaku kegiatan pembuatan film, jasa teknik film, pengedaran film,
pertunjukan film, apresiasi film, serta pengarsipan fifmDalam menjalankan berbagai
peran ini, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban, tugas, dan wewenang masasing
sebagaimana ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 UU Perfilman. Salah satu substansi
krusial dalam UU Perfilman terkait peran Pemerintah Daerah bagi industri Perfilman adalah
keringanan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu untuk Perfilman yang diatur sebagai
wewenang pemerintah daeral® Ketentuan mengenai keringanan pajak dan retribusi
tertentu dalam UU Perfilman ini merupakan suatu tindak lanjut sekaligus pengecualian
(dalam bentuk instentif) dari ketentuan yang tercantum dalam Undamglang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur 2 (dua) hal penting
terkait Perfilman, yakni: 1). tontonan Film diatur sebagai salah satu Objek Pajak Hiburan
sebagai bagian dari jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut ba§alam 2).
reklame Film merupakan salah satu objek Pajak Reklame

Saat ini (November 2022) terdapat berbagai dinamika dalam politik hukum
pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdampak sangat
signifikan bagi industri PerfilmaBerbagai cthamika yang dimaksud dalam konteks ini antara
lain: 1). belakunya UndangJndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undamdang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan 2). berlakudypdangUndang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Kangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerad
telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undaimglang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Lampiran Ukbtetegng Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan ddah terdapat pengaturan mengenai pembagian

13 pasal 1 angka 11 UU Perfilman.

14 pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 38 ayat
(2) UU Perfilman.

15 pasal 56 UU Perfilman.

16 pasal 42 ayat (2) huruf dndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak DaerahRigtribusi
Daerah.

17 pasal 47 ayat (2) hurufUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
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urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Dalam pembagian urusan pemerintahan konkumen Perfilman nasional secara eksplisit
diatur sebagai salah satu swibusan pemeintahan bidang kebudayaan yang menjadi
domainPemerintah Pusat, tetapi apabila dikaitkan pula dengan Perfilman dalam perspektif
ekonomi kreatif dan/atau kekayaan intelektual, hal ini juga dapat diklasifikasikan sebagai
salah satu sulirusan pemerintahan diang pariwisata yang dibagi secara proporsional
sebagadomainPemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya menarik
untuk dikaji secara lebih mendalam karena dalam praktiknya juga menimbulkan
kegamangan dan tidak jarang justru menjadirgpalan yang sering dikeluhkan oleh
ekosistem (industri) Perfilmat¥

Dalam rangka mengoptimalkan aspek ekonomi dari Perfilman, beberapa substansi
penting dalam UU Perfilman dan Undadgdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah saat ini jugalah diubah dengan Undaddndang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kefadan berbagai peraturan pelaksanaannya, khususnya berbagai
ketentuan yang terkait dengan perizinan usaha pembuatan Film di Indonesia. Beberapa
perubahan yang dilakukan berdasarkanddngUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (termasuk peraturan pelaksanaannya) terhadap berbagai ketentuan dalam UU
Perfilman, antara lain mengenai: a). penguatan peran Pemerintah Pusat dalam soal izin
usaha Perfilman serta pembuatan Film; b). gecualian terhadap Perizinan Berusaha terkait
pertunjukan Film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi
informatika; c). simplifikasi perizinan pembuatan Film oleh pihak asing yang menggunakan
lokasi di Indonesia; serta d). rekomsealiasi pengaturan ancaman sanksi administratif
dalam industri Perfilman. Oleh karena itu, urgensi peran penyelenggara pemerintahan
daerah dalam tata kelola Perfilman haruslah diatur sedemikian rupa agar tidak justru bersifat
kontra produktif bagi jamina investasi industri Perfilman sebagai salah satu-saKior

andalan dalam konteks dan upaya pengembangan ekonomi kcedtilonesia.

18 Sjldepaparan Badan Perfilman Indonesia yang disampaikan Gunawan Paggaru (Ketua Badan Perfilman
Indonesia) yang juga merupakanggota Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman (Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor4PHN.01.01Tahun 2022).

19 yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 2 November 2020.
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Begitu luasnya ekosistem Perfilman (sehingga meliputi pula soal kebudayaan,
pariwisata, kekayaan intelektual, dan fungsi ekonomi sekaligus pendorong karya kreatif) juga
nantinya berdampak pada pembidangan urusan pemerintahan sebagaimana yang diatur
dalam LhdangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jika didasarkan
pada UU Perfilman maka Film dan berbagai persoalannya memang lebih ditekankan pada
urusan pemerintahan di bidang kebudayad&ecara historik, pengaturan Film dan berbagai
persodannya sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang kebudayaan juga telah
diterapkan berdasarkan Undafgndang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan
Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Namun,
seiring perkmbangan zaman dan tata kelola pemerintahan, pengaturan mengenai
Perfilman saat ini semakin tersebar dalam berbagai peraturan perundangangan
sektoral, antara laindli bidangPendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreaitif,
serta Teknologi daninformatika. Fenomena ini dalam perkembangannkamudian
memunculkansuatu gagasapemikiran mengenai diperlukannyatukonsep pengaturan
yang lebih baik dalam rangka mengintegrasikan dan menentukan titik keseimbangan baru
(new equilibriuny di antara bebbagai sektor dan komponen dari ekosistem Perfilgana
menyeimbangkan kebutuhan untuk memajukan kebudayaan nasional serta pengembangan
ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Satu hal yang juga perlu menjadi catatan penting
terkait konteks ini adalah dalardasar hukum UU Perfilman belum dicantumkan Pasal 33
UUD NRI Tahun 1945 yang sejatinya merupakan salah satu prinsip konstitusional yang sangat
penting bagi implementasi politik hukum negastate legal policydi bidang perekonomian.
Dalam perspektif polik hukum, realita bahwa belum dicantumkannya Pasal 33 UUD NRI
Tahun 1945 dalam UU Perfilman ini boleh jadi juga merapadalah satumasalahyang
mendasar dalam upaya pengembangan industri Perfilman sebagai salah sageksoib
penting dalam ekonomi kre#tsehingga orientasi Perfilman Indonesia hingga saat ini masih
lebih condong pada orientasi kebudayaan ketimbasgpagai sarana pengembangan
ekonomikreatif.

Urgensi nasional mengenai terwujudnya titik keseimbangan aew equilibriun

bagi pengaturarekosistem Perfilman di Indonesia menjadi semakin mendesak karena RUU

20 pasal 1 angka 12 UU Perfilman: Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kebudayaan.
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tentang Perubahan Atas Undatipdang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman telah
terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)2024. Oleh karena itu, melalui
cita-cita perahan tersebut diharapkan dapat terwujud suatu konsep pengaturan yang
lebih baik bagi ekosistem Perfilman di Indonesia dalam rangka menyesuajkbeberapa
konsepsi pengaturan dalam berbagai peraturan perundangangan yang dianggap sudah
sangat jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan begitu pesatnya perkembangan
kehidupan masyaraka®). pengaturan mengenai Perfilman dengan berbagai perkembangan
aktual dalam sistem pemerintahan Indonesia (khususnya pengaruh dinamika
penyelenggaraan otonomi @sah terhadap Perfilman); 3). berbagai konsep pengaturan
untuk meningkatkan pembinaan dan apresiasi bagi ekosistedgtri) Perfilman; serta 4).
berbagai konsep pengaturan untukeningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum
masyarakat dalanekosistem iqidustri) Perfilman sebagaimana 4 (empat) hal yang menjadi
isu krusial dalam kegiatan analisis dan evaluasi hukum (khususnya peraturan perundang
undangan) ini.

Untuk nantinya menghasilkan suatu kesimpulan dan tawaran rekomendasi,
Kelompok Kerja (Pokja) meldéan analisis dan evaluasi secara lebih detail dan komprehensif
terhadap berbagai peraturan perundagdangan yang mengatur mengenai dan/atau yang

terkait dengan Perfilman di Indonesia sebagaimana yang tercantum di bawabh ini.

B. Isu Krusial

Berdasarkan latar belakang, termas@kdelapar) UndangUndang induk serta 5
(lima) koridor kajian analisis dan evaluasi hukum (khususnya Peraturan Perundang
undangan) sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB |, ditentukan beberapa isu krusial
yang selara ini dirasakan menjadi hambatan sekaligus tantangan paling serius dalam

mendorong kemajuan industri Perfilman Indonesiakni:

B.1 Konsepsi
B.1.1. Definisi Film
Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perfilman, Film secara definitif dimaknai sebagai

G1FNEBIF &ASYA O0dzRIF&F &ly3 YSNUzLI 1y LINY YLl Gl

dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat
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RA LIS NI dzy 2 dz{ {1 9cod yeartfyly¥e DS Nl G aly allF ARLFE
definisi ini menjadi problematik karena saat ini banyak terdapat pula bentuk karya

seni @rt form) dalam media komunikasi massa yang sealai menyerupai Film,

tetapi tidak selalu dibuat berdasarkan kald sinematografi. Padahal, definisi
YSYy3aSy A t SNFAEYlIFY RFEEFY ! t SNFAEYLFY RAI
0 SNKdzo dzy 3+ y 2RSAY13I YRACBAHYYRAY 31y RSy3aly RS
dalam Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentaffigmider definisi
YSYy3aSylFrA daCAfYE REELFY '!' tSNFAEYLFY YSY!I y:
dengan perkembangan zaman, tetapi juga sekaligus menjadi lebih problematik,
khususnya apabila dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa:

L Fhy3 RAYF1&dzZR RSy3lLy b1IFNEBF aAySYF(d23aNXTFTA¢ IR
(moving imagepantara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat
denganskenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita

video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk
dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi nkarupa

salah satu contoh bentuk audiovisual.

Jika dikaitkan dengan pengaturan mengenai Hak Cipta ddiasangUndang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka Film (sebagai salah satu bentuk karya
sinematografi) juga dapat diklasifikasikan sebagaitu Ciptaaff yang nantinya juga
akan terkait dengan segala konsekuensi hukumnya, antara lain aspek pelindungan
hukum dan pemanfaatannya (khususnya secara ekonomi). Ruang lingkup
pelindungan hukum dan pemanfaatan Film sebagai suatu Ciptaan antara lgntne
hak ekonomi, pemanfaatan hak ekonomi, dan penggunaannya secara komersial.

Rekognisi yuridis bahwa Film merupakan salah satu bentuk karya seni dan
sastra art and literary forn) sekaligukekayaan intelektuayang memiliki potensi
ekonomi ini menjadi tantangan sekaligus juga peluang untuk melalskeatu
penataan regulasi yang lebih baik. Urgensi penataan regulasi di bidang Perfilman

harus senantiasa berorientasi pada upaya untuk mengembangkan ekosistem (baik

2L pasal 1 angka@ndangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

22 pasal 1 angka @ndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak iptad / A LJ( | | y hasiRI £ I K &
karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,
LALANIYS AYIFI2AYylLaAs {SOS{lLaGlrys 1SGSNYYLRAELFYS £l dz
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kegiatan maupun usaha) Perfilman sebagai salah basis terpenting ekonomi
kreatif nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta
perekonomian negara secara lebih optiffalengan tetap menjunjung tinggi nitai

nilai agama, eti&, moral, kesusilaan, dan budaya bantfsa

Berdasarkan hasil pendalaman dari berbagai tahapan rapat Pokja, dipandang

perlu untuk segNJ Y Sy &dzadzy &adzt Gdz RSFAYAAAdanySy ISy

lebih adaptif dengan perkembangan zam&elain itu, diperlukan pula adanya suatu

YFEGSNR LISYy3IlFddzNFy YSYy3ISylFA Gl AsekaBar Ay SY

menjadi prinsip keilmuan (doktrin) melainkan perlu menjadi suatu norma pengaturan
dalam UndangJndang, baik sebagai suatu definisiata Bab mengenai Ketentuan
Umum maupun pengaturannya secara lebih elaboratif dalam batang tubuh Undang

Undang yang mengatur mengenai PerfilmAdanya pengaturan definitif mengenai

Gl FARFK AAYSYFG23aNFFAE F1Fy RILI Genal SY LIS NI

Perfilman sebagai faktor pembeda yang signifikan antara Film ddmgank karya
seni @rt form) lainnya dalam media komunikasi massa yang seol@h menyerupai

Film (gambar bergerak sebagai konten penyiaran sepetiube tiktok, dll).

B.1.2. Pengaturanrechtelijk personsebagai subjek hukum

Dalam berbagai contoh peraturan perundamgdangan lain, lazim diatur
sesuai kebutuhan bahwa yang menjaatidressaat normdapat meliputi orang
perseorangann(atuurlijke persohdan/atau subjek hukum lain dapdipersamakan
dengan orangperseorangan sehingga konsekuensinya dapat pula memiliki hak dan
kewajiban serta dipertanggungjawabkan secara hukurachtelijke person
Ketentuan Umum dalam UU Perfilman belum mengatur batasan pengertian
mengenai subjek hukumechtelijke personPadahal, beberapa ketentuan dalam UU
Perfilman memuapulaberbagai pengaturan yang secara khusus diperuntukkan bagi

rechtelijke persopantara lain: badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, badan

23 LihatPenjelasan UmurdndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Penjelasan Umum
UndangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
24 pasal UndangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
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usaha Indonesia, pelaku usaha eksgan/atau impor Film, perwakilan diplomatik,

serta badan internasiona?

B13.. FGlFaly LISY3ISNIAFY YSy3aSylFrA aal aél NIl G¢é

5FEFY thakbt m Fy3ll ¢ !'! tSNFAfYIYyS

& S 0 | \Hargh negara Indonesiaonpemerintah yang mempunyai perhatian dan

LISNY Yy REFEEFTY O0ARFY3I LISNFAEYIYED | FE AYA

FEF&alrys @F1yAY MO FydkNF FNI&F a6 NBI

6SNISYdlry3ary RSy3aly 11 iHat laas2ddrlIS. YoBING v G | K ¢

meliputi berbagai subjek hukum lain yang juga diatur dalam UU Perfilman, khususnya

yang sejatinya merupakaechtelijke person

Bl4.. Gl &aly LISY3aASNIAFY YSy3aSyl A daLyaly t SNFA

Dalam Pasal 1 angka 8 UU Perfilman, Iirilman diberi batasan pengertian
a4 S o0 | seiap oraing yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfiiman dan
0SNLISN}YY REfFY LISYodzZ Gy FAfYED CNI Al
hanya meliputi orangperseorangan rfatuurlijke persoh Berbagai subjek hukum
dalam kategorrechtelijke persorfantara lain: badan usaha yang berbadan hukum
Indonesia, badan usaha Indonesia, pelaku usaha ekspor dan/atau impor Film,

perwakilan diplomatik, serta badan internasional) menjadi belum terakomodanaal

ol dFalty LISYaSNIAFLY YSy3aSylA aLyaly t SNFA

dalam kategorrechtelijke personni sangat mungkin juga dan bahkan justru lebih
memiliki potensi dan kompetensi dalam industri Perfilman. Selain itu, batasan
pengertian men§ Y I A & L ¥ & l[dglamt PSS Angkéa B YU Perfilnmairjuga
akan rancu tolok ukurnya apabila dibandingkan dengan batasan pengertian

YSy ISyl A d&al &RabaNIahgkabdlU Rdrfitmiany

25 Lihat:Pasal 16 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ay&a&)l 29 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38
ayat (4), Pasal 40, dan Pasal 42 ayaty(iJangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
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B15. . FGlFaly LISYaISNIAFY YSy3aSylFA daaSydSNRE

Dalamt &1t wm Fy3{l wmu ! tSNFAfYlIYyZ aGas
& S 0 | rkehtdri yang membidangi urusgnS 6 dzR | Betarayiistabik, pengaturan
mengenai Film sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang kebudayaan telah
diterapkan sejak berlakunyaUndangUndang Nomor 23 Tahun 1951 tentang
Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran,
dan KebudayaartJndangUndang ini menjadi salah satu tonggak yuridis dan historik
bahwa Indonesia tidak semataata melihat Film dalam gyspektif kepentingan
keamanan dan ketertiban umum sa&famelainkan justru lebih ditekankan pada
bidang pendidikan masyarakat dan kebudayaan.

Seiring dengan perkembangamaman dan tata kelola pemerintahan,
pengaturan mengenai Perfilmasaat ini tersebar dalam berbagai peraturan
perundangundangan sektoral, antara lain sektor Pendidikan dan Kebudayaan,
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Teknologi dan Informéagtmlaknya terdapat
2 (dua) Kementerian yang tugas dan fungsinya terkait erat aeigrfilman, yakni
1). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud); serta 2). Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KemenparekBéydasarkan hasil pendalaman dari
berbagai tahapan rapat Pokja, diperoleh informasi (khususnya dari Kerbeddian
YSYSYLI NB{NYF0 oFKgl aol3IAlLyY Kdzf dz¢ t SNIFA
LINE Rdzl aA CAfY YSy2FIRA dzNHzZAlY YSYSYRA] 06 dzR:
meliputi area industri dan bisnis Film menjadi urusan KemenpareKrafsus pada
struktur organisasi dan tata kerja Kemendikbud saat ini, urusan Perfilman menjadi
tugas dan fungsi dari Direktorat Perfilman, Musik, dan Media yang berada di bawah
Direktorat Jenderal Kebudayaan. Adapun pada struktur organisasi dan tata kerja
Kemenparekraf saat inurusanterkait Perfilman juga menjadi tugas dan fungsi dari
Direktorat Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kregihg berada di
bawah Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

26 Sbelum berlakunyaJU No. 23/1951, urusan Film menjadi tugas dan kewajibamenterian Dalam
Negeri Peparement van Binnenlandsch BestyuiLihat Penjelasan Umum WNo 23/1951 tentang
Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

23



Oleh karena itu, diperlukan suatu pemikiran ulang yang aaéam untuk
menentukan titik keseimbangan bafaew equilibriunmy bagi pengaturan ekosistem
dan industri Perfilman secara komprehensif, khususnya dalam rangka
menyeimbangkan kebutuhan untuk memajukan kebudayaan nasional pada satu sisi
serta pengembangan ekomi kreatif secara berkelanjutan pada sisi lainnya. Terlebih
lagi, Perfilman saat ini juga dikategorikan sebagai salah satsekibr ekonomi
kreatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 terRamgana
Induk Pengembangan Ekonomi Kreatifasdbnal Tahun 20X2025 (Perpres
Rindekrarf).

{dzl dz LISy 3l GdzNYy dzf Fy3a GSNJFAG oFdFaly
soalPerfilman akan sangat menentukbanyak hal, khususnyaah pengaturan dan
perkembangan Petfnan IndonesiaOleh karena itu, éthsep pengaturan yang relatif
paling ideal adalah tetap diperlukannya suatu Batasan pengertian mengenai
GaSYyiSNARé RIfFY .10 YSyaSylA YSGSyldz vy
UndangUndang hendaknya diatur pula beberapa pengaturan mengenai peran
menteri lan yang terkait dalam rangka mewujudkan suatu upaya bersama untuk

memajukan ekosistem Industri Perfilman Indoonesia.

B.2 Sistem dan Tata Kelola Perfilman
B.2.1. Prioritas Pengaturan mengenai Fungsi Film

Dalam Pasal 4 UU Perfilman diatur beberapa fungsi Perfibhadéam bentuk
tabulasi, yakni: budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif, dan
ekonomi. Suatu pengaturan dalam bentuk tabulasi umumnya dimaknai sebagai
deskripsi dari skala prioritas tertentu. Jika dibandingkan dengan pengaturan dalam
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilpidekonomi memang diakui
sebagai salah satu fungsi Film, tetapi diatur sebagai fungsi terakhir.

Oleh karena itu, selain karena belum dicantumkannya Pasal 33 UUD NRI Tahun

1945 sebagai salah satu dasarhMkuad a Sy 3Ay 3l ¢ RFEfFY ! t SN

27 pasal3Jndang! YRI' Y3 b2Y2NJy ¢ Kdzy Finsgbagaiim8diakemyirikast nade® A f YI y
pandangdengar mempunyai fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan budaya bangsa, hiburan,
RFEFY S12y2YAéD
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B.2.2.

bahwa ekonomidiakui sebagaisalah satu fungsi Filnftetapi pengaturannya
diletakkan sebagai fungsi yang terakldialam UU Perfilmagnjuga dapat dinilai

sebagai suatu masalah yang perlu dipikirkan ulang di rmesedatang.

Kegiatan dan Usaha Perfilman

Berdasarkan UU Perfilman, penyelenggaraan Perfilman dibagi dalam 2 (dua)
orientasi utama, yakni: 1). Kegiatan Perfilman yang bersifatkoonersil; dan 2).
Usaha Perfilman yang bersifat komersil. Untuk ruang lingkup dan pelaku Kegiatan
Perfilman terdiri ads: pembuatan, jasa teknik, pengedaran, pertunjukan, apresiasi,
dan pengarsipan Film. Adapun ruang lingkup dan pelaku Usaha Perfilman meliputi:
pembuatan, jasa teknik, pengedaran, pertunjukapenjualan film dan/atau
penyewaan, serta ekspampor Film. Oentasi utama dan ruang lingkup Perfilman

ini dapat dideskripsikan dalam bagan sebagai berikut:

Kegiatan Perfilman Usaha perfilman
(nonkomersil) (komersil)

pembuatan, jasa
teknik, pengedaran,
pertunjukan,
penjualan/penyewaan,
serta ekspeimpor

pembuatan, jasa
teknik, pengedaran,
pertunjukan, apresiasi,
dan pengarsipan

Satu hal yang menarik dan juga sangat mendasar dalam UU Perfilman adalah
konsep pengaturan sekaligus amanat bahwa Kegiatan Perfilman dan Usaha Perfilman
dapa dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya, tetapi
hal ini harus dilakukan dalam batasan bahwa tetap menjunjung tingginildai
agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Untuk menjaga keseimbangan
antara kebebasan kebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan tetap
terjaganya nilanilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa ini terdapat

pula konsep pembatasan dalam bentuk beberapa larangan terhadap isi Film serta
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penggolongan usia penontgf baik dalam Kegiatan Perfilman maupun Usaha
Perfilman.

Selain itu, dalam hal terdapat kerjasama antar pelaku usaha Perfilman,
kerjasama tersebut wajib dilakukan dengan perjanjian terfidliSayangnya, dalam
UU Perfilman belum terdapat ketentuan spesifiemgenai kewajiban penggunaan
Bahasa Indonesia dalam hal kerjasama (perjanjian tertulis) antar pelaku usaha
Perfilman ini melibatkan pihak asing dengan lembaga negara, instansi pemerintah
Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan weggaa
Indonesia. Padahal, kewajiban ini merupakan sesuatu yang sangat penting demi
mewujudkan pengutamaan pelindungan bagi kepentingan hukum (khususnya
lembaga swasta atau perseorangan warga negara) Indonesia berdasankiang
Undang Nomor 24 Tahun 20€@htang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta
Lagu Kebangsaan.

Khusus dalam konteks Usaha Perfilman, terdapat pula beberapa pembatasan
dalam bentuk norma larangan untuk: 1). memiliki usaha Perfilmanykany dapat
mengakibatkan terjadinya integrasertikal, baik langsung maupun tidak langsung;
2). mempertunjukkan film hanya dari satu pelaku usaha; 3). pembuatan film atau
pengedaran film atau impor film melebihi 50% (lima puluh persen) jam
pertunjukannya selama 6 (enam) bulan bertututut yang mengkibatkan praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; serta 4). membuat perjanjian
dengan pelaku usaha perfilman atau membuat suatu ketentuan yang bertujuan
menghalangi para pelaku usaha perfilman lain memberi atau menerima pasokan film
yang megakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Beberapa bentuk larangatalam konteks Usaha Perfilman tersebut sangat erat
kaitannya dengan pengaturan dalam Unddmigdang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam praktiknya,
potensi pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat pada industri Perfilman dapat muncul dalam bentuk antara lain integrasi

28 pasal 6 dan Pasal 7 UU Perfilman.
29 pasal 15 UU Perfilman.

26



vertikal*® monopoli, penguasaan pasar dan posisi dominan, jabatan rangkap pada
beberapa perusahaan yang terafiliasi, serta kepemilikan saham $Hlang

Berdasarkan realita begitu luasnya area dan ekosistem (industri) Perfilman,
potensi terjadinya suatu praktik monopoli Wigpersaingan usaha yang tidak sehat
dalam industri Perfilmadapat terjadi hampir pada seluruh area (mulai dari produksi,
tata niaga importasi dan distribusi, serta #ksi/pertunjukan Film). Pada area
produksi misalnya, tidak jarang terjadi fenomena bahwoduction Housdengan
posisi dominannyanelakukan intervensi dan bahkan intimidésthadap idealisme
ekspresi seni dari para Insan Perfilman (khususnya sineas), menerapkan sistem jual
putus terhadap karya Film sehingd&roduction Housedan saluran disibusi
mendapat keuntungan berlipat ganda, serta melarang Insan Perfilman untuk dapat
menampilkan karya padBroduction Houselan/atau saluran distribusi lain. Begitu
pula pada area tata niaga, acapkali terjadi pula fenomena kepemilikangsil
integrasi vertikal, serta penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh
Production Housdan/atau saluran distribusi.

Dalam rangka melakukan suatu penataan regulasi yang lebih baik di masa
mendatang, khususnya dalam mengantisipasi potensi terjadinya praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada industri Perfilman, sudah sepatutnya
terdapat suatu konsep peng@&an komprehensif yang lebih berorientasi pada
pengaturanreward and punishmenguna menjamin terwujudnya keberlangsungan
persaingan usaha yang sehat pada industri Perfilman. Gagasan dan konsep mengenai
hal ini disarankan untuk diatur dalam perubahan apmnggantianUndangUndang
Nomor 5 Tahun 1999 tentanigarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat sehingga pengaturan mengenai persaingan usaha yang sehat dalam

industri Perfilman tidak perlu diatur secara spesiti Epecialisdalam UU exfilman,

30 penjelasan Pasal 11 ayat jdangUndang Nomor8 ¢ | Kdzy Hnnd G Sahgdimasudt SNF A £
dengan "integrasi vertikal" adalah penguasaan sumber penerimaan pasokan film dan/atau pemberian
pasokan film kepada pihak lain dari hulusanfpadi f A NJ @ F y3 GSNRANR {1 & RdzZ 28§

31 pelajari Putusan KPPU No. 05/KFAP2D02 (PT. Camila Internusa Film, PT. Satrya Perkasa Esthetika Film,

PT. Nusantara Sejahtera Raya (Group 21). Dalam Putusan ini yang dianggap terbukti bersalah hanya terkait
soal kepemilikan silang (dikutip dari Bahan &ap Nurmalita Malik,Hukum Persaingan Usagha
disampaikan dalam Rapat Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman di BPHN Kemenkumham RI, tanggal 21
September 2022).
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B.2.3.

melainkan tunduk sepenuhnya pada pengaturan yang lebih umermgeneralis

terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kategori Usia Penonton Film

Pengaturan mengenai kategorisasi usia penonton Film dalam Pasal 7 UU
Perfilman dapat dinilai relatif lebih baik dibandingkan dengan pengaturan dalam
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang mendelegasikan
sepenuhnya pengaturan mengenai hail $ebagai wewenang Lembaga Sensor Film
(LSF) sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam ranah dan hierarki peraturan
pemerintah, yakniPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga
Sensor Film? Namun, efektivitas pelaksanaan dari pengaturan mgenai
kategorisasi usia penonton Film dalam Pasal 7 UU Perfilman yang kemudian diatur
lebih lanjut dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014
tentang Lembaga Sensor Film ini masih memerlukaan pendalaman. Terkait hal ini,
Rommy Fibri Haliyanto (Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia) telah
menjelaskan mengenai pengaturan kategorisasi usia penonton Film secara lebih
elaboratif3® Satu hal yang menarik terkait pengaturan kategorisasi usia penonton
Film adalah bahwa penerapan pengeatn ini juga harus diimbangi dengan integritas
dan moralitas dari sang pemegang otoritas karena hal ini erat pula kaitannya dengan
potensi persaingan bisnis dalam industri Perfilman.

Pengaturan mengenai kategori usia penonton Film juga menjadi lebih krusia
tatkala sebuah Film akan berganti medium (misalnya dari bisokop ke televisiatau
suatu festival ke bisokop). Khusus tayangan Film di televisi, terdapat pula Pedoman
Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dikeluarkan oleh
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). DalBeraturan KPI No. 01/P/KPI1/03/2012
tentang Pedoran Perilaku Penyiaran, penggolongan program siaran (termasuk Film)

diklasifikasi dalam 5 (lima) kelompok usia, yakni: 1).ifildasi P:siaran untuk anak

32 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku deng&eraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tewtan
Lembaga Sensor Film.

33 Rommy Fibri HardiyantoCatatan Masalah Terkait UU Perfilman: Sudut Pandang Makalah
disampaikan dalam Rapat Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman di BPHN Kemenkumham RI, tanggal 21
September 2022.
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anak usia Pr&ekolah (khalayak berusia62tahun); 2). Klasifikasi A: Siaran untuk
AnakAnak (khalagk berusia 712 tahun); 3). Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja
(khalayak berusia 187 tahun) 4). Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa (khalayak di
atas 18 tahun); dan 5) Klasifikasi SU: Siaran untuk semua umur (khalayak di atas 2
tahun). Oleh karena itu, ebuah Film yang akan ditayangkan di televisi akan melalui
proses sensor yang lebih ket&@leh karena itu, diperlukan sinkronisasi pengaturan
antara rezim sensor dan kategori usia petwnFilm dalam UU Perfilman dengan
berbagai pengaturan terkait penggoigan usia penonton program siaran (khususnya

televisi) dalam rezim peraturan perundangdangan di bidang penyiaran.

B.2.4. Pengutamaan Peggunaan Sumber Daya Dalam Negeri

Dalam UU Perfilman terdapat semangat dan-cita bahwa Perfilman harus
dapat menjadi salah satu sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lahir
batin serta perekonomian nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur
pula dalamPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019
tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya
Dalam Negeri (Permendikbud No. 30/2019). Dalam Permendikbud No. 30#2019
pengutamaanpenggunaan sumber daya dalam negealan Perfilman dianggap
perlu dilakukan terhadap Film Indonesia dan Sumber Daya Dalam Negeri
Sayangnya, efektivitas dari pengaturan mengenai semangat dasitaitaintuk
mengutamakarpenggunaan sumber daya dalam negeri di bidang Perfilman belum
dapat dirasakan secara optin@dn esensial.

Dalam perkembangannya saat ini, pengutamaan penggunaarbesudaya
dalam negeri dalam industri Perfilman terkait pula dengatentuan yang terdapat
dalam Perpres Nomor 49 Tahun 20fhtang Bidang Usaha Penanaman Modal
sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari Undlimapng Nomor 11 Tahun
2020 tentang CiptaKerja yang mengatur usaha Perfilman terbuka sepenuhnya

(100%) bagi modal asing. Namun, satu hal penting yang perlu dipertahankan adalah

3 pasal 1 angka 3 PerfiRA { 0dzZR b2® onkHaAmMdpY a{dzYoSNJ 51&F 5l Y
digunakan dalam pembuatan Film Indonesia yang meliputi insan perfilman, alam, bahan dan/atau produk,
2ralz LISNYtFaGlrysz FlLaArAtadlraz Ry {(S{lFe&lly o6dzRF&F ol
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B.2.5.

prinsip dan pengaturan bahwaoduksi film yang melibatkan unsur asing tetap harus
bekerjasama dengan badan hukum Indsi@ePrinsip dan pengaturan ini menjadi
perlu dipertahankan agar kemanfaatan ekonomi dari sebuah Film tetap dapat
dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam arti kersa materi dan pesan dalam
Him yang diproduksi tersebut tetapgapat dijaga ksesuaannyadengan budaya
Indonesia

Selain itu, dalam rangh@engutamaan penggunaan sumber daya dalam negeri
dalam Perfilman, perlu terdapat pula suatu konsepgeturan yang lebih baik dalam
Usaha Perfihan (yang bersifat komersil) mengemp@mberdayaan masyarakat lokal
sekaligus mengangkat niailai budaya yang hidup di wilayahnya, sebab selama ini
pemberdayaan masyarakat lokal masih lebih sering hanya dilakukan pada Kegiatan

Perfilman (yang bersifatam-komersil).

Sensor Film

Dalam Pasal 1 angka 9 UU Perfilman, Sensor Film secara definitif dimaknai
aSol 3L A AQLISYStAGALIYSZ LISYAftlIAlLYZ RIEYy LISYS
RALISNIidzy2dzl 1 'Yy 1 S¥IEl&bbrasilp&ngaturag mengemnYSensar
Film tercantum dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 66 UU Perfilman. Selain itu,
ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, keanggotaan, pedoman
dan kriteria, serta tenaga sensor dan sekretariat lembagaaseiisn diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga SensoKFRilsus
mengenai efektivitas penyensoran Film dan iklan Film secara fqratkal Lembaga
Sensor FIMLSAE Yl aAK RANYalillty FRFEYy&lF a&NDI Il )
kendala signifikan yang dirasakan dalam penyelenggasaasorfilm dan iklanAIm
pada Lembaga Sensor F{h§Fpadalah ketimpangan antara masih relatif minimnya
jumlah dan kesempatan untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi

sumber daya manusia, khususnya Tenaga Sefsmerta dukungan sarana dan

35 pasal 1 angkandangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

% tralkf wn F&FG 600 tSNIGAZNFY tSYSNAY(GlFK PdH¥2N my ¢
penyensoran film dan iklan film dilaksanakan oleh kelompok penyensor yang terdiri atas: a). anggota LSF;
RFEY o00®@ ¢SylF3alF {Syaz2NX® tSy3alddzNIy &SOF NI | Kdzidza
sampai dengan Pasal R&raturan Pemerintah Nomd Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.
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B.2.6.

prasarana (khususnya teknologi informasi) dibandingkan dengan begitu pesatnya
produksi Film serta perkembangan teknologi di dunia Perfildian

Pada aspek kelembagaan, LembagasBefilm (LSF)uga mengemukakan
beberapa pengaturan penting yang perlu dilakukan dalam rangka perubahan atau
penggantian UU Perfilman, antara lain: 1). kedudukan LSF disarankan agar berada
pada daerah yang menjadi pusat pertumbuhan industri Perfilman sehinggh tid
harus berada di Ibukota Negara sebagaimana lembaga lain pada umumnya; 2).
kesekretariatan LSF perlu ditingkatkan sehingga minimal menjadi unit eselon Il pada
suatu Kementerian; 3). perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai status
kelembagaan LSF yanglaanma ini dianggap sebagai Lembaga -Soruktural tetapi
status ASN yang menjagupporting systemya berada di bawah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan; 4). perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai alat
kelengkapan DPR yang menjadi mitra kerja, l$8bab selama ini LSF selalu
melakukan rapat dengan Komisi | DPR, padahal tugas dan fungsi LSF relatif lebih dekat
dengan persoalan kebudayaan yang menjadi urusan Komisi ¥ebBgamitra kerja
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 5). tarif seribardan iklan Film
agar dikembalikan pada konsep pengaturan dalam UU No. 8/1992 tentang Perfilman
yang menetapkan tarif sensor sebagai PNBP supaya lebih efektif dalam

pelaksanaannya.

Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalapenyelenggaraan Perfilman dapat dilakukan
secara perseorangan atau kelompok dalam 10 (sepuluh) bentuk kegiatan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU Perfilman. Adapun dalam Pasal 68, 69,
dan 70 UU Perfilman diatur pula mengenai kelembagaan badanrparfiindonesia
sebagai wadah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

Perfilman yang memiliki 8 (delapan) tugas pakok

87 Laporan Kinerja Sekretariat Lembaga Sensor Film Tahuin 2021 serta paparan yang disampaikan Rommy
Fibri Hardiyanto (Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia) selaku salah satu Narasumber dalam
Rapat Anafiis dan Evaluasi Hukum Perfilman di BPHN Kemenkumham RI, 21 September 2022.

% pasal 69 UU Perfilman.
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B.2.7.

Terkait kelembagaan badan perfiilman Indonesia, setidaknya terdapat
beberapa persoalan yang relatif menonjol, antara:lanterdapatnya ketidakjelasan
konsep pengaturan mengenai bentuk kelembagaan badan perfiiman Indonesia.
Badan perfilman Indonesia diatur sebagai lembaga swasta dan bersifat mandiri,
tetapi dipandang perlu untuk dikukuhkan oleh Presid@); kedudukanbadan
perfilman Indonesiadisarankan agar berada pada daerah yang menjadi pusat
pertumbuhan industri Perfilman sehingga tidak harus berada di Ibukota Negara
sebagaimana lembaga lain pada umumny@). pengaturan mengenai pola
pembiayaan badan perfilman Indesia juga menjadi problematik karena sumber
utama pembiayaannya tidak berasal APBN/APBD, tetapi dapat memperoleh bantuan
dana yang bersumber dari APBN/APBD dalam skema hibah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangindangan; dan 4). terdapat persoalarengenai sejauimana
efektivitas pelaksanaan dari kewajiban badan perfilman Indonesia untuk diaudit oleh
akuntan publik atas pengelolaan dana yang bersumber dartARN/APBD dan

mengumumkan hasil audit tersebut kepada masyarakat.

Perizinan Pembuatan Film

Salah satu persoalan mendasar terkait perizinan pembuatan Film adalah begitu
luasnya ekosistenfindustri Rerfilman) serta begitu banyak dan panjangnya pihak
yang terlibat dalam suatpembuatanFilmhingga Film tersebut dapat ditonton oleh
masyarakat luas melalui berbagai media. Deskripsi mengenai ekosistem (industri
Perfilman) serta pola relasi di antara para pihakgyaaling berinteraksi di dalamnya

dapat digambarkan sebagai berikut:
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Pelindungan seumur hidup Pencipta karya Hak Terkait: Pelaku
Pencipta + 70 thn sinematografi pertunjukan

Penulis buku
Penulis cerita (adaptasi dari
buku)

Aktor/Aktris/Pema
in Film/Crew

Sutradara

Pemeran
film/iklan
film/promosi film
(fotograsi, banner,
dll)

MusicBauntme Desain grafis Produser Film

Pihak dalam Film

Pemegang Hak
Cipta karya
sinematografi

Hak Cipta: Pencipta lagu, publisher
Hak Terkait: Penyanyi, Produser
rekaman

Karya seni
gambar/lukisan

Karya fotografi,
potret, dil

Persoalan perizinan dalam industri Perfilman menjadi semakin kompleks
tatkala pembuatan Film dilakukan dalam skema kemitraan dengan pihak asing.
Setidaknya terdapat 3 (tiga) persaal menonjol dalam hal ini, yakni: 1). izin
penggunaan tenaga kerja Perfilman; 2). izin usaha pembuatan, pertunjukan, dan
peredaran Film; dan/atau 3). izin lokasi pembuatan Film. Selain itu, persoalan
perizinan dalam industri Perfilman juga menjadi salatu sspek yang terdampak
sangat signifikan dari berbagai perubahan peraturan perundarmangan,
khususnyaUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta
beberapa peraturan pelaksanaannya yang juga telah mengubah beberapa konsep
pengaturan dalen UU Perfilman.

Dalam konteks penggunaan tenaga kerja pada industri Perfilman, setidaknya
terdapat beberapa persoalan yang relatif menonjol, antara lain: 1a). masih sering
terdapatnya fenomena waktu kerja yang berlebdvértime). Hal ini umum terjadi
karena ketiadaan aturan yang jelas mengenai perjanjian kerja dalam industri
Perfilman; 1b). perjanjian kerja dalam industri Perfilman juijeasakan sering
bermasalah dan relatif merugikan pekerja (seperti upah yang tidak dibayar tepat
waktu, tidak sesuai ketguan, hingga tidak dibayarkan sama sekali); 1c). belum
adanya suatu pengaturan spesifik mengenai standar upah dalam industri Perfilman
sehingga sulit menilai kelayakannya. Tanpa acuan upah layak, konflik horizontal antar

pekerja kerap terjadi, seperti saling banting harga upah demi mendapatkan
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pekerjaan; 1d). normalisasi kondisi kerja yang tidak sehat. Selama ini muncul persepsi
umum yang menganggap kondisi kerja buruk merupakan pengorbanan yang harus
diterima pekerja sebgai konsekuensi atas upah yang diterima; 1le). Pemerintah
dinilai pasif dalam melindungi pekerja film. Tidak ada langkah konkret yang diambil
sejak tahun 2016, padahal 1/3 pekerja ekonomi kreatif mengalami kerja yang
berlebihan; dan 1f). UndarAgndang NomoB3 Tahun 2009 tentang Perfilman dinilai
kurang melindungi pekerja film sehingga perlu dire¥si

Dalam kontekgerizinan usaha pembuatan FilldhdangUndang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta beberapa peraturan pelaksanaannya telah
mengubah bberapa konsep pengaturan dalam UU Perfilman, khususnya berbagai
ketentuan yang terkait dengan perizinan usaha pembuatan Film di Indonesia.
Beberapa perubahan penting yang dilakukan berdasarkan UnAdadgng Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan bedpa peraturan pelaksanaannya terhadap
berbagai ketentuan dalam UU Perfilman, antara lain meng@agipenguatan peran
Pemerintah Pusat dalam soal izin usaha Perfilman serta pembuatan Z&hm;
pengecualian terhadap Perizinan Berusaha terkait pertunjukiém yang dilakukan
melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika). simplifikasi
perizinan pembuatan Film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di Indonesia;
serta2d). rekonseptuatiasi pengaturan ancaman sanksi administratif daladustri
Perfilman. Selanjutnya, matriks komparasi yang menggambarkan beberapa
perubahan pengaturan dalam Undabgdang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan berbagai peraturan pelaksanaannya terhadap UU Perfilman tercantum
dalam Lampiran dari Lapan Akhir Pokja ini.

Dalam konteks perizinan lokasi pembuatan Film (khususnya oleh pihak asing),
UU Perfilman sebelumnya mencantumkan beberapa pokok pengaturan sebagai
berikut: 3a). berdasarkan izin Menteri Kebudayadh). dilakukan sesuai peraturan
perundangundangan; darBc). izin Menteri Kebudayaan diterbitkan tanpa dipungut

biaya dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Salah satu perubahan

39 Informasi ini diperoleh dan diolah dari haBibcus Group Discussi¢ifGD) Serikat Pekerja Media dan
Industri Kreatif untuk DemokraéSINDIKASI) damdonesian Cinematographers Soci€tZS) pada
tanggala 29 Maret 2022
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yang cukup mendasar mengenai perizinan lokasi pembuatan Film (khususnya oleh
pihak asing) berasarkanJndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan beberapa peraturan pelaksanaannya adalah bahwa yang sebelumnya didasarkan
LI R GATAY aSyiSNR YSodzRI&Flyé o6!!' t SNF
t SYSNAY (I K t dzal UrdangUndabgiNanyor 1A Tiatizin 20R0 téniang
Cipta Kerja dan beberapa peraturan pelaksanaannya juga terdapat suatu
pengecualian terhadap Perizinan Berusaha terkait pertunjukan Film yang dilakukan
melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika

Konsep pengaturan mengenai pengecualian terhadap Perizinan Berusaha
terkait pertunjukan Film yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan
teknologi informatika sejatinya telah diatur dalam Pasal 14 ayat (5) UU Perfitman
Begitu pula pengecualian terhadap Perizinan Berusaha tgykdiinjukan film yang
dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika jelgén
diatur dalam Pasal 14 ayat (8) UU Perfilnfran

Adapun pengaturan mengenai perizinan Isk@embuatan Film (khususnya
oleh pihak asing) menjadi semakin problematik tatkala lokasi pembuatan Film
tersebut merupakan lokasi/destinasi pariwisata karena dalam praktiknya perizinan
lokasi pembuatan Film (khususnya oleh pihak asing) pada lokasi/agstiisata juga
ditujukan kepada Kemenparekraf. Selain itu, konsep pengaturan bahwa perizinan
lokasi pembuatan Film (khususnya oleh pihak asing) dilakukan tanpa biaya perlu
ditinjau ulang karena terdapat pula potensi ekonomi yang cukup tinggi mengenai hal
iyA RIFYy RFEfIFY LN} {OGATYE&lF 2dzZaGNdz aSNRy 3| €
(oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya masyarakat setempat) yang

dapat berpotasi merugikan negara dalam arti luas.

40

£ wmn | & { lzinpsahalsdbagairSaNardimbkKeud yada agat (4) huruf b tidak termasuk

Yy dzal K LISNIidzyadzZl 'y FAEY @Fy3 RAEF1dzlby YSEIdz
Ff wmn F&Fd oy0 !'! tSNFAL Yl YY (B)bagiusahagertlniukan & So6 1 3|
ilm yang dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika diberikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundandzy R y 3| y ¢ @

Q¢ > Q)

41

—h o~

35



B.2.8. Peningkatan Kompetensi dakesejahteraan Insan Perfilman

Dalam UU Perfilman diatur pula urgensi mengenai standar kompetensi yang
perlu dimiliki oleh Insan Perfilman serta tenaga sensor. Namun demikian, hal ini
dalam implementasinya belum dapat berjalan efektif. Selain téugdapat pula
pengaturan yang probmatik dalam Pasal 74 ayat (2) dan (3) UU Perfilman bahwa
standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompete@i&h organisasi profesi,
lembaga sertifikasi profesi, dan/atau perguruan tinggi. Padahal, dalam Pasil
Perfilman diatur bahwa pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi
Insan Perfilman diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah. Banyaknya pihak dalam peningkatan kompetensi Insan
Perfilman pada satu sisi dafdinilai cukup baik dalam rangka peningkatan partisipasi
masyarakat untuk memajukan Perfilman, tetapi pada sisi lain hal ini juga dapat
berisiko memunculkan adanya perbedaan hasil/standar kompetensi Insan Perfilman.

Begitu pula jaminan kesejahteraan sd$agi Insan Perfilman (khususnya anak
anak di bawah umur, perempuan, dan penyandang disabilitas) sejatinya juga telah
diatur dalam UU Perfilman dalam bentuk: perlindungan hukum, perlindungan
asuransi pada usaha perfilman yang berisiko, jaminan kesetamddn kesehatan
kerja, serta jaminan sosi& Khusus mengenai perlindungan hukum terhadap Insan
Perfilman analanak di bawah umur, UU Perfilman mengatur bahwa hal ini harus
dilakukan dengan tetap memenuhi hlikk anak dan dibuat dalam perjanjian tertulis
sesuai dengan peraturan perundangdangan. Namun, hal ini dalam
implementasinya belum dapat berjalan efektiDleh karena itu,dalam rangka
perubahan atau penggantian UU Perfilmaerlu dilakukan suatu pengaturan yang
lebih baik dan lebih menjamin hdlak insan Perfilman sehingga mereka dapat
memiliki posisi tawark{argaining positioh yang lebih baik apabila melakukan suatu

perbuatan hukum perdata (kontrak) dalam industri Perfilman.

42 Ppasal 20 ayat (4) UU Perfilman.
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C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundamgdangan

C.1. Undangundang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

BerdasarkanPasal 1 angka 1 UU Perfilman, Film secara definitif dimaknai
aSoF3IFA a1l NBIF &aSyA o6dzRF&l @&ly3 YSNHzZLI ||
massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan
RILJI G RALISBHIIdzAS dZK [GEWSAGRY | G 23INTF FA¢ REfFY R
problematik karena saat ini banyak terdapat pula bentuk karya senigrm) dalam
media komunikasi massa yang seoetdhh menyerupai Film, tetapi tidak selalu
dibuat berdasarkan kaidah sinematografi. Padahafindsi mengenai Perfiiman
REFEfLY | t SNFAEYlLY RAFGdzZNJ aSOF N} fdz 4%
RSy 3l yBEMIEIYERAGOFYRAY3IATIY RSyYy3IlLy RSTAYAEA
angka 1 Undaryndang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, definisi mengenai
GCAfYeE RIEEFY ! tSNFAEYLFY YSYlFy3a RIELIFG R
perkembangan zaman, tetapi juga sekaligus menjadi lebih problematik, khususnya
apabila dikaitkan dengan Penjelasan Pa$@ ayat (1) huruf m Undarddndang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa:

L Fby3 RAYF1&dzZR RSy3IlLy b1IFNBF aAySYFG23aNXTA¢ IR
(moving imagepantara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita ydibgat

dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita

video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk
dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sitogmedi merupakan

salah satu contoh bentuk audiovisual.

Jika dikaitkan dengan pengaturan mengenai Hak Cipta ddiasiangUndang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka Film (sebagai salah satu bentuk karya
sinematografi) juga dapatiklasifikasikan sebagai suatu Cipt&éarang nantinya juga
akan terkait dengan segala konsekuensi hukumnya, antara lain aspek pelindungan
hukum dan pemanfaatannya (khususnya secara ekondBaditu pula ktentuan
Umum dalam UU Perfilmapang belum mengatu batasan pengertian mengenai

subjek hukunrechtelijke personPadahal, beberapa ketentuan dalam UU Perfilman

43 pasal 1 angka@ndangUndang Nomor 33ahun 2009 tentang Perfilman.

44 pasal 1 angka BndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Giptad / A LJG I 'y | RIFf I K &
karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,
pikiran, imajinasi, kecékd I y> 1 SGSNY YLIAE I yE | tFdz {SFHKEAIY &ly3 R
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memuat pula berbagai pengaturan yang secara khusus diperuntukkareshtglijke

person antara lain: badan usaha yang berbadan hukum Indonésidan usaha

Indonesia, pelaku usaha ekspor dan/atau impor Film, perwakilan diplomatik, serta

badan internasiona®®Selainitu P & € M Fy 31l ¢ !''!' t SNFAL Yl
ol GFaly LISy 3S Ndiga I nggarad BdoheSahohpemérintah yang
mempunyai perhatian danLJSNJ y 'y RFEflY oO0ARFYy3 LISNFACL
problematik berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni: L)y G | NJ TNI &l a g NJ
LYR2Yy SaAl¢ &Fy3 o0SNBAFIG YSYOolFGlFr&aAa oSNIS
yang bersifat luas; dan 2). belum meliputi berbagai subjek hukum lain yang juga diatur
dalam UU Perfilman, khususnya yang sejatinya merupedertelijke person

Pasal 1 angka 8 UU Perfiimaemberio | G &ty Ly aly setNFAL Y
orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam
LISYodzt GFy FAEYéd CNIalk WaSOGAFLI 2Nl y3aQ A
orangperseorangan Kfatuurlijke persoh Berbagai subjek hukum dalam kategori
rechtelijke persoifantara lain: badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, badan
usaha Indonesia, pelaku usaha ekspor dan/atau impor Film, perwakilan diplomatik,
serta badan internasionpimenjadi belum terakomodir dalam batasan pengertian
YSy3aSylA aGLyaly tSNFAEYlIyéd tFRIKFEX 08
rechtelijke persomni sangat mungkin juga dan bahkan justru lebih memiliki potensi
dan kompetensi dalam industri Perfilman. Selau, batasan pengertian mengenai
GLyaly tdaladFRasall afigka 8 UU Perfilmianjuga akan rancu tolok
dzl dzZNy' &t | LIl oAfl RAOIFYRAYy3AlFY RSy3lLy ol il
dalamPasal 1 angka 6 UU Perfilman.

Pasal 1 angka 12 UU Perfiyha ¢a Sy G SNRAE RAOSNA o G &l
émenteri yang membidangi urusah S 6 dzR | &eéchrg historik, pengaturan
mengenai Film sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang kebudayaan telah
diterapkan sejak berlakunya Undatipdang Nomor 23 Talmu 1951 tentang

Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran,

45 Lihat:Pasal 16 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38
ayat (4), Pasal 40, dan Pasal 42 ayat(iJangUndang Nomor 33 Taun 2009 tentang Perfilman
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dan Kebudayaan Seiring dengan perkembangan zaman dan tata kelola
pemerintahan, pengaturan mengenai Perfilman saat ini tersebar dalam berbagai
peraturan perundangindangan sektoral, antara lain sektor Pendidikan dan
Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Teknologi dan Informatika.
Setidaknya terdapat 2 (dua) Kementerian yang tugas dan fungsinya terkait erat
dengan Perfilman, vyakni: 1). Kementerian Pendidik dan Kebudayaan
(Kemendikbud); serta 2). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf).

Pasal 4 UU Perfilmamengatur beberapa fungsi Perfiimandalam bentuk
tabulasi, yakni: budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif, d
ekonomi. Suatu pengaturan dalam bentuk tabulasi umumnya dimaknai sebagai
deskripsi dari skala prioritas tertentu. Jika dibandingkan dengan pengaturan dalam
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilfidekonomi memang diakui
sebagai salabatu fungsi Film, tetapi diatur sebagai fungsi terakhir. Oleh karena itu,
selain karena belum dicantumkannya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah

A1 Gidz RF&IFNJ Kdzl dzy daSy3aay3ardé RIEEEFEY ' ¢

f "\

diakui sebagai salah satu fun§@m (tetapi pengaturannya diletakkan sebagai fungsi
yang terakhir dalam UU Perfilman) juga dapat dinilai sebagai suatu masalah yang
perlu dipikirkan ulang di masa mendatang

Satu hal yang menarik dan juga sangat mendasar dalam UU Perfilman adalah
konseppengaturan sekaligus amanat bahwa Kegiatan Perfilman dan Usaha Perfilman
dapat dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya, tetapi
hal ini harus dilakukan dalam batasan bahwa tetap menjunjung tingginildai
agama, etika, morakesusilaan, dan budaya bangsa. Untuk menjaga keseimbangan
antara kebebasan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan tetap
terjaganya nilanilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa ini terdapat

pula konsep pembatasan dalam bektbeberapa larangan terhadap isi Film serta

4% pasal3ndang! YRIFYy3d b2Y2Nl y ¢ Kdzy Finpspbagaiintdiaikbnylakadi BaNSEA f Y I Y
pandangdengar mempunyai fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan budaya bangsa, hiburan,
RFEFY S12y2YAéD
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penggolongan usia penontgh baik dalam Kegiatan Perfilman maupun Usaha
Perfilman.

Selain itu, dalam hal terdapat kerjasama antar pelaku usaha Perfilman,
kerjasama tersebut wajib dilakukan dengperjanjian tertulis*® Sayangnya, dalam
UU Perfilman belum terdapat ketentuan spesifik mengenai kewajiban penggunaan
Bahasa Indonesia dalam hal kerjasama (perjanjian tertulis) antar pelaku usaha
Perfilman ini melibatkan pihak asing dengan lembaga negastarsi pemerintah
Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara
Indonesia. Padahal, kewajiban ini merupakan sesuatu yang sangat penting demi
mewujudkan pengutamaan pelindungan bagi kepentingan hukum (khususnya
lembaga swastatau perseorangan warga negara) Indonesia berdasatkaang
Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta
Lagu Kebangsaan.

Pengaturan mengenai kategorisasi usia penonton Film dalam Pasal 7 UU
Perfilman dapat dinilai relétlebih baik dibandingkan dengan pengaturan dalam
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang mendelegasikan
sepenuhnya pengaturan mengenai hal ini sebagai wewenang Lembaga Sensor Film
(LSF) sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam ranahhdznarki peraturan
pemerintah, yakniPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga
Sensor FilmM® Namun, efektivitas pelaksanaan dari pengaturan mengenai
kategorisasi usia penonton Film dalam Pasal 7 UU Perfilman yang kemudian diatur
lebih lanjut dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014
tentang Lembaga Sensor Film ini masih memerlukamdalman.

Pasal 10 ayat (2UU Perfilman terdapat semangat dan etita bahwa
Perfilman harus dapat menjadi salah satu sarana peningkatan kesejahteraan
masyarakat secara laHatin serta perekonomian nasional. Ketentuan lebih lanjut

mengenai hal ini diar pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

47 Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perfilman.

48 pasal 15 UU Perfilman.

49 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengReraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Lembaga Sensor Film.
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Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan
Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri (Permendikbud No. 30/Rehgutamaan
sumber daya dalam negeri berupa penggunaan insarfilman Indonesia dalam
pembuatan film, pengedaran film, pertunjukan film, dan pengarsipan film dilakukan
dengan mewajibkan mempekerjakan insan perfilman Indonesia. Pengutamaan
sumber daya dalam negeri berupa optimalisasi kekayaan budaya daerah dilakukan
dengan cara menampilkan lingkungan budaya di Indonesia dan mengutamakan
penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa daerah di Indonesia.

Terkait peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Perfiloemdasarkan
UU Perfilmandapat dilakukan secara perseorangatau kelompok dalam 10
(sepuluh) bentuk kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU Perfilman.
Adapun dalam Pasal 68, 69, dan 70 UU Perfilman diatur pula mengenai kelembagaan
badan perfilman Indonesia sebagai wadah peningkatan peran serta mastyaraka
dalam penyelenggaraan Perfilman yang memiliki 8 (delapan) tugas poRBakian
perfilman Indonesia merupakan lembaga swasta yang bersifat mandiri dan
kelembagaannya dikukuhkan oleh Presid&erkait kelembagaan badan perfilman
Indonesiani persoalan yag relatif menonjol yaitu ketidakjelasan konsep pengaturan
mengenai bentuk kelembagaan badan perfilman Indonesia.

Berdasarkan Pasal 14 UU Perfilmaalals satu persoalan mendasar terkait
perizinan usahaFilm adalah begitu luasnya ekosistem (industri Redil) serta
begitu banyak dan panjangnya pihak yang terlibat dalam suatu pembuatan Film
hingga Film tersebut dapat ditonton oleh masyarakat luas melalui berbagai media.
Persoalan perizinan dalam industri Perfilman menjadi semakin kompleks tatkala
pembuatanFilm dilakukan dalam skema kemitraan dengan pihak asing.

UU Perfilmanmengatur urgensi mengenai standar kompetensi yang perlu
dimiliki oleh Insan Perfilman serta tenaga sensor. Namun demikian, hal ini dalam
implementasinya belum dapat berjalan efektiel&n itu, terdapat pula pengaturan
yang probématik dalam Pasal 74 ayat (2) dan (3) UU Perfilman bahwa standar

kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompeten€lleh organisasi profesi,

50 pasal 69 UU Perfilman.
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lembaga sertifikasi profesi, dan/atau perguruan tinggi. Begitua pjadminan
kesejahteraan sosial bagi Insan Perfilman (khususnya-amak di bawah umur,
perempuan, dan penyandang disabilitas) sejatinya juga telah diatur dalam UU
Perfilman dalam bentuk: perlindungan hukum, perlindungan asuransi pada usaha
perfilman yangberisiko, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan

sosialP! Namun, hal ini dalam implementasinya belum dapat berjalan efektif.

C. 2. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perkembangan teknologi informasi dé&omunikasi dalam praktiknya dapat
menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain dapat
mempermudah penyebaran serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
ke seluruh lapisan masyarakat di dunia. Adapun dampak negatifnyaaataar
mempermudah pelanggaran hak cipta melalui internet. Salah satu pelanggaran hak
cipta khususnya pada bidang perfilman yang paling sering terjadi adalah pembajakan
(piracy) dalam bentuk berbagai kegiatan atau aktivitas penggandaan ciptaan secara
tidak sah tanpa izin pemegang hak cipta dan pendistribusian itu dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan film saat ini tidak lagi dalam bentuk
kepingan cakram optik/VCD/DVD tetapi dengan memanfaatkan teknologi seperti
internet. Tren pelanggan terhadap karya film atau sinematografi yang
memanfaatkan internet antara lain berupa penyebaran, pengunduhan, dan
penyiaran film melalui situs internet secara tanpa izin. Terhadap pelanggaran hukum
di sektor perfilman, UU Hak Cipta sudah memberikan ridetn dan sanksi yang
tegas. Misalnya pembajakan berupa penyebaran karya cipta melalui internet tanpa
seizin Pencipta/Pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU
Hak Cipta dimana sanksinya ditegaskan dalam Pasal 113 ayat (2), (@), dahHak
Cipta:

el d onOY G{SGAILI 2NXy3 &ty3d RSy3dly GFyLIF KI|

Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (1) huruf ¢, huru d, huruf f, dan/atau huruf h untuk gganaan secara komersial

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.

500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

l@Fd 600Y G{SGAIFLI hN}Xy3 &ty3a RSy3dly {FyLF KIJ
Hak Cipta ralakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 Pasal 20 ayat (4) UU Perfilman.
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9 ayat (I) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (4): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan/atau pidana denda palingyp& I | wlLJ®d nonnndnnndnnninn 6SYl

UU Hak Cipta juga mengatur bahwa tindak pidana dalam hak cipta merupakan
delik aduan, sehingga terhadap pelanggaran hukum di bidang hak cipta harus
dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan urdakat diproses lebih lanjut oleh
aparat penegak hukurf? Selain UU Hak Cipta, sebenarnya terhadap pelanggaran di
dunia maya/internet yang berkorelasi dengan hak kekayaan intelektual termasuk hak
cipta juga terdapat Undangndang Nomor 11 Tahun 2008 tentahdormasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan pengaturan kegiatan yang dilarang
beserta sanksi yang diberikan. Pasal 32 UU ITE misalnya memberikan pengaturan
mengenai setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan
cara @gapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau
dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana penjara 8 (delapan)
tahun dan denda paling bany&p. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sementara
untuk kegiatan berupa perekaman sekaligus pendistribusian juga diancam pidana
paling lama 99embilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga
milyar rupiah) yang diatur dalam Pasal 4&t2) UU ITE.

Dari kegiatarkegiatan ilegal ini tentunya dapat membawa dampak negatif baik
terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, karena pengguna internet dapat
mengunduh film tanpa izin dan membayar royalti atas film tersebut. Beberapa pihak
yang tedampak antara lain: a). Pencipta/Pemegang Hak Cipta, dimana akibat
kegiatan ilegal ini dirugikan hak moral dan hak ekonominya terutama berkaitan
dengan royalityang seharusnya diterima oleh Pencipta. Dampak lebih besarnya lagi
antara lain: a). menurunkagairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan
sastra; b). Pemerintah, dimana dirugikan dari sektor penerimaan atau pendapatan

negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta yang merupakan salah satu sumber

52 LihatPasal 120 UU Hak Cipta
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dana untuk pembangunan yang potensialnde. Masyarakat (konsumen), dapat
mengakibatkan sikap acuh tak acuh, tidak lagi memandang perlu untuk
mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran
atau tidak.

Terhadap berbagai kegiatan ilegal yang melanggar hak dari Pem@ptman
memanfaatkan teknologi, sebenarnya UU Hak Cipta sudah memberikan pengaturan
tegas sebagai upaya pemerintah memberikan pelindungan hukum. Pelindungan
hukum yang diberikan oleh pemerintah ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 54 UU
Hak Cipta yang nmgatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak
terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, yang secara rinci

menyebutkan:

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi

informasi, Pemerintalverwenang melakukan:
a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan
Hak Terkait;

b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam
pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelalaggélak Cipta dan Hak
Terkait; dan

c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap
Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pada pasapasal berikutnya yakni Pasal 55 dan Pasal 56 UU Hak Cipta
memberikan penegsan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap upaya
pelindungan hukum hak cipta di media yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi. Setiap orang yang mengetahui terjadinya pelanggaran Hak Cipta/Hak
Terkait wajib melaporkan kepada Menteriukim dan HAM untuk kemudian
ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Menteri Kominfo untuk
menutup konten yang melanggar Hak Cipta/Hak Terkait tersebut. Terhadap hal ini
kemudian telah dibentuk Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14
Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak
Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang merupakan pelaksanaan
dari Pasal 56 ayat (2) UU H@lpta. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa UU Hak
Cipta sudah memberikan pelindungan hukum yang tegas dan jelas. Pembagian

kewenangan antar Lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum di bidang hak
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cipta pun sudah diatur dengan jelas sehingga dapat galdersinergi dan
berkoordinasi. Hal ini seperti terlihat sinergi peran Kemenkumham dan
Kemenkominfo dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta yang menggunakan sistem
informasi. Hal penting berikutnya adalah bahwa masyarakat mempunyai peran
penting dalam menegah tejadinya pelanggaran hak cipta melalui internet karena
pengaduan masyarakat terhadap situs internet yang melanggar hukum menjadi titik
tolak penegakan hukum Hak Cipta. Menjadi tugas besar Pemerintah tentunya
meningkatkan kesadaran hukum masyaralatitama terhadap upaya pelindungan
hukum Hak Cipta/Hak Terkait ini. Masyarakat harus diberikan pemahaman
pentingnya menghargai hasil karya cipta termasuk film.

UU Hak Cipta yang berlaku saat ini juga telah memberikan pengaturan yang
tegas bahwa Hak Ciptlapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia, sebagaimana
diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta. Ketentuan pasal ini menjadi dasar hukum
pemberian pembiayaan oldeBmbaga keuangan dengan jaminan atau agunan berupa
karya cipta termasuk film atau simatografi. Ketentuan ini sebenarnya berkaitan
erat dengan pengaturan mengenai jaminan fidusia yang selama ini menginduk pada
UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UU Jaminan Fidusia ini sudah
mengantisipasi terdapatnya kemungkinan benda bergeyakg tidak berwujud
sebagai obyek jaminan fidusia, sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia
YSyeSodzilltyyY aWFYAYlYy CARdzaAl FRIFfFK KIJ
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangunanyang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam
UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam
penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakanpkea Penerima Fidusia terhadap
ITNBRAG2NI fFAyyeléd 5FfFY LINF1GSTyel LSt
ini menemui tantangan karena pada saat itu instrumen hukum yang mengatur secara
teknis skema pembiayaan bagi hak cipta belum ada. Terlebihdéindpengajuan

pembiayaan dilembaga keuangan terdapat persyaratparsyaratan yang harus
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dipenuhi sementara untuk benda tidak berwujud (hak cipta) belum ada pedoman
atau panduan penilaian atas nilai ekonomis dari karya cipta tersebut.

Namun kemudian, pada tahun ini dengan diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undaimglang Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Ekonomi Kreatif dimana dalam Pasal 9 ayat (1) PP 24/2022 menyebutkan bahwa:
Dalam pelaksanaan skema pembiagaberbasis kekayaan intelektudembaga
keuangan bank dalembaga keuangan nonbank menggunakan kekayaan intelektual
sebagai obyek jaminan utang. Hal ini tentu akan makin memudahkan pelaku ekonomi
kreatif untuk mendapatkan sumber pembiayaan démbaga kuangan bank
maupun nonbank. PP ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan ketentuan
mengenai hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia. Kejelasan pengaturan mengenai
hal ini ke depan diharapkan dapat makin memacu semangat pelaku ekonomi kreatif
terutama disektor sinematografi untuk menghasilkan kafaya film yang lebih
baik. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 16 UU Hak Cipta ini
diperlukan sinergitas antara Pemerintah, Lembaga keuangan bank dan nonbank
denganLembaga Manajemen KolikNasional (MKN agar ke depan pelaksanaan
ketentuan pasal ini dapat diimplementasikan dengan tepat sesuai tujuan
pembentukannya.

Bidang ekonomi kreatif juga saat ini menuntut pembaruan pengaturan hak
cipta mengingat hak cipta menjadi salah satu basipenting dari ekonomi kreatif
nasional. Undangyndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)
yang mengatur mengenai pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka
diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonamegara
dapat lebih optimal. Salah satu yang masuk dalam obyek pelindungan hak cipta
adalah film. Film sebagai obyek hak cipta dilindungi oleh UU Hak Cipta sebagaimana
diatur dalam Pasal 40 huruf m UU Hak Cipta yakni karya sinemat&naimatografi
lalah karya cipta yang memiliki wujud berupa gambar bergerak sepadvifig
imageg antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat
dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita

seluloid, pita ideo, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang
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memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media
lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audimal. Sebagai
sebuah hak, hak cipta memberikan ipelungan kepada penciptanya, dimana dalam
hal ini hak cipta atas ciptaan berupa karya sinematografi pelindungannya berlaku
selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59
ayat (1) UU Hak Cipta).

Sebagai salah satu bentuk arcipta yang dilindungi hak cipta menyebabkan
pihakpihak yang terlibat dalam pembuatan film haknya dijamin dan dilindungi oleh
UU Hak Cipta. Skema berikut ini dapat menggambarkan beberapa pihak yang terlibat
dalam produksi film dan jenis hak ciptany@dam suatu karya sinematografi atau
film sebenarnya terdiri dari berbagai jenis hak cipta, antara lain hak cipta atas
naskah/skenario/buku, lagu, gambar, musik, video, danlEm Semua hak yang ada
di dalam karya film atau sinematografi harus di datagkn detail agar kepemilikan
hak cipta atas karya tersebut menjadi jelas. Oleh karena itu pelindungan terhadap
suatu film atau karya sinametografi harus dilakukan secara detail dan jelas agar dalam
implementasinya tidak terdapat hakak yang terlanggar.

Optaan dalam hal ini berupa karya sinematografi atau film erat kaitannya
denganPencipta dan hak yang timbul atas ciptaan tersebut. Pencipta yang dalam
Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta dideskripsikan sebagai seorang atau beberapa orang
yang secara sendigsendri atau bersamaama menghasilkan suatu ciptaan yang
bersifat khas dan pribadi. Selain Pencipta, juga dikenal Pemegang Hak Cipta yang
merupakan Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut
secara sah dari Pencipta, atau pihak gang menerima lebih lanjut hak dari pihak
yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta). Dalam
pembuatan film, orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh
ciptaan atau orang yang merancang ciptaan adalah produser. Otehdmya, hak
cipta suatu film ada pada produsetHal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU

Hak Cipta yang menyebutkan bahwa dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang

53 https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenisienis-ciptaanyangterdapatdalamsuatukaryafilm-
[t5c75fc3500d76# ftnrefAdiakses tanggal 19 Oktober 2022
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dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan
pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaihg gang
merancang ciptaan.

Hak cipta atas suatu karya sinematografi/film sebagai hak eksklusif yang
didapatkan oleh pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Hak Cipta yakni
berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara
abadi pada diriPencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan
namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
(Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta). Sementara hak ekonomi adalah hak eksklusif
Pencipta untuk mendapatkan manfaeakonomi atas karya ciptanya (Pasal 8 UU Hak
Cipta). Manfaat ekonomi ini diwujudkan dalam bentuk royalti, yakni sebuah
imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang
diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Selanygrdalam Pasal 9 ayat (1)

UU Hak Cipta disebutkan jenenis hak ekonomi pencipta.

Dalam suatu film atau karya sinematografi selain hak cipta bagi
pencipta/pemegang hak cipta, juga dikenal dengan Hak Terkait yakni hak yang
berkaitan dengan Hak Cipta yamgrupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan,
produser fonogram, atau lembaga Penyiaran (Pasal 20 UU Hak Cipta). Hak Terkait
ini diberikan bagi pelaku pertunjukan dalam hal ini adalah aktor/aktriskadafilm.

Pelaku Pertunjukan juga memperoleh haksldisif berupa hak moral dan hak
ekonomi. Hak moral Pelaku Pertunjukan meliputi hak untuk: a). Namanya
dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan b). Tidak
dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaian, hathal

yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui
sebaliknya. Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri,
memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: 1). Penyiaran atau
Komunikasi tas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; 2). Fiksasi dari pertunjukannya
yang belum difiksasi; 3). Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau

bentuk apapun; 4). Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya; 5).
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penyewaan atas Fiksasiefpunjukan atau salinannya kepada publik; dan 6).

penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Karya sinematografi atau film juga terkait dengan karya rekaman dan karya
siaran yang juga dilindungi oleh UU Hak Cipta sehingga harus meatigan hak

hak dari produser rekaman dan julganbaga penyiaran terkait. Dalam Pasal 24 dan

Pasal 25 UU Hak Cipta mengatur mengenai Hak Ekonomi bagi Produser Fonogram

dan Lembaga Penyiaran. Lebih lanjut, UU Hak Cipta juga mengatur mengenai

perbuatan yangnelanggar hukum terhadap karya cipta beserta sanksi, antara lain:

a) Pelanggaran hak moral terhad&asal 5 hingg#&asal 7. Hak moral adalah hak
yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan
selama Pencipta masih hidup. Akanetapi, pelaksanaan hak moral dapat
dialihkan dengan wasiat atau sebab lain seteRgmcipta meninggal dunia.
Apabila pelaksanaan hak moral dialihkan, penerima dapat melepaskan atau
menolak dengan membuat penolakan pelaksanaan hak yang dinyatakan secara
tertulis. Dalam rangka melindungi hak moralnya, pencipta berhak memiliki
informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta.

b) Pelanggaran hak ekonomi terhadap Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk
penggunaan secara komersial, ancamannya diteaa didalam Pasal 112.

c) Pelanggaran hak ekonomi terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan
secara komersial ditetapkan ancamannya didalam Pasal 113 ayat (1).

d) Pelanggaran hak ekonomi terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, hurud d, huruf f
dan/atau hurd g untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam
Pasal 113 ayat (2).

e) Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal 9 ayat (1) huruf a, hurud b, huruf e
dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam
Pasal 113 ayat (3).

f) Pelanggara dengan kategori pembajakan terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf e dan/atau huruf g dengan sanksi dalam Pasal 113 ayat (4).

g) Pelanggaran hak ekonomiterhadap Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan

komersial dengan sanksi dalam Pasal 116 &l).
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h) Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal 23 ayat (2) huruf a, hurud b dan/atau
huruf f untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam Pasal 116 ayat
2).

i) Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal 23 ayat (2) huruf ¢ dan/atau huruf d
untuk pengguman secara komersial dengan sanksi dalam Pasal 116 ayat (3).

J) Pelanggaran dengan kategori pembajakan terhadap Pasal 23 ayat (2) huruf c
dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam
Pasal 116 ayat (4).

k) Pelanggaran hak ekonomi terhayg Pasal 24 ayat (2) huruf ¢ untuk penggunaan
secara komersial dengan sanksi dalam Pasal 117 ayat (1).

[) Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau
huruf d untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam Pasal 117
ayd (2).

m) Pelanggaran dengan kategori pembajakan terhadap Pasal 24 ayat (2) huruf a,
huruf b dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi
dalam Pasal 117 ayat (3).

n) Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal 25 ayat (2) huruf a, hurufdd,c,
dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dengan sanksi dalam
Pasal 118 ayat (1).

0) Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pasal 25 ayat (2) huruf d dengan maksud
pembajakan dengan sanksi dalam Pasal 118 ayat (2).

p) Ancaman pidana terhadap orangngamengelola perdagangan dalam segala
bentuk yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualn dan/atau
penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di
tempat perdagangan yang dikelolannya sebagaimana dimaksud Pasal 10
dengan saksi dalam denda sebagaiman disebutkan Pasal 114.

Adapun berdasarkan Undatgndang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekkomsiderans menimbang UU No. 13 Tahun
2018 menyebutkan bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan hasil budaya

bangsa yang memiliki peran penting sebagai salah satu tolok ukur kemajuan
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intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembaritran
pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian
kebudayaan nasional, alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan
perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional sehingga
karya cetak dan kga rekam harus dihimpun dan dikelola dengan baik oleh Negara
sebagai koleksi nasional hasil budaya bangsa. Materi muatan U+dtzsheng Nomor

13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berkaitan erat
dengan Undangindang Nomor 33 Tahur2019 tentang Perfilman khususnya
mengenai serah simpan Karya Rekam. Pasal 1 UU Perfilman mendefinisikan kegiatan
Perfilman sebagai penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan
film dan bersifat non komersial. Kemudian Pasal 8 huruf f medjatabahwa salah

satu kegiatan perfilman adalah pengarsipan film. Pengaturan pengarsipan film diatur

dalam Pasal 38 dan Pasal 39 yang berbunyi:

(1) Pengarsipan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pengarsipan film atau pelaku usaha
pengarsipan film.

(2) Pelaki kegiatan pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan,
organisasi, Pemerintah, dan pemerintah daerah.

(3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk pusat pengarsipan film
Indonesia.

(4) Pelaku usaha pengarsipan film sglaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha
Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

(5) Pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat dukungan Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pgarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Untuk melaksanakan Pasal 38 af@tJU Perfilman, Pemerintah mengeluarkan
Permendikbud 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan FilmtedMamuatan
Permendikbud ini melahirkan pusat Pengarsipan Film Indonesia yang bertugas
melaksanakan kegiatan Pengarsipan Film. Pengarsipan film dilakukan pelaku usaha
pembuatan Film dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
terakhir film dipertunjukkan melalui bioskop atau paling lama 1 (satu) tahun setelah
pertama kali dipertunjukkan kepada masyarakat apabila film tidak dipertunjukkan
melalui bioskop. Kogadi film diserahkan secara sukarela kepada pusat Pengarsipan
Film untuk dsimpan sebagai Arsip Film. Selanjutnya, pusat Pengarsipan Film

menyerahkan Film tersebut kepada Perpustakaan Nasional.
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Dalam Undangindang Nomor 13 Tahun 2018, kegiatan pengelolaan Karya
Rekam (film) dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.
Produsen Karya Rekam diwajibkan untuk menyerahkan Karya Rekam (film) ke
Perpustakaan Nasional dan Perpustak&aovinsi tempat domisili Produsen Karya
Rekam. Jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran

tertulis, pembekuan kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Baik Permendikbud 41 Tahun 2019 maupun UU No. 13 Tahun 2018 keduanya
samasama mengatur penyerahan kojadi Film.Namun sebaiknya UU mengatur
mengenai batasan terkait film yang akan dikelola oleh pusat Pengarsipan Film dengan
film yang akan dikelola oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi agar
tidak terjadi perbedaarpemahaman di lapangan. Selain itu Perpusnas sebaiknya
melakukan sosialiasi kepada pelaku usaha mengenai serah simpan Karya Rekam
mengingat adanya sanksi yang diberikan jika hal ini dilanggar.

UU No. 13 Tahun 2018 mengatur kewajiban untuk menyerahkan Kaetak
dan Karya Rekam tidak hanya terhadap karya baru melainkan juga berlaku bagi karya
yang telah mengalami revisi sebagaimana diatur oleh Pasal 4 ayat (2):

OKarya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan untuk disimpgsudiakaan
braizylf RFEY tSNLMzZAGFE{FlIY t NPGAYAAS (G§SNN¥I adz ¢

Kemajuan media komunikasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat
mempengaruhi terjadinya peralihan bentuk/media suatu Karya Cetak ke dalam
bentuk digital. Penjelasan UmuRasal4 menyebutkan edisi revisi yang diserahkan
oleh penerbit adalah perubahan bentuk fisik maupun isi Karya Cetak, sedangkan
banyak terjadi alih bentuk/media suatu Karya Cetak menjadi bentuk digital. Maka itu
perlu adanya pengaturan terkait penyerahan KaGetak serta Karya Rekam yang
mengalami peralihan bentuk/media ke bentuk digital.

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengatur Karya Rekam dan Karya Cetak pada Urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan. Perpustakaan merupakan uruBamerintahan konkuren yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi/Kabupaten/kota. Dalam Lampiran UU

23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Sub
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C3.

urusan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, Pemerintain cdaendapat
amanat untuk melakukan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam koleksi Daerah di
Daerah Provinsi.

Mengacu kepad#asal 15 UU No. 13 Tahun 2018, Perpustakaan Nasional dan
Perpustakaan Provinsi bersarmama melakukan pengelolaan hasil serah simp
Karya Cetak dan Karya Rekam. Maka itu perlu penyesuaian pembagian urusan bidang
perpustakaan di pemerintahan pusat maupun daerah provinsi yang tidak terbatas
pada urusan pelestarian saja melainkan juga urusan penerimaan, pengolahan,
penyimpanan, pendayunaan dan pengawasan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Beberapa pasal dalam UU 13 Tahun 2018 mengamanatkan lebih lanjut substansi
pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah (PP). Reesal tersebut antara lain:

Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (7), Pasal 14| P&sPasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat

(3). Peraturan pelaksana UU 13 Tahun 2018 tersebut telah terbit yaitu PP Nomor 55
tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undamdang Nomor 13 Tahun 2019
tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. datgraturan PP Nomor

55 tahun 2021 antara lain mengenai pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya
Rekam, Pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, peran serta

masyarakat, pemberian penghargaan dan tata cara pengenaan sanksi admfnistrat

UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiara

UndangUndang ini dibentuk untuk mengatur terkait penyiaran yang
didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara RI 1945 dengan asas manfaat, adil dan
merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian,
kebebasan dan tanggung jawab. Fmman diselenggarakan dengan tujuan untuk
memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman
dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum,
dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, dentisk&dil dan sejahtera,
serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

UU Penyiaran memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia

sebagai Lembaga bersifat independen mengatur-hahl mengenai penyiaran.
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Permasalahan dalam Undatndang ini batva UU No. 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran dilihat dari penilaian dimensi efektivitas pelaksang@amundang
undanganbahwa dalam Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa isi siaran wajib
memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak
anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan
Lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak
sesuai dengan isi siaran memberikan penjelasan terkait tujuan penyiaran yaitu untuk
memperkukuh integtas nasional, membina watak dan jati diri bangsa yang beriman
dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum
dalam rangka membangun masyarakat serta berfungsi sebagai sarana kegiatan
komunikasi massa sebagai media informasi, Rékan, hiburan yang sehat, kontrol

dan perekat ssal. Terlihat fungsi penyiaran cukup penting untuk membangun suatu
bangsabagaimana penyiaran membentuk jati diri dan sebagai sumber informasi.
Oleh karena itu pembatasan terhadap isi dan wasiaran perlu diterapkan untuk
menjamin kualitas siaran. Perlu adanya sanksi tegas dari Komisi Penyiaran Indonesia
terkait pelaku penyiaran yang masih menampilkan tayangan yang kurang sesuai
dengan tujuan dan fungsi penyiaran. Pembatasan terhadap waktansjaga perlu
diterapkan karena masih ditemui siaran yang melanggar normgalsaan
ditayangkan di waktu yang dapat diakses anak di bawah umur dan terdapat beberapa
pasal dalam UU Penyiaran ini sudah diubah dan dicabut oleh UU CiptaS¢egsa
umum tethadap UndangJndang ini perlu dilakukan perubahan terkait dengan
pengaturan untuk dapat diselaraskan/diharmoniskan dengan ketentuan dalam UU

Cipta Kerja dan kondisi saat ini.

C4.UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Dalam kaitannya dengan Undakhigndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja mengubah 31 pasal, menghapus 29 pasal, dan
menyisipkan 13 pasal baru dalam UU Ketenagakerjaan. Setidaknya terdapat 10
(sepuluh) dampak UU Cipta Kerja terhadig KetenagakerjaafiRertama kendati

sebagian pasalnya terdampak UU Cipta Kerja, tapi UU Ketenagakerjaan tetap berlaku

54



sebagai hukum positif. Kedua, sebagian kaidah UU Ketenagakerjaan mengalami
perubahan. Ketiga, ketentuan UU Ketenagakerjaan ydihgpus UU Cipta Kerja
otomatis tidak berlaku. Keempat, bila kaidah UU Ketenagakerjaan diubah, yang
digunakan sebagai pedoman yakni ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Kelima,
mengubah besaran pesangon. Keenam, memperlemah, memperkuat, dan menata
ketentuan dahm UU Ketenagakerjaan, misalnya soal pesangon, kompensasi untuk
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan cara melakukan pemutusan hubungan
kerja (PHK). Ketujuh, berpotensi menimbulkan konflik dalam proses perubahan
peraturan perusahaan (PP) atau perjanjkerja bersama (PKB). Kedelapan, sebagian
peraturan pelaksana UU Ketenagakerjaan akan mengalami perubahan. Kesembilan,
tertutupnya peluang peralihan hubungan kerja dari pekerja penerima pekerjaan
(vendo) menjadi pekerja pada perusahaan pemberi pekertjadesepuluh, untuk
membaca UU Ketenagakerjaan harus berdampingan dengan UU Cipta Kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 sebagai amanat Pasal 81
dan Pasal 185 huruf b Undatmdang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
mengenai penggunaatenaga kerja asing. Oleh karena itu dinilai dari kewenangan
dan materi muatan yang diatur maka PP ini sudah tepat jenisnya dengan ketentuan
peraturan perundangindangan yang diatur pada Undablgdang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan PerangUndangan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undadgndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undanrgndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas
keterpaduan dan kemitraan, oleh karena itu sebagaimana diterapkan dalam Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Urdiagiang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bahwa pembangunan
ketenagakerjaan bertujuan untuk meiptakan pemerataan kesempatan kerja dan
penyediaan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan
kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan
kesejahteraannya. Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, melaluirsaiue

Pemerintah memberi kemudahan bagi investor atau pelaku industri yang memang
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membutuhkan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk sektor tertentu dalam rangka
percepatan investasi. Di sisi lain, pertimbangan dikeluarkannya UU ini adalah antara
lain untuk mewyudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur
sebagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan serta diharapkan mampu menyerap tenaga kerja
Indonesia yang seludsasnya di tengah persagan yang semakin kompetitif dan
tuntutan globalisasi ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 mengatur bahwa tenaga kerja
pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA
dan dipersiapkan sebagai pendamping TKAgydipekerjakan dalam rangka alih
teknologi dan alih keahlian. Pemberi kerja wajib melakukan penunjukan tenaga kerja
Warga Negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan
untuk alih teknologi dan alih keahlian dan juga wajib melakan pendidikan serta
pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan
yang diduduki oleh TKA. Apabila perjanjian kerja antara TKA dengan pemberi kerja
telah selesai maka pemberi kerja wajib memulangkan TKA ke negargadaaiam
menggunakan TKA, UU Cipta Kerja mensyaratkan pemberi kerja TKA untuk
mendapatkan izin tertulis dari Menteri (Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi)
atau pejabat yang ditunjuk. Untuk mempekerjakan TKA, pemberi kerja TKA harus
memiliki Rencanadhggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya penulis singkat RPTKA
yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja yang akan
menggunakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk
dan pemberi kerja orang perseang dilarang memperkerjakan TKA sebagaimana
diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja dan bila melanggar ketentuan
penggunaan TKA yang diatur dalam UU Cipta Kerja maka akan dikenakan sanksi
pidana.

Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kemeing wajib mengajukan
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan

retribusi. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, di mana situasi dan
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C.5.

kondid Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari
pencari kerja.Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar
pengguna tenaga Kkerjaasing dilaksanakan secara selektif dalam rangka
pemberdayaan tenaga kerja lokakcara optimal. Oleh karena itu di dalam
memperkerjakan TKA, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat,
terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan yang mempergunakan tenaga
kerja asing bekerja di wilayah Indonesia dengan membuat rengemggunaan
tenaga kerja asing (RPTKA) yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentamtarmonisasi Peraturan Perpajakan

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang MgwdbndangUndang Nomor 11
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undahglang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pgak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barangdviewah
UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas BaraMgwah jo. UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga Atas Unddmigdang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
mengatur ketentuan perfilman pada Penjelasan Pasal 4 ayatuflif iy Undang
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Utbhatang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g tersebut
menyatakan bahwa PdjePertambahan Nilai dikenakan atas: g. ekspor Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

UndangUndang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan
mengubah antara lain Undargndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat Aas UndangJndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang
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mengatur ketentuan perfilman pada Pasal 4 ayat (1) huruf h yang menyatakan: (1)
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau d@poleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apapun, termasuk: h. royalti atau imbalan atas pemgan hak. Penjelasan
Pasal 4 ayat (1) huruf Undatundang Harmonisasi Perpajakan ini menyebutkan
bahwa Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau
perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagdmba
atas: 1) penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan,
kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses
rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak
serupa lainnya 2) penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan
industrial, komersial, atau ilmiah; 3) pemberian pengetahuan atau informasi di
bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial; 4) pemberian bantuan tambahan
atau pelengkap sehubungan dengaanggunaan atau hak menggunakan ek
tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan
tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada
angka 3, berupa: a) penerimaan atau hak menerima rekamarbgaatau rekaman
suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat
optik, atau teknologi yang serupa; b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman
gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau raagp y
disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
C) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio
komunikasi; 5) penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidogtiof
picture filmg, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran
radio; dan 6) pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan
penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial ataw-hlik

lainnya sebagaimana tersebut di atas.
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C.6. UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Dalam Pasal 38 UU Keimigrasian diatur mengenai pemberian visa kunjungan bagi
Orang Asing. Dalam kaitannya dengan industri perfilman yaitu adanya keluhan terkait
permasalahan waktpembuatan Visa yang terlalu lama. Selain itu semua pihak yang
terlibat syuting film harus ada pendamping dan aturan adanya jaminan Penjamin
sebesar Rp. 200.000.00(dua ratus juta rupiah) yang hal ini telah diatur dalam Pasal
7 Peraturan Menteri Hukum adaHak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang

Penjamin Keimigrasian.

C.7. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentatgsaha Mikro, Kecil dan Menengah

UndangUndang Usaha Mikro, Kecil dan Meneng@dhl UMKM}secara spesifik
memang tidak mengatur secara khusus mengenai perfilman namun terdapat
beberapa hal yang perlu di cermati dari UU UMKM kaitannya dengan perfilman.
A. Promosi Dagang/Pemasaran

Salah satu usaha Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan
Iklim Usaha yaitu menetapkan peraturan perundamglangan dan kebijakan yang
meliputi aspek salah satunya yaitu promosi dagang, sebagaimana diatur Badam
14 ayat (1) huruf a UU UMKNIlerkait dengan perfilman, perfilman merupakan salah
satu media yang efektif untuk mempromosikan produk usaha mikro kecil dan
menengah baik di dalam dan luar negeri mengingat jangkauan dari film yang saat ini
tidak hanya dapat dinikmati di layar konvensibnzelainkan juga dapat di nikmati
melalui layananOver The TogOTT) platform ataupun platform online lainnya.
Berdasarkan hasil survey dari BPS dalam Hasil Survei Kegiatan Usaha Pada Masa
Pandemi Covid9 Tahun 2021, disebutkan bahwa salah satu permaaalatang
siginifikan yang dialami oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) pada masa paGdeikil9
yaitu pemasaran. Kendala pemasaran mencapai angka 59,05 % yaitu lebih dari
setengah kendala UMK yang lain yaitu tagihan mencapai 29,30 % serta Hutang
26,59%.

Lebihlgy 2dzi RIf Y KF&Af adz2N¥WSe& AyA 2dz3l R

responden usaha industri pengolahan dan jasa perusahaan mengalami kendala
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pemasaran dan sekitar 4 dari setiap 10 responden usaha akomodasi dan makan
YAYydzY YSy3Iltlr YA {.8yWRlihdt Idata&fi yhaka gemasaran
merupakan salah satu bagian penting dalam rangka pengembangan UMKM. Industri
perfilman yang saat ini semakin dinamis dengan hadinoigéform online dapat
dengan mudah mempromosikan produk UMKM untuk diketahui oleh makgtara
luas. Kerjasama antara industri perfilman dengan UMKM dapat dilakukan dengan
berbagai cara diantaranya dapat melalui kerjasama pemasaran produk UMKM
melalui properti,wardrobe maupun produk yang memilik indikasi geografis. Produk
yang memiliki indikasgeografis selain menjadi nilai tambah dari produk yang
dihasilkan namun juga dapat menjadi nilai tambah bagi suatu daerah yang memiliki
indikasi geografis atau bahkan Indonesia itu sendiri untuk dapat dikenal di dunia
internasional.
B.Akses Pembiaayan

Pembiayaan merupakan salah satu unsur penting dalam pertumbuhan dan
pengembangan UMKM. Mengingat beberapa tahun belakangan ini Indonesia ikut
terkena imbas pandenwgovid-19 yang melanda seluruh dunia. Jika melihat data dari
BPS dalam Hasil Surkegiatan Usaha Pada Masa Pandemi Cb®idahun 2021,
upaya mengatasi kendala usaha menurut skala usaha pada masa panderri®ovid
berbeda antara skala usaha mikro kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB).
UMB dalam mengatasi kendala usaha lebih memilittuk mengurangi beban
operasional usaha sedangankan UMK lebih memilih untuk berhutang dalam menjaga
operasional usahanya tetap berjal&hLebih lanjut dari Survei Kegiatan Usaha Pada
Masa Pandemi Cowitd Tahun 2021 menyatakan bahwa bantuan modal usaha
menjadi bantuan yang paling dibutuhkan dan diharapkan oleh responden usaha
mikro kecil (UMKY®

UU UMKM sudah mengatur mengenai pembiayaan dan penjaminan bagi usaha
mikro dan kecil melalui ketentuan Pasal 21 yang telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 1Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut:

ot { X allaixt {dzZNOSA Hnum YSIMDEEYyHNnaMEF KE VR Hal &l
55 |bid., him. 22
56 1bid., him. 23

60



)
)

©)

(4)

(5)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro
dan Kecil;

Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba
tahunan yangdialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian
pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada
Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, gmeiman, hibah, dan
pembiayaan lainnya.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah,
mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang
sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Pemerintah Bsat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan
insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan
prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan kepada Danisaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha
Mikro dan Kecil.

Lebih lanjut dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan

usaha kecil pemerintah melakukan beberapa upaya yang dijabarkan dalam ketentuan

Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah
melakukan upaya:

a.
b.
c.
d.

e.

pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan
bank;

pengembangan lembaga modal ventura;

pelembagaan terhadap transaksijak piutang;

peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam
dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan

pengembangan sumber pembiayaan lain

Kedua pasal tersebut memberikan pengaturan mengenai perabiagan juga

berbagai hal terkait kemudahan bagi usaha mikro untuk menjalankan usahanya,

namun yang perlu diperhatikan lebih lanjut terdapat alternatif pembiayaan baru yang

muncul

yaitu melalui kekayaan intelektual yang diatur didalam Undémgdang

Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang selanjutnya diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana

UndangUndang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana

UndangUndang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan

pengaturan mengenai Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui

Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuaxdgabank serta Penerapan Skema
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Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Penerapan pembiayaan melalui
kekayaan intelektual tentu akan memberikan banyak opsi kemudahan kepada UMKM
khususnya yang bergerak di sektor ekonomi kreatif untuk memajukan usahanya yan
akan tentunya berimbas kepada peningkatan ekonomi serta pembukaan lapangan
kerja. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk diatur pula di UU UMKM terkait
alternatif pembiayaan melalui kekayaan intelektual. Sehingga diharapkan dengan
beragamnya opsi pebiayaan yang ada maka UMKM akan tumbuh dan berkembang
sesuai dengan tujuan pembentukan UU UMKM ini yaitu UMKM dapat menumbuhkan
dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

C8. UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentaikgpariwisataan

Pada UU NolO Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pada Pasal 4 disebutkan
bahwa Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun dalealitanya popularitas sebuah
film tidak berhubungan langsung dengan peningkatan jumlah wisatawan di tempat
atau obyek film tersebut dibuat.

Terkait aspek bisnis/ekonomi dari perfilman, permasalahan utamanya adalah
unsur ekonominya karena tidak ada yangngerusi. Dari definisinya, Film adalah
karya seni budaya dan seni merupakan subsektor ekonomi kreatif. Ini adalah isu
terbesar yang sering dihadapi oleh pembuat/penggiat film yaitu ketika ingin
eksploitasi dari sisi bisnis/ekonomi, mereka kebingungan terkgulasinya. Ketika
dulu Bekraf sebelum gabung menjadi Kemenparekraf disana sangat intens mengurusi
film. Saat itu kepala Bekraf sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan
dan sudah disepakati bahwa urusan ekonomi diarahkan ke Bekraf.

Dalam Pasl 36 UU ini disebutkan bahwa Pemerintah memfasilitasi
pembentukan Badan Promosi Pariwisata IndonéBRPIyang berkedudukan di ibu
kota negara. Keberadaan BPPI ini dipertanyakan, sebab sampai saat ini asosiasi yang
memiliki peran penting dalam dunia patsata tanah air tersebut tidak juga berjalan.
Padahal pendirian BPPI ini merupakan amanat UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan. Kemudian, dipertegas lagi dengan diterbitkannya Keputusan
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Co.

Presiden (Keppres) Nomor 22 tahun 2011 tentang Badan PioRaswisata
Indonesia. Kehadiran BPPI ini dapat juga menjadi salah satu sarana promosi bagi film
Indonesia yang menjadikan obyekyek pariwisata di Indonesia sebagai latar

pembuatan filmnya

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kedyahn

Bahwa apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang
diatur, maka Undangyndang Pemajuan Kebudayaan ini sudah tepat jenisnya sesuai
dengan ketentuan mengenai peraturan perundamgdangan yang diatur pada

UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undandang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undatinpdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundatmdangan dn UndangJdndang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undlardpng Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundddgdangan.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
mengatur perfilman pada ketentuan:

1) Pasal Swruf g yang menyatakan bahwa Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: g.
seni. Penjelasan Pasal 5 huruf g tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang
berbasis warisan budaya maupun besis kreativitas penciptaan baru, yang
terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni
pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

2) Pasal 15 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa Sistem Pendataan Kehnday
Terpadu berisi data mengenai: d. data lain terkait Kebudayaan. Penjelasan Pasal
15 ayat (2) huruf d tersebut menyatakan bahwa Data lain terkait kebudayaan
seperti cagar budaya, museum, film, dan buku.

Ada tiga masalah utama pelaksanaan Bémajuan Kebudayaan yang harus
segera dituntaskan: (1) penyusunan peraturan pelaksanaan yang seharusnya

rampung dua tahun sejak UU diundangkan; (2) pengesahan Strategi Kebudayaan
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yang telah diserahkan pada Presiden Joko Widodo sejak 2018; serta (3) pakarent
Dana Perwalian Kebudayaan.

Sesungguhnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
mulai menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peraturan
Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, yang mengatur 14 hal tersisa, sejak akhir
2018. Namn, hingga kini pemerintah belum menyelesaikan proses harmonisasi
naskahnya karena Menteri Keuangan Sri Mulyani tak juga memberikan paraf
persetujuan. Sebab, Menteri Keuangan ingin ada ketentuan yang mengatur
pencatatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagairigaMilik Negara. Padahal, ini
tidak diatur pendelegasiannya di UU Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, masih ada
tarik ulur pengaturan insentif bagi kegiatan pemajuan kebudayaan. Kewajiban lain
yang belum dipenuhi pemerintah adalah penetapan Strategi Kelaaa20262040.

Pasal 13 ayat (6) UU Pemajuan Kebudayaan mengatur strategi tersebut ditetapkan
oleh Presiden. Setelah proses konsolidasi lebih dari 300 Pokok Pikiran Kebudayaan
Daerah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta masukan dari puluhan asosias
profesi bidang kebudayaan, Strategi Kebudayaan berhasil disusun dan diserahkan
kepada Presiden saat Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018. Namun, jerih payah
mereka siasia. Hingga saat ini, Presiden belum mengesahkan Strategi Kebudayaan.
Akibatnya, nakah Strategi Kebudayaan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak
dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan
(RIPK). Padahal, naskah rancangan RIPK-ZIBHD telah disusun Kemendikbud,
namun belum dilanjutkan pembahasannyard@a menunggu penetapan Strategi
Kebudayaan.

Pembentukan Dana Perwalian Kebudayaan (DPK), amanat Pasal 49 ayat (1)
UU Pemajuan Kebudayaan, juga terkatlsagung. Selepas pertemuan dengan para
pemangku kepentingan kebudayaan seusai KKI 2018, Presiden aicaryadkan
mengalokasikan anggaran Rptriliun sebagai modal awal pembentukan DPK. Janiji
0SNBSO6dzi RAdzdF NI {Fy 1SYoltA 2fSK 2 (Af
debat menjelang pemilihan preside@019. Kenyataannya, APBN 2020 cuma

mencantumkan R triliun untuk DPKSementara, Dana Abadi Riset dan Dana Abadi
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C1io0.

Perguruan Tinggi masifmgasing mendapatkan RJ triliun. Tahun berikutnya, APBN
2021 hanya mencantumkan Rptriliun untuk DPK, masih jauh dari jumlah anggaran
yang dijanjikan. Masalah teak DPK tak hanya soal modal awal yang dipangkas.
Lembaga pengelolanya juga hingga kini pun belum terbentuk. Sejak 2019, Direktorat
Jenderal Kebudayaan Kemendikbud telah menginisiasi pembentukan Badan Layanan
Umum (BLU) pengelola DPK, namun masih buntarnieabelum direstui Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.

Berkaca dari ketiga masalah tersebut, dapat disimpulkan akar permasalahan
lambannya implementasi UU Pemajuan Kebudayaan adalah sengkarut birokrasi antar
kementerian. Selaintu, tingginya ego sektoral dan tarik ulur kepentingan antar
kementerian juga menjadi penghambat. Proses penyusunan peraturan dan
pembentukan lembaga dapat tik&éa terhenti hanya karena ada silang pendapat
antar-pejabat. Kesemrawutan ini memperlihatkagiama empat tahun UU Pemajuan
Kebudayaan berlaku, Presiden Joko Widodo belum mampu memajukan kebudayaan

yang ia sendiri sebut sebagai DNA bangsa Indonesia.

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan
KaryaRekam

Bagian menimbang UU No. 13 Tahun 2018 menyebutkan bahwa karya cetak
dan karya rekam merupakan hasil budaya bangsa yang memiliki peran penting
sebagai salah satu tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang
pendidikan, pengembangan Imu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan
penyebaran informasi, dan pelestarian kebudayaan nasional, serta merupakan alat
telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk
pembangunan dan kepentingan nasion8kehingga kya cetak dan karya rekam
harus dihimpun dan dikelola dengan baik oleh Negara sebagai koleksi nasional hasil
budaya bangsa.

Materi muatan UndangJndang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam berkaitan erat dengan UndatepngNomor 33

Tahun 2019 tentang Perfilman khususnya mengenai serah simpan Karya Rekam. Pasal
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1 UU Perfilman mendefinisikan kegiatan Perfilman sebagai penyelenggaraan
perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat non komersial.
Kemudian Pasal Buruf f menjelaskan bahwa salah satu kegiatan perfilman adalah
pengarsipan film. Pengaturan pengarsipan film diatur daRasal 38 darPasal 39

yang berbunyi:

(1) Pengarsipan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pengarsipan film atau
pelaku usaha pengagsn film.

(2) Pelaku kegiatan pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah, dan pemerintah daerah.

(3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk pusat
pengarsipan film Indonesia.

(4) Pelaku usahapengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan badan usaha Indonesia atau perseorangan warga negara
Indonesia.

(5) Pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat
dukungan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarsipan film sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan
Menteri.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 agtUU Perfilman, Pemerintah
mengeluarkan Permendikid 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film. Materi
muatan Permendikbud tersebut melahirkan pusat Pengarsipan Film Indonesia yang
bertugas melaksanakan kegiatan Pengarsipan H®engarsipan film dilakukan
pelaku usaha pembuatan Film dengan ketentuan pdéinga 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal terakhir film dipertunjukkan melalui bioskop atau paling lama 1 (satu)
tahun setelah pertama kali dipertunjukkan kepada masyarakat apabila film tidak
dipertunjukkan melalui bioskop. Kejadi film diserahkan seca sukarela kepada
pusat Pengarsipan Film untuk disimpan sebagai Arsip Film dan selanjutnya diserahkan
kepada Perpustakaan Nasional.

Dalam Undangindang Nomor 13 Tahun 2018, kegiatan pengelolaan Karya
Rekam (film) dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Barpustakaan Provinsi.
Produsen Karya Rekam diwajibkan untuk menyerahkan Karya Rekam (film) ke

Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi tempat domisili Produsen Karya

66



Rekam. Jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran
tertulis, pembekuan kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

Baik Permendikbud 41 Tahun 2019 maupun UU No. 13 Tahun 2018 keduanya
samasama mengatur penyerahan kejpidi Film. Sebaiknya UU mengatur mengenai
batasan terkait film yang akan dikelola oleh pusandarsipan Film dengan film yang
akan dikelola oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi agar tidak
terjadi perbedaan pemahaman di lapangan. Selain itu Perpusamiknya
melakukan sosialiasi kepada pelaku usaha mengenai serah simpan Karya Reka
mengingat adanya sanksi yang diberikan jika hal ini dilanggar.

UU 13 Tahun 2018 mengatur kewajiban untuk menyerahkan karya Cetak dan
Karya Rekam tidak hanya terhadap karya baru melainkan juga berlaku bagi karya yang
telah mengalami revisi sebagaimanatdiaoleh Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

. GYFNEIF Sil1 asSol 3ariayl yl RA Y1 édzlv?, LI R
RA LISNlzadl {lFFy blaAzylt RFEY tSNlJzadal {FF
Kemajuan media komunikasi dan perkembangan teknologi yang pesat
mempengaruhi terjadinya peralihan bentuk/media suatu Karya Cetak ke bentuk

digital. Penjelasan UmurRasal 4 menyebutkan edisi revisi yang diserahkan oleh
penerbit adalah perubahan bentuk fisik maupun isi Karya Cetak. Sedangkan banyak
terjadi alih bentuk/nedia suatu Karya Cetakenjadi bentuk digital. Maka itu perlu
adanya pengaturan terkait penyerahan Karya Cetak serta Karya Rg&am

mengalami peralihan bentuk/media ke bentuk digital.

C.11. UndangUndang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahémsan Penilikan Pilem
Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
UU Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada
Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sampai dengan saat ini masih
berlaku. Berdasarkan dina@ka perkembangan negara, diperlukan adanya revitalisasi
ekosistem perfilman Indonesia, yaitu perlu ada perubahan jika kita melihat
perkembangan fungsi perfilman saat ini. Dikarenakan masih adanya UU ini, maka

urusan perfilman masih dan selalu berada dalamsan kebudayaan, yaitu di bawah
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C.2.

kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Padahal di
sisi lain urusan perfilman bukan hanya terkait dengan kebudayaan, namun juga

terkait dengan unsur ekonomi, kesejahteraan dan lainnya.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur,
maka UndandJndang Sistem Pendidikan Nasional sudah tepat jenisnya sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam UmdglUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Peraturan Perundamglangan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undddogdang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Und&hgdlang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundardgndangan.

UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional tidak mengatur secara langsung
hal-hal yang berkenaan dengan perfilman. Perfilman merupakan bagian dari seni dan
budaya, dimana seni dan budaya merupakan kurikulum yang diwaijilpkala
pendidikan dasar dan menengah. Membicarakan perfilman secara kb
harus dimulai dari hal paling penting yakni insan perfilman (SDM). SDM yang baik
menjadi sebuah anak tangga pertama bila ingin menciptakan ekosistem perfilman
nasionalyang baik. Mewujudkan SDM perfilman yang berkualitas dilakukan dengan
pengembangan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan
sebagainya. Pemerintah sedang menyusun rencana induk perfilman nasional yang
diamanatkan oleh Undangndang Nomor33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
Rencana induk tersebut akan menjadi perencanaan kebijakan di bidang perfilman
nasional untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan. Untuk mewujukan SDM
perfilman yang berkualitas melalui pendidikan, maka direkomendasikam aga
UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional menjadi konsiderans dalam rencana
induk perfilman nasional tersebuDirekomendasikan agar Undabigndang Sistem

Pendidikan Nasional menjadi konsiderans dalam rencana induk perfilman nasional
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C.13. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur,
maka UndangJndang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daeah ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai
peraturan perundangindangan yang diatur pada Undabigdang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundédhglangan sebagaimana telah
diubah dengan Undangndang Nomor 15 Tahun 20X8ntang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan dan UndaAgndang Nomor 13 Tahun 2022 tentaRgrubahan Kedua
atas UndandJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
PerundangUndangan.

Terkait dengan Perfilman, Undatundang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah PdsatPemerintahan Daerah, bahwa UU
ini diantaranya mengatur mengenai Penerimaan Pajak yang Diarahkan serta Objek
Pajak. Pada pengaturan dalaimndangundang ini perlu diatur secara tegas pada
rumusan undangindang mengenai penerimaan pajak yang diarahkan penggunaanya

khususnya dalam kegiatan perfilman di daerah.

C.4. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undadgdang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait dengan Perfilman, Undatindang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan wujud
perlindungan terhadap pelaku usaha di bidang perfilman. Undamdang Laranga
Prakik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya mengatur mengenai
perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga hal ini dapat
menghindari adanya persaingan usaha tidak sehat dalam bidang perfilman.
Pasca berlakunydndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, masih terdapat praktik

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada industri Perfilman. Fenomena
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praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat palustri Perfilman dapat
RAAOINY G1lFy &Sol3IFA WFSy2YSyl 3Jdzydzy3 SaQ
relatif hanya sebagian kecil saja, tetapi sejatinya menyimpan begitu banyak persoalan
dan potensi persoalan di kedalamanny@otensi permasalahan yangda pada
industri perfilman adalah isu persaingan usalatusatunya perkara persaingan
usaha di industri film yang pernah ada di Indonesia yaitu perkara nomor: 05/KPPU
L/2002. Dugaan pelanggaratya bahwa grup 21 dianggap melakukan integrasi
vertikal kaena memiliki hak tunggal distribusi filHollywood(Century foxUniversa)
Warner Broy dan pendistribusiannya itu hanya dilakukan oleéiga anak
perusahaannya. Perkara ini muncul karena ketiga anak perusahaan itu dianggap tidak
mau menyebarluaskan filmay Perkara ini berujung adanya lapordari pelaku
usahafilm baru yang akan masuk ke dalam pasar bioskop di Makalsanun
produser film (film Hollywood) tersebut tidak memberikan izin penayangannya
karena telah ada agen tunggal penayangan di Indonbta&a ada Zdua)alternatif
pilihan, bahwa yang pertama tidak akan diberikan, yang kedua akan diberikan,
namun film menjadi sudah tidakp to date(film sudah tayang di bioskop, namun
baru diberikan ke pelaku usaha tersebut), yang terjadi selanjutnya lachaénjadi

susah untukmasuk ke pasafgrab markej. Untuk yang kedua ini maka film harus
dijual murah karena film tersebut sudah daluarbéenurut pelaku usah&lm baru

ini merupakanbentukintegrasi vertikal

C.15. UndangUndang Nomor Nomor 19ahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur,
maka UndangJndang Informasi dan Transasksi Elektronik ini sudah tepé&nya
sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundangangan yang diatur
pada UndangJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan sebagaimana telah diubah dengan Undandang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahatas UndangJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundatpdangan dan Undardndang Nomor 13
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Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undamdgng Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundddgdangan.

UndangUndang Inbrmasi dan Transaksi Elektronik secara spesifik memang
tidak mengatur secara khusus mengenai perfilman namun terdapat beberapa hal
yang perlu dicermati yaitu terkait dengan layan&@ver The TopgOTT) yang
merupakan media untuk mendistribusikan film. Terdaperagam layanan OTT di
Indonesia seperti Youtube, HOOQ), Iflix, Netflix, Viu, dan lain sebagainya.

Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan terkait dengan penyelenggaraan
OTT melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nom38/PUUXVII1/2020. Dalam
putusan tersebut pemohon meminta terkait definisi Unddogdang Penyiaran
dalam Pasal 1 angka 2 Undaddgdang Penyiaran untuk diubah dan/atau ditambah
LISYASNIAFYyyel dRShsddtay kedidiih dmenyeldarluaskan atau
mengalrkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh
masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat
LIS Y S NA Y Akah fetapNWagfkéindah Konstitusi menolak permohonan pemohon
dengan alasan diantaranya yaitu apahlifakukan perubahan terhadap pengertian
GFdz RSTAYAAA REFEEFY aYSGSydday ! Ydzyée YI |
keseluruhan substansi undamgdang dan akan menimbulkan ketidakpastian
hukum, serta layanan OTT pada prinsipnya memiliki karakter yargde dengan
penyelenggaraan penyiaran konvensional. Oleh sebab itu jika layanan OTT akan
masuk kedalam pengaturan UU ITE maka terdapat beberapa hal yang dicermati

A. Perizinan Berusaha

Konsep perizinan usaha bagi penyelenggara sistem layanan OTT khususnya
penyelenggara yang berasal dari luar negeri dipertimbangkan dalam bentuk badan
usaha tetap, bisa dalam bentuk kantor perwakilan, kantor cabang dan sebagainya.
Hal ini dilakukan agar memudahkan koordinasi antara pemerintahstiteholder
terkait. Serta tehadap penyelenggara sistem OTT lokal perlu dilakukan
pemberdayaan serta dukungan pengembangan usaha agar penyelenggara sistem
OTT lokal dapat bersaing dengan Penyelenggara sistem OTT luar negeri.

B. Subjek Hukum
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Dalam UndandgJndang Penyiaran disebutkanatlbwa penyelaggaraan
penyiaran dilakukan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta,
lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan dan sudah
diatur persyaratan serta kewajiban yang dilakukan serta perlu izin sebelum
melakukan penyiaran. Dalam layanan OTT, subjek hukum dapat berupa orang
perorang, badan usaha ataupun badan hukum karena dapat dengan mudah menjadi
penyedia konten layanan atau dapat menggunggah (mesigad konten dalam
layanan OTT. Hal ini perlu diatur hak darwégban para subjek hukum yang
melakukan penyediaan konten yang disebarkan agar sesuai dengan nilai dan budaya
bangsa.

C. Pengawasan dan Pengendalian

Konten yang berada dalam layanan OTT diakses melalui internet. Konten yang
disajikan dalam OTT pun sandsragam dan dapat berasal dari berbagi negara.
Pengawasan dan pengendalian menjadi hal yang penting untuk menjagailailai
budaya bangsa. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian OTT memerlukan
banyakstakeholdeiterkait serta lintas peraturan perurehgundanganHal ini perlu
diatur terkait dengan kewenangan dan kewajiban antara [géaiieholdeiserta pola
koordinasi yang dilakukan antara pemerintah/instansi, penyelenggara sistem dan

masyarakat.

C.16.UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang BendeBahasa, dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan
Salah satu yang diatur dalam Undddgdang Perfilman mengenai perjanjian

yaitu bahwa perjanjian harus dibuat dalam perjanjian tertulis. Unddndang
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan &agnblegara, Serta Lagu
Kebangsaan telah mengatur penggunaan baHadanesia dalam suatu perjanjian
yang melibatkan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Perjanjian tertulis
pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada paak pih
yang melakukan perjanjian khususnya apabila terjadi perbedaan penafsiran atas

perjanjian yang dibuat, akan tetapindangUndang Perfilmansaat ini belum

72



mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian,
khususnya bagperjanjian yang melibatkan pihak asing, oleh karena itu pengaturan
mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian tertulis di ranah
perfilman merupakan hal yang penting untuk diatur demi menjamin perlindungan
hukum para pihak.

Sedangkan berdaskan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, konsepsi ini merupakan
sesuatu yang sangat penting demi mewujudkan pengutamaan pelindungan bagi
kepentingan hukum (khususnya lembaga swasta atau peasgan warga negara)

Indonesia.

C.T .Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan
Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 202825

Peraturan Presiden No. 24 ahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan
Ekonomi Kreatif Nasional Tam 20182025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan pengembangan Ekonomi Kreatif
nasional. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) railkeusa
dalam 2 tahap yaitu tahap pertama yang dilaksanakan dalam periode tahun 2018
2019 dan tahap kedua dilaksanakan pada periode ZIZ5. Pelaksanaan Rindekraf
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabuaten/Kota. Untuk efisiensi dan efektivitas pengembangan Ekonomi
Kreatif nasional, perencanaan dilakukan bekerjasama dengan Lembaga yang
membidangi urusan ekonomi kreatif.

Permasalahan dalam Peraturan Presiden ini muncul dalam penilaian terkait
perubahan Nomenklatur dari Lembaga Non Kementerian yang membidangi urusan
ekonomi kreatif dan perkembangannya Lembaga tersebut berubah menjadi bagian
dari Kementerian Pariwisata darkdhomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif dan sudah tidak sesuainya Nomenklatur Lembaga pemangku kepentingan

dalam pelaksanaan kebijakan sebagai contoh Kementerian Riset, Teknologi, dan
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C.B.

Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaag sudah
bergabung dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Lembaga IImu Pengetahuan
Indonesia yang sudah melebur menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Permasalahan lain dari Reuran Presiden ini dalam penilaian dimensi efektivitas
pelaksanaan peraturan perundaigdangan bahwa dalam salah satu Pasal nya
Perpres ini mengamanatkan adanya Peraturan Pelaksana dalam bentuk peraturan
Menteri/Kepala Lembaga pemerintah non kementeritam peraturan daerah sesuai
kewenangan namun sejak tahun 2018 belum adanya peraturan pelaksana
penyelenggaraan Rindekraf. Secara umum Peraturan Presiden ini harus diubah
dengan menyesuaikan Nomenklatur terbaru agar relevan dengan situasi saat ini dan
kejelasan dalam penetuan pemangku kepentingan di setiap tahapan strategi Rencana

Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional.

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam konteks tata kelola Perfilman, Pemerintah Daefabbgrnur, Bupati
atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah) masingnasing diatur sebagai salah satu pelaku kegiatan pembuatan film,
jasa teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, apresiasi film, serta peipgars
film.

Dalam menjalankan berbagai peran ini, Pemerintah Daerah memiliki
kewajiban, tugas, dan wewenang masmgsing sebagaimana ketentuan Pasal 51
sampai dengan Pasal 56 UU Perfilman. Salah satu substansi krusial dalam UU
Perfilman terkait peran Pemigttah Daerah bagi industri Perfilman adalah keringanan
pajak daerah dan retribusi daerah tertentu untuk Perfilman yang diatur sebagai
wewenang PemerintaDaerah.

Adapun dalam Undangndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah diat (dua) hal penting terkait Perfilman, yakni: 1). tontonan

Film diatur sebagai salah satu Objek Pajak Hiburan sebagai bagian dari jasa
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penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran; dan 2). reklame Film
merupakan salah satu objek Pajak Reklame.

Dalam Bmpiran UndangJndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah terdapat pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren
antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dalam pembagian urusan
pemerintahan konkuren ini, Perfilman nasal secara eksplisit diatur sebagai salah
satu suburusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi domain Pemerintah
Pusat, tetapi apabila dikaitkan pula dengan Perfilman dalam perspektif ekonomi
kreatif dan/atau kekayaan intelektual, hal ini juga dagiklasifikasikan sebagai salah
satu suburusan pemerintahan bidang pariwisata yang dibagi secara proporsional
sebagai domain Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya
menarik untuk dikaji secara lebih mendalam karena dalam pnayaikjuga
menimbulkan kegamangan dan tidak jarang justru menjadi persoalan yang sering

dikeluhkan oleh ekosistem (industri) Perfilman.

C19. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidik Vokasi dan
Pelatihan Vokasi

Peraturan Presiden ini merupakan perluasan dari Instruksi Presiden Nomor 9
tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya
Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, yang tidak hanya berlaku untuk SMK, namun
berlaku juga untuk sa@n pendidikan vokasi dari unsur Perguruan Tinggi
Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Lembaga Pelatihan Vokasi.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Perpres 68/2022 tersebut, pemerintah akan
membentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dengan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
sebagai Ketua. Selain itu, pemerintah juga akan menyusun Strategi Nasional
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang saat ini masih dalam proses
pembahasan.

Peraturan Preagen ini dibuat dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan vokasi

dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang
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kompeten dan dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha. Dengan adanya
Peraturan Presiden ini diharapkan akadasupply SDM untuk industri perfilman
yang berasal dari pelatihan vokasi dan juga diminta agar pendidik vokasi dan
pelatihan vokasi memperhatikan pendidikan film.

Perpres ini diharapkan untuk dimasukan sebagai salah satu konsideran Rencana

Induk Perfiman.

C20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi
Tinggi untuk Cakram OptikQptical Disk

Bahwa Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai delegasi atas ketentuan
Pasal 28 Undangndang Nomor 19 Tahun 20@ntang Hak Cipta. Latar belakang
dibentuknya Peraturan Pemerintah ini untuk mencegah beredarnya Cakram Optik
illegal yang merugikan Pemegang Hak Cipta, serta menghindari persaingan yang tidak
sehat dalam perdagangan Cakram Optik dalam negeri.

Apabila dihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur,
maka Peraturan Pemerintah ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan
mengenai peraturan perundaagndangan yang diatur pada Undablgdang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeratuRerundangJndangan sebagaimana
telah diubah dengan Undaddndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan dan UndaAgndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas UndangJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan.

Bentuk penyimpanan film bisa bermacamacam, salah satunya dengan
Cakram Optik. Cakram OptilOgtical Disg adalah segala macam media rekam
berbentuk cakram yandapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik,
film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian
(scanning secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti
laser. Pengaturan Cakram Optik tdiadalam PP 29/2004. PP ini merujuk pada UU
Hak Cipta yang lama yaitu UU Nomor 19 Tahun 2002.
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Keberadaan cakram optik dalam kaitannya sebagai media penyimpanan film
sudah mulai ditinggalkan. Masyarakat saat ini cenderung menonton film melalui
mediastreaming seperti Netflix, Disney+«atchplaydan sejenisnya. Sudah tidak lagi
membeli satu per satu dvd film. Menonton film melalui medteeamingtersebut
bisa dilakukan dimana saja, berbeda ketika menonton film menggunakan dvd yang
K NHza & RdzR dz]ah. Belafhiitd medi&treandizytersebut menawarkan
harga yang murah, karena sekali berlangganan dalam setiap bulan kita dapat
menonton banyak film karena pilihan film yang ditawarkan berjumlah ratusan.
Sehingga hal tersebut dapat memanjakan para penikitmat f

PP mengenai cakram optik ini tetap masih dapat digunakan, namun isi dalam
PPini yaitu cakram optik dalam kaitannya sebagai media penyimpanan khususnya

film sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

C21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahu2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak
Cipta Lagu dan/atau Musik

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur,
maka Peraturan Pemerintah ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan
mengenai peraturan perundaagndangan yangdiatur pada Undandg/ndang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundéamiangan sebagaimana
telah diubah dengan Undarddndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pargnda
Undangan dan UndaAgndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas UndangJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan.

Dalam PP ini memang tidak ada kata yang menyebutkan tentang
film/perfilman, namun film dengatagu dan/atau musik tidak dapat dipisahkan. Lagu
dan musik dalam film dapat membuat film yang ditonton menjadi
berwarna/berkarakter sesuai dengan keinginan sutradara film. Begitu pentingnya
faktor lagu dan/atau musik dalam film, tentu pembuat lagu daniktersebut harus

diapresiasi yang salah satunya dengan royalti. Dalam PP ini mengamanatkan untuk
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dibentuknya Pusat Data Lagu dan/atau Musik dan Sistem Informasi Lagu dan/atau
Musik (SILM. Tentu hal tersebut sangatlah baik bagi para musisi karena setrgp k
yang dicatatkan dalam pencatatan Hak Cipta nantinya akan masuk ke dalam database
Pusat Data dan/atau Lagu yang mana dari database tersebut akan digunakan
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mendistribusikan royalti

kepada pencipta lagu d#@atau musik melalui SILM.

C22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

KaryaCetak dan Karya Rekam merupakan tolok ukur kemajuan bangsa. Oleh
karena ituPemerintah hadir memberi payung hukum agar Karya Cipta dan Karya
Rekam bisa dihimpun dan dikelola dengan baik. Payung hukum Karya Cetak dan Karya
Rekam yang berlaku saat ini yaitu Undamglang Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Serah Simpan Karya Cipta dan KdRgkam dan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undarang Nomor 13 Tahun 2019
tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. PP Nomor 55 tahun 2021
mengatur mengenai pelaksanaan Penyerahan Karya Cetak dan Karym, Reka
Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Peran Serta
Masyarakat, Pemberian Penghargaan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

Pasal 5 PP No. 51 Tahun 2021 mengatur bahwa Karya cetak dan Karya Rekam
yang telah diserahkan kepad2erpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi
menjadi barang milik negara atau barang milik daerah tetapi Hak Cipta atas Karya
Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan tidak berubah kepemilikannya sesuai
dengan ketentuan perundangndangan. Berdasarkdmal tersebut maka setelah
diserahkan suatu Karya Cetak dan Karya Rekam akan beralih status kepemilikannya
semula milik penerbit atau produsen karya rekam menjadi barang milik negara atau
barang milik daerah.

Menurut pasal 7 PP 51 Tahun 2021, salah sategiai Karya Rekam yang wajib
RA&GSNI K{FYy @FAldz CAfY RAIAGFE D YINBI NB{
flrAayyelréo 1asSid &ly3a GSN¥I&adzl RFEEFY (1t a
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perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenianidalyaan/olahraga,
hewan, ikan, dan tanaman.

Dalam upaya agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai barang milik negara
atau barang milik daerah, maka perlu dihitung besaran nilai aset atas suatu karya
rekam digital. Namun saat ini belum ada pedoman untukitae aset karya rekam
digital agar diketahui secara pasti jumlah kekayaan atau aset negara dalam bentuk
koleksi digital hasil pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 ini. Terhadap karya rekam
digital yang diserahkan ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaanspioal ini
tentunya menjadi tantangan. Diperlukan SDM yang memadai disertai dukungan
sarana dan prasarana yang menunjgeggelolaarfiim digital sebagai koleksi yang

dilestarikan oleh Perpustakaan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201entang Lembaga Sensor Film

Dalam PP ini mengatur mengenai tugas dan wewenang LSF dalam menjalankan
tugasnya. LSF dibentuk untuk melakukan penyensoran film dan reklame film. Dalam
Pasal 7 PP ini menyebutkan salah satu fungsi LSF adalah untuk melindsyeyiakat
dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peradaban, pertunjukan dan
atau penayangan film dan reklame film yang tidak sesuai dengan dasar dan tujuan
perfilman Indonesia. Hal ini merupakan salah satu mata rantai dalam sistem
pembinaan pefifman di Indonesia.

LSF adalah lembaga non stuktural atau independen yang terdiri dari 17 anggota,
12 unsur dari masyarakat dan 5 dari pemerintah yang bertugas untuk mengawasi film
baik dari dalam maupun luar negeri yang akan tayang di Indonesia. Dap Slatia
ataupun iklan harus terlebih dahulu mempunyai surat tanda lulus sensor, kecuali
pemberitaan (faktual) dan acara langsutigd). Jadi, tidak hanya film saja yang di
tangani oleh LSF dan itu ada di Tupoksi dari LSF yang bernaung dalam Umdizmg)
33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
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C.2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Jenis dan hierarki Peraturan Perundanglangan telah ditentukan dalam
Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.TEhun 2011. Hierarki peraturan perundamgdangan
adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundangangan yang didasarkan
pada asas hukum bahwa peraturan perundamglangan yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundamgdangan yang lebih tinggi. Oleh
karena itu, kekuatan hukum suatu peraturan perundamglangan adalah sesuai
dengan hierarkinya sebagaimana ditentukan dalam dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8.

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan ysatgr,
maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah memiliki ketepatan jenis
peraturan perundangindangan, namun masih ada ayat dalam pasal yang memiliki
ketidakpastian hkum.

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya
disebut UndangJndang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan
Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode
standar berdasarkan tgkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis
Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. MelalNo BPTahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pelaksanaan penerbitan
Perizinan Berusaha dapat lebih efiéktan sederhana karena tidak seluruh kegiatan
usaha wajib memiliki 1zinDisamping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan
Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang
harus dilakukan Pengawasan.

Kemudian di dalam PP N&/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko ini disebutkan, bahwa perfilman berisiko rendah sehingga
tidak perlu ada izin usaha Perfilman namun cukup dengan NIB saja. NIB dikeluarkan
melalui lamanOnline Single Submissi¢®SS) Berbas Risiko. Perizinan Perfilman
(UMKU) atau izin penunjang/operasional. Setiap pelaku usaha perfiilman dalam

membuat film harus membuat antara lain:
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w Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (d&amendikbudl

w Surat Rekomendasi Impor Film (ddemendikbugl

w lzin Penggunaan Lokasi dan Penggunaan Isan Perfiiman Asing (dari
Kemendikbudl

w Surat Tanda LuéSensor (STLS) (dari LSF)

C.5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan

C.%.

Penyiaran

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 20Rhtang Pos, Telekomunikasi, dan
Penyiaran merupakan pengaturan yang diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan
pos, penyelenggaraan telekomunikasi, penggunaan spektrum frekuensi dad
penyelenggaraan penyiaran. Permasalahan dalam Peraturan Pemerintah ini terkait
dengan dimensi efektivitas pelaksanaan PUU dalam beberapa pasal menyebutkan
terkait pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal
melaksanakan kegiatan pgelenggaraan telekomunikasi, penetapan tarif
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dan penggunaan
spektrum frekuensi radio diamanatkan untuk mendasarkan kegiatan pada prinsip
persaingan usaha yang sehat, namun PP ini tidak mekareperan kepada KPPU
dalam proses kerja sama dan memberikan rekomendasi terkait timbulnya persaingan
usaha tidak sehat.

Perlunya rumusan tegas terkait pengawasan atas pelaksanaan prinsip usaha
sehat yang diatur dalam PP ini setelah mendapat pertimbaniganLembaga yang
menyelenggarakan terkait persaingan usaha (KPPU) dan kurangnya koordinasi antar
Lembaga akan menimbulkan potensi kurang efektifnya pelaksanaan-press)l

tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentaRgnggunaan Tenaga Kerja
Asing
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 ini merupakan amanat (delegatif)

dari Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Unddndgang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
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Cipta Kerja mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Oleh karena itu dimila
kewenangan dan materi muatan yang diatur maka PP ini sudah tepat jenisnya dengan
ketentuan peraturan perundargndangan yang diatur pada Undabigidang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundiamiangan sebagaimana
telah diubah ter&hir dengan Undangyndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undabgdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangndangan.

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan
kemitraan, oleh karena itsebagaimana diterapkan dalam Undddgdang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undandang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bahwa pembangunan ketenagakerjaan
bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja plmyediaan tenaga
kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan
penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraannya. Dengan
diundangkannya UU Cipta Kerja, melalui UU tersebut, Pemerintah memberi
kemudahan bagnvestor atau pelaku industri yang memang membutuhkan Tenaga
Kerja Asing (TKA) untuk sektor tertentu dalam rangka percepatan investasi. Di Sisi
lain, pertimbangan dikeluarkannya UU ini adalah antara lain untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang sejahteradil dan makmur sebagai upaya untuk
memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan serta diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang
seluasluasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan
globalisasi ekonomi.

Dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 menyebutkan bahwa tenaga kerja
pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA
dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih
teknologi dan ah keahlian. Yang mana pemberi kerja wajib melakukan penunjukan
tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang
dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dan juga wajib melaksanakan

pendidikan serta pelatihan kerja bagenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan
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kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. Apabila perjanjian kerja antara TKA
dengan pemberi kerja telah selesai maka pemberi kerja wajib memulangkan TKA ke
negara asalnya.

Dalam menggunakan TKA, UU Cipta Kergmsyaratkan pemberi kerja TKA
untuk mendapatkan izin tertulis dari Menteri (Menteri Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi) atau pejabat yang ditunjuk. Untuk mempekerjakan TKA, pemberi kerja
TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing selapgrioia
singkat RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja
yang akan menggunakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat
yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perseorang dilarang memperkerjakan TKA
sebaganana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja dan bila melanggar
ketentuan penggunaan TKA yang diatur dalam UU Cipta Kerja maka akan dikenakan
sanksi pidana. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan
Rencana Penggunaaffenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin
Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan
retribusi. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, di mana situasi dan
kondisi Indonesia masih belum dapat menciptak@grangan kerja bagi sebagian dari
pencari kerja. Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar
pengguna tenaga Kkerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka
pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal. Oleh karena itu di dalam
memperkerjakan TKA, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat,
terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan yang mempergunakan tenaga
kerja asing bekerja di wilayah Indonesia dengan membuat rencana penggunaan
tenaga kerja asing (RPTKAng sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif
Salah satu dukungan Pemerintdtepada pelaku ekonomi kreatif yaitu
memberikan kemudahan sumber pembiayaan melalui skema pembiayaan berbasis

Kekayaan Intelektual dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.
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Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank menggunakaaikekay
Intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk Jaminan Fidusia atas Kekayaan
Intelektual, Kontrak dalam kegiatan ekonomi Kreatif dan/atau Hak tagih dalam
kegiatan Ekonomi Kreatif. Skema pembiayaan yang diberikan kepada pelaku ekonomi
kreatif ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Peraturan Pelaksana Undakgpndang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif.

Menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, film
merupakan karya sinematografi yang dilindutak Ciptanya. Hak tersebut juga
dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang diatur berdasarkan peraturan
perundangundangan. Namun sampai saat ini belum ada regulasi khusus yang
mengatur mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Selainalamd
prakteknya masih terkendala sulitnya penilaian terhadap sertifikat yang masih belum
dimengerti oleh lembaga keuangan sehingga belum semua lembaga keuangan bank
dan non bank dapat menerima Hak Cipta sebagai jaminan. Film merupakan salah satu
subsektorekonomi kreatif yang kebutuhan modalnya cukup besar. PP No. 24 Tahun
2022 yang dibentuk dalam konteks ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi upaya
Pemerintah untuk mendorong pegiat film dalam memperoleh bantuan pinjaman
modal kerja dari lembaga keuangdrank dan Lembaga Keuangan Non Bank.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
diundangkan yaitu pada tanggal 12 Juli 2023.

Menurut Pasal 10 PP 24 Tahun 2022, Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan
sebagai objek jamimautang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau
terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Hukum dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham (DJKI).
Salah satu bagian dari Kekayaan lkektalal yaitu Hak Cipta dan Hak Terkait
merupakan hak yang tidak tercatat. Berdasarkan UU Hak Cipta, pencatatan hanya
dilakukan terhadap Ciptaan dan Produk Hak Terkait yang diajukan oleh Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait atau Kuasany&igtkan yang tercatat

dijadikan sebagai jaminan belum tentu DJKI mengetahui siapa pemegang Hak Cipta
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karena Pemegangnya Hak Cipta belum tentu Pencipta. Demikian juga Pemegang Hak
Terkait juga belum tentu pelaku pertunjukan/produser fonogram, atau lembaga
penyiaran. Bisa jadi pihak lain karena sudah dialihkan melalui perjanjian tanpa
diketahui (Bpk Yu Un OppusungBapat terkait Pewarisan atas Kebendaan dan Hak
haknya di Indonesia).

Diperlukan kehathatian dalam penerapan pasal terhadap Kekayaan Intektual
dalam hal ini Ciptaan/Produk Hak Terkait yang tercatat sebagai objek jaminan utang.
Permasalahan selanjutnya dalam Pasal 12 terkait Penilaian Kekayaan Intelektual
dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan/atau panel penilaian. Panel penilai
terdiri dari sekelompok orang yang ditunjuk oleh lembaga keuangan. Namun pasal ini
belum menjelaskan lembaga keuangan mana yang dimaksud untuk menunjuk panel

penilai tersebut apakah Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank.

C.38B. PeraturanPemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis
yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa
Saat ini di Indonesia pengaturan mengenai kewajiban Penyedia Jasa yang
bergerak di bidang Perdagangan Jasa didukung oleh Tenaga Teknis yang Kompeten
diatur di banyak Instansi. Peraturan yang memayungi seluruh jenis Jasa bidang
Perdagangan khususnya terkait kewajiban tersebut dan pengenaan sanksi bagi
Penyedia Jasa yang tidak memiliki Tenaga Teknis yang Kompeten telah diatur dalam
Pasal 20 ayat (3) Undaitindang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang
mengamanatkan untuk diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Untuk itulah kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah ini sebagai delegasi atas
ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undadgdang Nomor 7 dhun 2014 tentang
Perdagangan tersebut.
Melalui Peraturan Presiden ini diharapkan dapat mendorong testagaga
teknis yang berkompeten dan bersertifikasi khususnya dalam bidang perfilman. Lalu
kemudian pula usahasaha perfilman di daerah juga akan bisakembang (akan
ada insentif, namun ada jugaward and punishmeit Bila pelaku usaha perfilman

tersebut tidak menggunakan tenaga kerja tersertifikasi sesuai PP, maka izin usahanya
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akan dicabut. Namun apabila sudah menggunakan menggunakan tenaga kerja
tersertifikasi sesuai PP, maka ia akan mendapat insentif pengurangan pajak sampai
dengan 300% (tiga ratus persety)

Persoalan lainnya pada industri perfilman ini adalah bawah ada terdapat 20
(dua puluh) program studi perfilman di Perguruan Tinggi daf@a puluh satu) SMK
jurusan film, yang penyalurannya susah sekali. Mereka yang telah lulus dari sekolah
film pun tidak bisa langsung diterima di industri film, karena mereka tidak
mempunyai tempat magang. Melalui PP ini maka diharapkan akan diberiifnsent

oleh setiap perusahaan untuk dapat menerima siswa / mahasiswa magjang

C29. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor
Dalam rangka meningkatkan daya saing #aalitas pasar industri pariwisata
sektor pariwisata perlu diatur dengan suatu regulasi agar dapat memberikan
kepastian hukum tidak hanya kepada para pelaku usaha pariwisata tetapi juga
kepada masyarakat yang menikmati usaha pariwisata. Salah satu nugkgplidalam
Peraturan Menteri ini yaitu mengatur tentang sertifikat dan sertifikasi Usaha Jasa
Impresariat/Promotor. UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan mengatur setiap usaha pariwisata wajib untuk memiliki Sertifikat
Usaha Pariwisatg&ebagai parameter telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata
dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.
Pasal 11 ayat 1 Permenparekraf 26 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam hal
Usaha Jasa Impresariat/Promotor tidak memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha
Jas Impresariat/Promotor yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Jasa
Impresariat/Promotor yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib
memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan. Dalam ayadisebutkan bahwa jika dilanggar maka Sertifikat

Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata menjadi

57 Gunawan Paggariketua Bada®erfilman Indonesia (BPDisampaikan pada rapat Pokjaalisis dan
BvaluasiHukum Perfilmananggal29 Agustus 2022 di BPHN.
%8 |bid
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tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri
sebagai Usaha Jasa Impresariat/Promotor.

Kewajiban terhadap pemenuhan sertifikasi sepertinya belum diikuti dengan
penerapan sanksi yang tegas karena berdasarkan Pasal 16 Pengusaha Pariwisata yang
tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 11 tersebut dapat
dikenakan sanksi administraberupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan Usaha
Jasa Impresariat/Promotor, pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata. Berdasarkan hal tersebut penerapan sanksi administrasi yang diatur oleh
Pasal 11 ayat 2 dikaitkan dengan Pasal 16 bekoara tegas mengatur apakah sanksi
sebagaimana diatur Pasal 11 ayat 2 tersebut pasti dikenakan jika terjadi suatu
LISt Fy33AFNry 2t SK tSy3dzal K tFNARgAalF GF Gl

C30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 TaBQf9 tentang Tata
Edar Pertunjukan Ekspor dan Impor Film

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur,
maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah tepat jenisnya sesuai
dengan ketentuan mengenai peraturan peramdrundangan yang diatur pada
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undamgang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undatpdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundanindangan dan UndaAgndang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undamgang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundddgdangan.

Dalam permendikbud ini terdapat pasal yang mengatur mengenai Menteri yang
wajib mengumumkan jumlah penonton dari sebuah film. Namun yang dirasakan
selama ini bahwa kita mendapat informasi jumlah penonton film itu dari Sutradara,
Aktor/Aktris, Sineas maupun di berita, bukan dari Menteri. Hal tersebut tentunya
tidak sejalan dengangsal 18 ayat (1) Permendikbud Nomor 34/2019 yang berbunyi
GaSYGSNR gl 2A0 YSy3Idzydzylilty (1SLIRIF Yl aet
ASUGALFL) 2dzRdzf CAfY @ly3 RALISNIUdzyadzilly RA
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dilakukan melalui laman website dan media sbskementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi tidak ditemukan informasi mengenai pengumuman
jumlah penonton film. Sehingga dapat dikatakan bahwa pasal 18 ayat 1

Permendikbud Nomor 34/2019 belum berjalan secara efektif.

C31. PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2017 tentang
Pendaftaran Usaha dan Permohonan Izin Usaha Perfilman

UU Cipta Kerja setidaknya mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 14 UU
Perfilman, seperti:

a. Perubahan nomenklatur dari sebelumnya izisaba menjadi Perizinan
Berusaha.

b. Perizinan Berusaha dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Ini bermakna bahwa
bupati atau walikota tidak punya kewenangan untuk memberikan izin bagi
setiap usaha penjualan dan/atau penyewaan film dan/atau usaha
pertunjukan fim sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang lama.

c. Ketentuan Perizinan Berusaha lebih lanjut diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Amanat untuk membentuk Peraturan Pemerintah mengenai Perizinan
Berusaha tersebut telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Bentah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selanjutnya Pasal 6 PP No. 5 Tahun 2021 tersebut mengamanatkan agar
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha
berbasis Risiko, dimana ahl satunya adalah sektor pendidikan dan kebudayaan.
Selanjutnya Pasal 135 ayat (1) menyebutkan bahwa perizinan berusaha subsektor
meliputi kegiatan usaha perfilman. Namun berdasarkan penelusuran, belum ada
Permendikbud yang mengatur Perizinan BerusahailPenfi berbasis Risiko. Perlu
konfirmasi apakah sudah ada.

Namun ditemukan Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media NOMOR :
0866/F3/0T.01.02/2022 Tentang Standar Pelayanan Pada Direktorat Perfilman,
Musik, Dan Media Kementerian Pendidikan, Kebudayd®ieet Dan Teknologi.
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Keputusan ini tidak menjadikan PP No. 51 Tahun 2021 sebagai bagian dari konsideran
menimbang, tetapi hanya menjadikannya sebagai dasar hukum mengingat.
Keputusan ini memuat standar pelayanan Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film
(TPPF)Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF), Surat Keterangan Pencatatan Film
(SKPF), Surat Pengunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing, dan
Permintaan dan/ atau Peminjaman Materi Film. Keputusan ini cukup lengkap
mengatur mulai dari persyaratgpelayanan, prosedur, jangka waktu penyelesaian,
biaya/tarif, produk pelayanan, dan tata cara pengaduan, saran, dan masukan. Perlu
konfirmasi, apakah Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti PP 5 Tahun
20217 Artinya apakah Permendikbud No. 39 Tahuty26asih menjadi acuan?
Sementara Pasal 565 Ketentuan Penutup Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
menentukan bahwa peraturan perundamgdangan yang mengatur pelayanan
Perizinan Berusaha dinyatan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
PP tersebut atau tidak diatur secara khusus dalam PP tersebut. Ini berarti bahwa

Permendikbud No. 39 Tahun 2017 masih punya peluang menjadi berlaku.

C32. PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 ini

merupakan amanat dari Pasal 10 ayat (B)JdangUndang Nomor 33 Tahun 2019
tentang Perfilman mengenai pengaturan kewajiban mengutamakan film Indonesia
dan penggunaaan sumber daya dalam negeri. Oleh karena itu dinilai dari kewenangan
dan materi muatan yang diatur maka Permendikbud ini sudah tgpeénya dengan
ketentuan peraturan perundargndangan yang diatur pada Undabigndang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundéamgangan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undatgndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua as UndangJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundangndangan.
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Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengutamaan film Indonesia dan
pengutamaan penggunaan sumber daya dalam negeri. Pengutamaan insan
perfilman dalam negeri, jasaperalatan, dan fasilitas dilakukan dengan cara
menggunakan jasa pelayanan pembuatan film, peralatan produksi dan fasilitas jasa
teknis yang berada di Indonesia. Pengutamaan sumber daya dalam negeri berupa
optimalisasi kekayaan budaya daerah dilakukan dengcara menampilkan
lingkungan budaya di Indonesia dan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia
atau bahasa daerah di Indonesia.

Dari pengaturan tersebut terdapat beberapa hasil analisis dan evaluasi terkait
beberapa rekomendasi, yaitu:

a. Pasal 7: definisinsan Perfilman yang perlu diselaraskan dengan yang
dimaksud pada Pasal 1 angka 6 dan terkait Lembaga yang dapat
mengeluarkan sertifikat kompetensi direkomendasikan untuk dikeluarkan
oleh 1 (satu) lembaga saja.

b. Pasal 8: pengaturan ini perlu diterapkaan diimplementasikan dengan baik
dan benar sehingga insan perfilman yang bekerja pada usaha perfilman telah
memenuhi persyaratan dan tersertifikasi.

c. Pasal 9: Perlu dilakukan pemeriksaan yang ketat dan pengawasan /
pendampingan dalam implementasi dplngan terhadap insan perfilman
asing (tenaga kerja asing).

d. Pasal 12: Efektifitas praktek pelaksanaan perjanjian kerja sama.

C.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Izin
Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indaaesieh Pihak Asing
Jika dinilai dari kewenangan dan materi muatan yang diatur maka
Permendikbud ini sudah tepat jenisnya dengan ketentuan peraturan peruadang
undangan yang diatur pada Undablpdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturan Perundantyndangan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UndangJndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
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Undangan. Namun dampak perubahan oleh UU CiptgaKerhadap Pasal 22 UU
Perfilman mengakibatkan jenis peraturan perundamglangan yang mengatur
mengenai izin pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di
Indonesia diamanatkan diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (sampai saat ini

belumdibentuk).

C.31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pengarsipan Film

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Pengarsipan Film dibentuk atas dasar amanat dari Pasal 38 ayat (6) tintkargy
Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Substansi dari Peraturan Menteri ini terdiri
dari:

1. Pelaku Pengarsipan Film

2. Materi Pengarsipan Film

3. Mekanisme Pengarsipan Film oleh Pusat Pengarsipan Film Indonesia

4. Dukungan Pengarsipan.

Berdasarkan malisis dan evaluasi dengan berpedoman pada Pedoman 6
Dimensi, ditemukan beberapa permasalahan yang selanjutnya dijelaskan di bawah
ini.

A. Permasalahan terkait Kejelasan Rumusan

Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:

Pusat Pengarsipan Film Indonesi@laksanakan kegiatan pengarsipan untuk
Film berjenis fiksi, dokumenter, dan potongan rekaman gambar dokumentasi dengan
batasan sebagai berikut:

a. Film yang diproduksi oleh pelaku kegiatan dan pelaku usaha perfilman

Indonesia;

b. Film yang keseluruhan atssebagian isinya bercerita tentang Indonesia;
c. Film yang keseluruhan atau sebagian isinya bercerita tentang Indonesia pra
kemerdekaan;

d. Film yang diproduksi di wilayah Indonesia; dan/atau
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e. Film yang diproduksi di wilayah Indonesia pra kemerdekaan.

Rumusan pasal di atas berpotensi menimbulkan ambiguitas. Batasan yang
dirumuskan berupa tabulasi kumulatif alternatif ditunjukkan dengan frasa
GRIYkF Ol dzQx &Fy3 FNIAye&l oFdFaly GSNBRSG
semuanya. Masalahnya adalah pada huaufFilm yang diproduksi oleh pelaku
kegiatan dan pelaku usaha perfilman Indonesia. Seolah ketika sebuah film sudah
memenuhi syarat ini, maka film tersebut menjadi objek pengarsipan dari Pusat
Pengarsipan Film Indonesia. Padahal, film yang diprodigtsipelaku kegiatan atau
pelaku usaha perfilman Indonesia belum tentu menjadi objek pengarsipan. (perlu
konfirmasi apakah benar bahwa film yang diarsipkan adalah film Indonesia yang
memenuhi ketentuan huruf b, ¢, d, dan/atau e saja. Apakah film Indonas@tydak
memenuhi ketentuan tersebut juga perlu diarsipkan, misalnya film Pengabdi Setan,
Pocong 2, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan sebagainya). Kemudian, misalnya
sebuah film sudah memenuhi batasan huruf d (diproduksi di wilayah Indonesia) atau
huruf e (diproduksi di wilayah Indonesia pra kemerdekaan), film tersebut belum
tentu menjadi objek pengarsipan Pusat Pengarsipan Film Indonesia. (perlu
konfirmasi)

Berdasarkan analisis di atas, direkomendasikan agar dilakukan perubahan
terhadap Pasal 3, setgga menjadi:

Pasal 3A

Pusat Pengarsipan Film Indonesia melaksanakan kegiatan pengarsipan untuk

Film yang diproduksi oleh pelaku kegiatan dan pelaku usaha perfilman

Indonesia Dberjenis fiksi, dokumenter, dan potongan rekaman gambar

dokumentasi dengan batasasebagai berikut:

a. Filmyang keseluruhan atau sebagian isinya bercerita tentang Indonesia;
dan/atau
b. Film yang keseluruhan atau sebagian isinya bercerita tentang Indonesia

pra kemerdekaan;
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Pasal 3B

Film sebagaimana dimaksud Pasal 3A diproduksi ldiyal Indonesia pasca

kemerdekaan dan/atau wilayah Indonesia pra kemerdekaan.

B. Permasalahan terkait Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang
undangan

Pembentukan pusat Pengarsipan Film Indonesia merupakan perintah UU No.
33 Tahun 2009 tentang Perfilmgyang kembali disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4)
Permendikbud No. 41 Tahun 2019 tentang Pengarsipan Film. Selanjutnya pada ayat
(5) menyebutkan bahwa Pusat Pengarsipan Film Indonesia melekat pada fungsi unit
yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengergban perfilman dan
bertanggungjawab kepada Menteri.

Pada struktur organisasi Kemendikbudristek tidak terdapat sebuah pusat
pengarsipan film ataupun unit lainnya yang secara khusus menyelenggarakan fungsi
pengarsipan film sebagaimana diamanatkan UU Perfiim&adahal sebelumnya
pernah terdapat sebuah unit eselon IV bernama Subbidang Pengarsipan Film pada
Bidang Apresiasi, Tenaga Perfilman, dan Arsip Film Pusat Pengembangan Perfilman.
Namun pada perkembangannya, terjadi perubahan struktur organisasi yang
menghapus unit tersebut.

Sampai dengan evaluasi ini dibuat, belum terbentuk Pusat Pengarsipan Film
Indonesia sebagaimana amanat UU Perfilman pada 13 tahun yang lalu. Dalam
praktiknya, kegiatan pengarsipan film dilakukan oleh beberapa lempeawperintah
dan tidak terpusat pada satu lembaga pengarsipan film, misalnya ANRI, Perpustakaan
Nasional, dan Perpustakaan Daerah.

Demi terselenggaranya pengarsipan film yang efektif, maka direkomendasikan

untuk membentuk Pusat Pengarsipan Film Indonesia.
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C35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019
tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan
Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria
Penyersoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari
Peredaran dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 37, dan
Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga
Sensor FilmPeraturan Ment& ini memuat beberapa ketentuan, yaitu terkait
pedoman dan kriteria penyensoran, penggolongan usia penonton, mekanisme
penyensoran, dan penarikan film dan iklan film dari peredaran.
Berdasarkan analisis, tidak ditemukan permasalahan norma pada Peraturan
Menteri ini. Persoalannya ada pada tataran implementasi, dimana penyensoran
hanya menyentuh film yang dipublikasi melalui media televisi dan bioskop.
Penyensoran belum menyentuh film yang dipublikasi melalui media streaming
online, misalnya Netflixdan Yodd®o S® / 2y 2Ky &l FAfY &Fy3a o8
DNBe¢ &ly3a GARIF] fdzdza aSyaz2N) Ry UGARLF |
karena memuat konten pornografi. Akan tetapi, film ini bisa ditonton oleh siapa saja
di Netflix dengan akses yang sangat mudah
Dalam Peraturan Menteri ini disebutkan bahwa Sensor Film adalah penelitian,
penilaian, dan penentuan kelayakan Film dan Iklan Film untuk dipertunjukkan kepada
khalayak umum. Dengan definisi ini, seharusnya penyensoran film bisa juga
menyentuh mediamedia streaming tersebut. Pada media publikasi streaming; fim
film yang tidak sesuai dengan kaidiehidah sebagaimana dimaksud dalam UU
Perfilman sangat mudah diakses. Media publikasi film streaming harus dilakukan
penyensoran sebagai langkah menerapkan ppinggmberikan perlindungan kepada
masyarakat dari pengaruh negatif Film dan lklan Film sebagaimana dimaksud UU

Perfilman dan Peraturan Menteri ini.

94



C.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata
Cara PengenaaBanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor
Kebudayaan
Bahwa dari diktum Menimbang, peraturan menteri ini dibentuk sebagai
delegasi atas ketentuan Pasal 455 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan rRean Berusaha Berbasis Risiko. Namun bila
dilihat dari keseluruhan isi pasal, Permendikbud ini juga secara tersirat juga dapat
menjadi peraturan pelaksana dari Pasal 8 ayat (3) UU Perfilman khususnya dalam hal
perizinan berusaha. Peraturan menteri ierdiri dari 24 pasal yang terbagi dalam 5
bab yakni:
1. Bab | : Ketentuan Umum
Bab Il : Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan
Bab Ill: Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Bab IV: Banding Administratif

a kb w0 N

Bab V : Ketentuan Penutp

C.%. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan 1zin Operasional Serta Evaluasi Lembaga
Manajemen Kolektif
Bahwa peraturan menteri ini dibentuk sebagai delegasi atas keterRasal 93
UU Hak Cipta, yang mencabut Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 yang sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan menteri ini terdiri dari 31
pasal yang terbagi dalam 7 bab yakni:
Bab I: Ketentuan Umum
Bab II: Tata cara permohondan penerbitan izin operasional LMK
Bab Ill: LMKN
Bab IV: Penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti
Bab V: Evaluasi, pelaporan keuangan, dan audit

Bab VI: Pencabutan Izin Operasional

N o g bk~ 0w NP

Bab VII: Ketentuan Penutup
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Peraturan menteri ini menegaskan status hukum LMKN, termasuk kewenangan
LMKN sebagai lembaga pemerintah Non APBN yang mendapatkan kewenangan
atribusi dari UU Hak Cipta, untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan
royalti serta mengelola kepentingan hakonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait
di bidang lagu dan/atau musik. Lebih lanjut Pasal 10 Permen merinci tugas dari LMKN.
Dengan demikian berdasarkan peraturan menteri ini maka LMKN dan LMK sama
sama memiliki kewenangan menghimpun dan mendistribusit@alti dari para
pengguna (user) musik dan lagu yang bersifat komersial.

Permasalahan peraturan menteri ini muncul dari penilaian Dimensi Kejelasan
Rumusan, yakni terkait dengan penggunaan nomenklatur LMKN yang di dalam Pasal
1 angka 7 merupakan singka dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Jika
menelusuri ketentuan UU Hak Cipta pada Bab XII mengenai Lembaga Manajemen
Kolektif penyebutan Lembaga Manajemen Kolektif nasional ditemukan dalam Pasal
89 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk pengelotagalti hak cipta bidang lagu
dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang
masingmasing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan
Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait. Oleh karena itu, peraneateri
ini sebagai peraturan delegasi seharusnya memberikan pengaturan yang tidak
bertentangan dengan peraturan di atasnya yakni UU Hak Cipta sehingga tidak
konsisten dan dapat menimbulkan mutlitafsir.

Secara umum terhadap peraturan menteri ini perldakitkan perubahan
terkait dengan pengaturan dan penggunaan nomenklatur LMKN untuk dapat

diselaraskan/diharmoniskan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta.
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BAB Il
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan
Beberapa prmasalahan yang menjadi ikmusial dalam pelaksanaan Undang

Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman serta peraturan perundang

undangan terkaitdapat dihasilkan suatu kesimpulan bahwa:

1. UU Perfilman telah jauh tertinggal dengan berbagai dinamika kebutuhan hukum
masyarakat dan dta kelola pemerintahan serta pesatnya perkembangan
teknologi di bidang Perfilman. Rencana perubahan sebagaimana yang terdaftar
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ZIZ berupa Rancangan
UndangUndang tentang Perubahan Atas UU Nomor 33 TaHl®b Zentang
Perfilman dipandang tidak akan cukup untuk mengakomodir begitu banyaknya
kebutuhan mendesak terkait penataan regulasi yang lebih baik di bidang
Perfilman;

2. Konsep pengaturan dalam UU Perfilman dan berbagai peraturan pelaksanaannya
dinilai belumcukup berhasil untuk mewujudkgrerlindungan hukum yang baik
dalam industri Perfilman Indonesia;

3. Konsep pengaturan dalam UU Perfilman dan berbagai peraturan pelaksanaannya
dinilai belum cukup berhasil untukeningkatkan apresiasi (insentif) bagiustri
Perfilman Indonesia, serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran (literasi)

masyarakat dalam konteks Perfilman Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terh&¥4tiga puluhtujuh) Peraturan
Perundangundangan mengenaidan/atau terkait dengan Perfilmandengan
menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundangangan (6 Dimensi)
dihasilkan sejumlah 19 temuan yang terdiri atas: dimensi pancasila (1 temuan),
dimensi disharmoni pengatan 6temuan), dimensi kejelasan rumusan (22 temuan),

dan dimensi efektifitas pelaksanaan p(81 temuan)
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Rekomendasi terhadap maskngasing peraturan perundangndangan yang
telah dilakukan analisis dan evaluasihadap isu krusial tersebuadalah sbagai
berikut:

1. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilntirekomendasikan
diganti dengan Undangindang yang baru.Rencana perubahan parsial
sebagaimana yang terdaftar dalgPnogram Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020
2024 berupa Rancangan Undatundang tentang Perubahan Atas UU Nomor 33
Tahun 2009 tentang Perfilman dipandang tidak akan cukup untuk mengakomodir
begitu banyaknya kebutuhan mendesak yang diperlukan terkait penataan
regulasi yang lebih baik di bidang Perfiim&ieh karena itu, jika Rancangan
UndangUndang yang baru mengenai Perfilman menjadi usul inisiatif Presiden
maka Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman ini diharapkan
dapat menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan dalam perguisun
Naskah Akademik dan Rancangan Unddndang, sedangkan jika Rancangan
UndangUndang yang baru mengenai Perfilman menjadi usul inisiatif Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) maka Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum
Perfilman ini diharapkan dapat mgdi salah satu referensi yang dapat
digunakan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai salah
satu bahan penting dalam proses pembahasan RUU tersebut di DPR.

2. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
direkomendasikan unik tidak diubah (tetap) namun diperlukan kajian lebih
lanjut terkait efektivitas implementasi pengaturan seni film sebagai Objek
Pemajuan Kebudayaan.

3. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cgptakomendasikan untuk untuk
tidak diubah (tetap). Pengaturaerkait pemberian royalty kepada Pemain Film
yang filmnya diputar ulang pada platform lain perlu disosialisasikan kepada para
produser agar para Pemain Film tetap menerima pembayaran royalty.

4. UndangNomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetakalya
Rekamdirekomendasikan untuk dilakukan perubahan. Hal ini dilakukan untuk

menghindari potensi perbedaan persepsi di lapangan mengenai pengelolaan film
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yang dilakukan oleh pusat Pengarsipan Film dengan film yang akan dikelola oleh

Perpustakaan Nasi@h/ Perpustakaan Provinsi.

5. UndangUndang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan
Pilem Kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
direkomendasikan untuk diubah. Mengingperkembangan fungsi perfilman
saat inidiperlukan Revalisasi Eosistem perfilman Indonesia. Selain itu urusan
perfilman tidak hanya terkait dengan kebudayaan saja, melainkan terkait juga
terkait unsur ekonomi, kesejahteraan dan lainnya.

6. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiagd@ekomendasikan
untuk dilakukan perubahabaik dari sisi pengaturan operasional Over The Top
(OTT) maupun pemberian kewenangan kepada KPI sebagai lembaga independen
untuk mengatur dan mengawasi konten OTT. Selain itu juga perlu adanya
perubahan UU terkainedia digital yang terus berkembang hingga saat ini.

7. UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Diperlukafian lebih lanjut
terkait efektivitas pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing selekgga
film.

8. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap). Bistem Pendidikan Nasional
direkomendasikan agar menjadi konsiderans dalam Rencana Induk Perfilman
Nasional.

9. UndangUndang Nmor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengahdirekomendasikan untukdak diubah (tetap)Perfilman merupakan
salah satu media yang efektif untuk mempromosikan produk usaha mikro kecil
dan menengah baik di dalam dan luar negeri.

10.UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeritekomendasikan untuk dilakukan
perubahan. Hendaknya terdapatumusan pada ketentuantentang arah

penggunaa hasil penerimaan PBJT atas jasaenian dan Hiburan
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11.UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakandirekomendasikan untukidak diubah (tetap) namun diperlukan
kajian efektivitagpenggunaan atau hak menggunakan film gambar hidugtion
picture films) film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk
siaran radio

12.UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasi@@komendasikan
untuk dilakukan perubahan terkait dengan waktu pembuatan Visa yang lama
serta aturan mengenai pendamping damjinan Penjamin bagi pihak asing yang
terlibat dalam syuting Film.

13.UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Und&hglang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seinekomendasikan untuk
dilakukan perubahan mengenai istilah pelaku dan pethn yang dapat
dipertanggungjawabkan.

14.UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
direkomendasikan untuk diubah khususnya terkagipek bisnis/ekonomi dari
film sebagai salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang terus
berkembang.

15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsatrekomendasikan untuk dilakukan perubahan.
Dalam UU Perfilman belum terdapat suatu ketentuan spesifik mengenai
kewajiban penggunaamBahasa Indonesia dalam hal kerja sama (perjanjian
tertulis) antar pelaku usaha Perfilman.

16.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
direkomendasikan untuk dilakukan perubahan. Perlu kajiemipagian urusan
pemerintahan mengenai Perfiem dalam perspektif ekonomi kreatif dan/atau
kekayaan intelektual dengan film sebagai sub urusan pemerintah bidang
kebudayaan.

17.UndangUndang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trandzkgironik

direkomendasikan untuk dilakukan perubahan dalam konteks delik aduan
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terhadap orang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang memiliki muatan penghinaaan/atau pencemaran nama baik.

18.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk
Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun -20B% direkomendasikan
untuk dilakukan perubahan pada nomenklatur menyesuaikan dengan keadaan
saat ini. Selain itagar disusun peraturan pelaksana amanat pasal 7 mengenai
penyelenggaraan Rindekraf.

19. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidik Vokasi
dan Pelatihan Vokasiirekomendasikan untukdak diubah (tetap)Perpres ini
diharapkan untukdimasukan sebagai salah satu konsideran Rencana Induk
Perfilman.

20.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi
Berteknologi Tinggi untuk Cakram Opi@ptical Diskflirekomendasikan untuk
tidak diubah (tetap) namun dalam kaitannya sebag&dia penyimpanan film
keberadaan cakram optik sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak
Cipta Lagu dan/atau Mustkrekomendasikan untukdak diubah (tetap). PP ini
mengamanatkan pembentukan Pusat Data Lagu dan/atau Musik dan SILM
(Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik) tetapi keduanya belum terbentuk.
hingga saat ini

22.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
13 Tahun 2018 tentang SeraBimpan Karya Cetak dan Karya Rekam
direkomendasikan untutidak diubah (tetap) Kedepannyaiperlukanpedoman
untuk menilaiasetkaryarekamdigital (film digital) agardiketahuipasti jumlah
kekayaamtau asetnegarayangberbentukkoleksidigital

23.Perauran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
direkomendasikan untuk dilakukan perubahan antara lain mengenai

kelembagaan LSF, status tenaga sensor film, tarif sensor film sebagai PNBP,
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

sensor film pada tanyangan Over The Top (OTT) desoalan klasik terhadap
kompetensi SDM tenaga sensor dan dukungan sarana/prasarananya.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risikdirekomendasikan untuk dilakukan perubahan
mengenai pengaturan yang mgangkut pembuatan film oleh pihak asing seperti
mekanisme evaluasi pembuatan film,.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan
Penyiarardirekomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap pengawasan
atas prinsip pelaksanagrinsip usaha sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing direkomendasikan untukidak diubah (tetap) namun grlu dilakukan
monitoring dan evaluasienaga Kerja Asirdj industri Perfilman sesuai dengan
peraturanperundangundangan di bidang ketenagakerjaan.

Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif
direkomendasikan untukidak diubah (tetap). Kedepannya perlu disusun suatu
regulasi yang mengatur mengenai hak cipta sebagai objek jaminamp&agu
ekonomi kreatif yang membutuhkan bantuan permodalan.

Peraturan PemerintaNomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis
yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jdisskomendasikan untukidak
diubah (tetap)Melalui PP terdapat insentif oledetiap perusahaan untuk dapat
menerima siswa / mahasiswa magang.

Pemturan Menteri Pariwisata dan Eonomi Keatif Nomor 26 Tahun 2014
tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promadoekomendasikan untuk
dilakukan perubahan. Terdapat potessharmoni pengaturan sanksiengenai
kewajiban terhadap pemenuhan sertifikasi.

Peraturan Menteri Penddikan dan KbudayaanNomor 34 Tahun 2019 tentang
Tata Edar Pertunjukan Ekspor dan Impor Eillekomendasikan untuk dilakukan
perubahan mengenai pengatam media pertunjukan Film

Peraturan Menteri Penddikan dan KbudayaanNomor 39 Tahun 2017 tentang

Pendaftaran Usaha dan Permohonan lzin Usaha Perfilhir@akomendasikan
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

untuk dilakukan perubahan. Saat ipérizinan berusaha dilaksanakan melalui
sistem OSSesuai dengan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya.
Peraturan Menteri Penddikan dan KbudayaanNomor 30 Tahun 2019 tentang
Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya
Dalam Negeri direkomendasikan untuk dilakukan perubahan menagi
pengaturan pembatasarpengertian dari Insan Perfilman dan pengaturan
sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh 1 (satu) lembaga/ instansi yang
berwenang

Peraturan Menteri Penddikan dan KbudayaanNomor 48 Tahun 2018 tentang

Izin Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia oleh Pihak Asing
direkomendasikan untuk dilakukan perubahaiKemdikbudristekdikti dan
Kemenparekraf sebaiknya mengatur pemberian izin penggunaan lokasi
pembuatan film di Indongia oleh pihak asing,

Peraturan Menteri Penddikan dan KbudayaanNomor 41 Tahun 2019 tentang
Pengarsipan Filndirekomendasikan untuk dilakukan perubahan. Rumusan
mengenaipengarsipan terhadap film yang diproduksi oleh pelaku kegiatan atau
pelakuusaha perfilman Indones@alam peraturan inberpotensi menimbulkan
ambiguitas/multitafsir.

Peraturan Menteri Penddikan dan KbudayaanNomor 14 Tahun 2019 tentang
Pedoman dan Kiriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan
Penarikan Film dan IklaRilm dari Peredaramirekomendasikan untukidak
diubah (tetap). Peraturan Menteri ini belum diterapkan pada film yang
dipublikasi melalui media streaming online, misalnya Netflix dan YouTube
Peraturan Menteri Penddikan dan KbudayaanNomor11 Tahun 202 tentang

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan
Berusaha Sektor Kebudayadinekomendasikan untuiidak diubah (tetap)

Peraturan Menteri Hlkumdan Hak Asasi Manudiomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Card@ermohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga
Manajemen Kolektifdirekomendasikan untuk dilakukan perubahan karena

pengaturanLembaga Manajemen Kolektif Nasiodadalam Rraturan menteri
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ini tidak konsisten dengan peraturan di atasryakni UU Hak Cipta dan dapat

menimbulkan multitafsir didalam impelentasinya.

*kkkkkkkk
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LAMPIRAN

A. Matriks Komparasi Perubahan Pengaturan Mengenai Perfilman Antara UU Nomor 33 Tahuni&@@@g Perfilman dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Cipta Kerja

No. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
1. Pasal 14 Pasal 14
(1) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8¢ (1) Jenis usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam P
huruf a, huruf b, dan huruf f wajib didaftarkan kepada Ment ayat (2) wajib memenuhi Perizinan Berusaha @amerintah
tanpa dipungut biaya dan diproses dalam jangka waktu paling | Pusat.
5 (lima) hari kerja. (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1
(2) Jenis usaha perfilman sebagana dimaksud dalam Pasal 8 ayat termasuk Perizinan Berusaha terkait pertunjukan film y
huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h wajib memiliki i dilakukan melalui penyiaran televisi atau jaringan teknol
usaha, kecuali usaha penjualan film dan/atau penyewaan film informatika.
pelaku usaha perseorangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai P#man berusaha diatu
(3) lzin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibeoleh dalam Peraturan Pemerintah.

Menteri untuk setiap jenis usaha:
a. usaha pengedaran film;
b. usaha ekspor film; dan/atau
c. usaha impor film.

(4) Izin usaha diberikan oleh bupati atau walikota untuk setiap j¢

usaha:
a. usaha penjualan dan/atau penyewaan film; dan/atau
b. usaha pertunjukan film.

(5) lIzin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
termasuk izin usaha pertunjukan film yang dik&n melalui
penyiaran televisi atau jaringan teknologi informatika.
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No.

UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(6)

()

(8)

9)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ays
diterbitkan tanpa dipungut biaya dan dalam jangka waktu pa
lama 7 (tujuh) hari kerja.

Izin usaha sebagaimandimaksud pada ayat (5) bagi usal
pertunjukan film yang dilakukan melalui penyiaran televisi a
jaringan teknologi informatika diberikan sesuai dengan ketent
peraturan perundangindangan.

Izin usaha tidak dapat diberikan kepada pelaku usaha perfil
yang dapat mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal baik se
langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud d
Pasal 11 ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendafta
usaha dan permohonan izin usaha sebagaimanaakiand pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ay
diatur dalam Peraturan Menteri.

1)

()

©)

Pasal 17
Pembuatan film oleh pelaku usaha pembuatan film sebagaim
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus didahului der
menyampaikan pemberitahuan pembuatan film kepada Men
dengandisertai judul film, isi cerita, dan rencana pembuatan filn
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksar]
tanpa dipungut biaya dan dicatat dalam jangka waktu paling lan
(tiga) hari kerja.
Menteri wajib:
a. melindungi pembuatan filmyang telah dicatat sebagaimar
dimaksud pada ayat (2) agar tidak ada kesamaan judul da
cerita.

b. mengumumkan secara berkala kepada publik data pjutidl

film yang tercatat.

Pasal 17
(1) Pembuatan film oleh pelaku usaha pembuat film sebagain
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus memenuhi Periz
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha te
pembuatan filmdiatur dalam Peraturan Pemerintah.
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No. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(4) Pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ay
wajib melaksankan pembuatan film yang dicatat paling lama
(tiga) bulan sejak tanggal pencatatan pembuatan film.
(5) Dalam hal rencana pembuatan film sebagaimana dimaksud
ayat (1) tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagain
dimaksud ayat (4), pemberitahuannya ditgkan batal.
3. Pasal 22 Pasal 22
(1) Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan loka] (1) Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan loka
Indonesia dilakukan dengan izin Menteri. Indonesiadilakukan berdasarkan persetujuan dari Pemerin
(2) Pembuatan film yang menggunakan insan perfilman asing dilak Pusat tanpa dipungut biaya.
sesuai peraturaperundangundangan. (2) Pembuatan film yang menggunakan insan perfilman 4
(3) 1zin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan t dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perunda
dipungut biaya dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) undangan.
kerja. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pemggn
lokasi dan insan perfilman asing sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Pasal 78 Pasal 78

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pa3
Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasafdtl(1), Pasal 14 ayat (
dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal
(2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (]
31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, dan Pasal 5I)
dikenai sanksi administratif.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud d
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 1
(1), Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ay/
Pasal 20 ayat (1Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) atau
(2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31, Pasal i
(1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, atau Pasal 57 ayat (1) d
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada(aydapat
berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
C. penutupan sementara; dan/atau

d. pembubaran atau pencabutan Perizinan Berusaha.




No.

UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran de
dan tata cara pengenaan sankaiministratif diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

)

)

Pasal 79

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

C. penutupan sementara; dan/atau

d. pembubaran atau pencabutan izin.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sg
administratif dan besaran denda administratif diatur dald

Peraturan Pemerintah.

Pasal 79
Dihapus
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B. Matriks Analisis dan Evaluasi Hukum
1. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

UndangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dikeluarkan untuk mengganti Ubdaiagg No. 8 Tahun 1992. Undddgdang ini terdiri dari
14 bab dan 90 pasal.

Pasal 1 angka 1 Kejelasan Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perfilman, Film se Ubah
Rumusan RSTAYAGAT RAYF{YylIA &S0

Film adalah karya seni budaya ya merupakan pranata sosial dan media komunik

merupakan pranata sosial da massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematoc

media komunikasi massa vyali RSy3alty IdGldz GFy LI &dzk NJ

dibuat berdasarkan kaidal

sinematografi dengan atau tanp 510 f1Y LISN] SYol y3aryyet

suara dan dapat dipertunjukkan. AAYSYIFIG23aINIFAE RFETIFY R

karena saat ini banyak terdapat pula bentuk kal
seni @rt form) dalam media komunikasi massa ya
seolaholah menyerupai Film, tetapi tidak sela
dibuat berdasarkan kaidah sinematografi.

Padahal, definisi mengenai Perfiiman dalam

t SNFAEYlLY RAIFGdzZNI SOl NJ
0 SNKdzo dzy 3t y RSy 3l y CA
RSy3dly RSTAYAAA YSy3aSy|
1 Undang Nomor 8 Tahun 19%@ntang Perfilman,
RSTAYAAA YSy3aASylLA 4cCAhA
memang dapat dinilai lebih ringkas dan adaj
dengan perkembangan zaman, tetapi juga sekali
menjadi lebih problematik, khususnya apab
dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) mar
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang H
Cipta:




. Fy3a RAYI{1&adzR RSy3dly
adalah Ciptaan yang berupa gambar
bergerak (moving images) antara lain film
dokumenter, film iklan, reportase atau film
cerita yang dibuat dengaskenario, dan film
kartun. Karya sinematografi dapat dibuat
dalam pita seluloid, pita video, piringan video,
cakram optikdan/atau media lain yang
memungkinkan untuk dipertunjukkan di
bioskop, layar lebar, televisi, atau media
lainnya. Sinematografi merupak salah satu
contoh bentuk audiovisual.

Jika dikaitkan dengan pengaturan mengenai
Cipta dalam Undantyndang Nomor 28 Tahun 201
tentang Hak Cipta maka Film (sebagai salah !
bentuk  karya  sinematografi) juga dap
diklasifikasikan sebagai suatu Gigh yang nantinye
juga akan terkait dengan segala konsekue
hukumnya, antara lain aspek pelindungan hukum ¢
pemanfaatannya (khususnya secara ekonomi). Ru
lingkup pelindungan hukum dan pemanfaatan F
sebagai suatu Ciptaan antara lain meliputi F
ekonomi, pemanfaatan hak ekonomi, de¢
penggunaannya secara komersial.

Rekognisi yuridis bahwa Film merupakan salah ¢
bentuk karya seni dan sast(art and literary form
sekaligus kekayaan intelektual yang memiliki pote
ekonomi ini menjadi tantangansekaligus jugg

peluang untuk melalukan penataan regulasi ye
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lebih baik. Urgensi penataan regulasi di bide
Perfilman harus senantiasa berorientasi pada up;
untuk mengembangkan ekosistem (baik kegia
maupun usaha) Perfilman sebagai salah satu b
terpenting ekonomi  kreatif nasional gun
meningkatkan taraf hidup dan kesejahterai
masyarakat serta perekonomian negara secara le
optimal dengan tetap menjunjung tinggi nHailai
agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bang

Pasal Bangka 6 Kejelasan 5FfFY tlFalf wm Fy3ll ¢ |Ubah
Rumusan RAOGSNAR ol GFaly LISy Agad
Masyarakat adalah warga nega Indonesia  nonpemerintah  yang  mempuny
Indonesia LISNKFGALFY REFEY LISNIYLlFyYy |
nonpemerintah yang mempunye Hal ini menjadi problematik berdasarkan 2 (dt
perhatian dan peranan dalar Fflalyzx el l1yAyY M 0 Fy
bidang perfilman. LYR2ySaAlé @lFy3a o0SNRAATF
RSy 3l y 1 ONR yailyl2K/£ELISSVSy 3
2) belum meliputi berbagai subjek hukum lain ya
juga diatur dalam UU Perfilman, khususnya vy:
sejatinya merupakarechtelijke person
Pasal 1 angka 8 Kejelasan Dalam Pasal 1 angka 8 UU Perfilman, Insan Perfil Ubah
Rumusan RAOGSNAR ol dFaly LISYy3aSNIG,

Insan perfilman adalah setiap orar
yang memiliki potensi dan
kompetensi dalam perfilman dal
berperan dalam pembuatan film.

memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilm:
dano SNIIJSN}Y y RFEfFY LISYOdz
2Nl y3IQ AYyA 2dAlF 6SNARAT
orangperseoranganr(atuurlijke persoh

Berbagai subjek hukum dalam kategoechtelijke
person (antara lain: badan usaha yang berbad
hukum Indonesia,badan usaha Indonesia, pelal

usaha ekspor dan/atau impor Film, perwakil
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diplomatik, serta badan internasional) menjadi belt
terakomodir dalam batasan pengertian mengel
GLYyaly tSNFAfYlIYyED

Padahal, berbagai subjek hukum dalam kate
rechtelijke pesonini sangat mungkin juga dan bahk;
justru lebih memiliki potensi dan kompetensi dale
industri Perfilman.

{St+rAYy AbGdzx olFGlraly L
t SNFAEYLFYye RETLY tF &l f
juga akan rancu tolok ukurnya apabila dibandizg
RSy3ly oFGFraly LISy3SNI
dalam Pasal 1 angka 6 UU Perfilman.

4. | Pasal 1 angka 12 Efektifitas Aspek Relevang Pengaturan 5FLfFY tlalft M y3tlt M | Ubah
Pelaksanaan | dengan situasi| dalam RAOGSNA ol idlaly LISy3asSNT
Menteri adalah menteri yan( Peraturan saat ini peraturan YSYOARIFY3IA dz2NHzalYy 1Sod
membidangi urusan Perundang masih relevan pengaturan mengenaiFilm sebagai bagian da
kebudayaan. Undangan untuk urusan pemerintahan di bidang kebudayaan ju

diberlakukan telah diterapkan berdasarkan Undatndang
secara efisien. | Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Uru
Penilikan Pilem Kepada Kementerian Pendidik
Pengajaran, dan Kebudayaan.

Seiring perkembanga zaman dan tata kelol
pemerintahan, pengaturan mengenai Perfilm
tersebar dalam berbagai peraturan perundar
undangan sektoral, antara lain sektor Pendidikan (
Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, s
Teknologi dan Informatika.

112



Oleh karenaitu, diperlukan suatu pemikiran ulan
yang mendalam untuk  menentukan it
keseimbangan baru (new equilibrium) be
pengaturan ekosistem dan industri Perfilman sec
komprehensif, khususnya dalam rang
menyeimbangkan kebutuhan untuk memajuk
kebudayaan nasional pada satu sisi ser
pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanju
pada sisi lainnya.

Terlebih lagi, Perfilman saat ini juga dikategorik
sebagai salah satu stdektor ekonomi kreatif
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Ta
2018 tenang Rencana Induk Pengembang
Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2Q2825 (Perpres
Rindekraf).

Saat ini dalam hal struktur kelembagaan, urus
Perfilman berada di bawah Direktorat Perfilme
Musik, dan Media serta dipimpin oleh Direktur ya
berada dibawah dan bertanggung jawab kepa
Direktur Jenderal. Pembagian tugas pokok dan ful
(tupoksi) antatkementerian dan lembaga negal
terkait perfilman dalam negeri memang menjg
tanda tanya besar hingga kini. Badan Ekonomi Kr¢
(Bekraf) tak lagi adaash kini fungsinya kemba
dilebur dengan Kementerian Pariwisata. Deng
demikian, secara garis besar ada dua kemente
atau lembaga yang mengurusi film, vyai
Kementerian Pendidikan dan Kebudaya
(Kemendikbud) dan Kementerian Pariwisata ¢

Ekonomi Kre@f (Kemenparekraf). Dalam hal il




Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikb
berfokus pada bagian hulu, yaitu dari proses kre
sampai produksi suatu film. Sementara i
Kemenparekraf fokus pada bagian hilir, seps
distribusi dan lisensi film.

Sesugguhnya berdasarkan Undatindang Nomor
33 Tahun 2009, tata kelola film secara umum ad;
Kemendikbud. Namun, ketika masuk area indu
dan bisnis, sudah menjadi ranah Kemenparek
Berdasarkan aturan, perfilman Indonesia meme
harus diurus oleh Ilebildari satu lembaga. Namu
pembagian tugas saat ini kurang ideal kare
kompartemen dalam pemerintahan yang bany
terkadang kurang efektif. Yang paling ideal, ada <
lembaga independen disokong pemerintah unt
mengurus film dari hulu sampai hilir. Dendaegitu,
kegiatan yang dilakukan lebih efektif, tidak har
melewati banyak birokrasi seperti sekarang. Con
terkait hal ini adalah British Film Institute (BFI) ye
dimiliki pemerintah Inggris. Lembaga independen
diisi orangorang nonpemerintah, tgi mendapatkan
subsidi untuk menjalankan program pemerintg
Sementara itu, pemerintah hanya berperan seba
administrasi  keuangan. Di Indonesia seni
sebenarnya ada Badan Perfilman Indonesia (BPI)
terbentuk pada 2014. Namun BPI hanya menda
bantuan yang sangat sedikit dari pemerintah.
Dengan kondisi riil yang terjadi saat ini pe
pertimbangan yang sangat mendalam terk
kebijakan dan kewenangan dalam urusan Perfilm

Sebagai sebuah karya cipta yang bers
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sinematografi
dilepaskan dari unsur Kebudayaan sebagai ciri K
dan identitas kepribadian bangsa, namun di lain
Perfilman juga tidak bisa dilepaskan sebagai sekb
industri kreatif yang berorientasi bisnis dan ekono
agar dapat berperan penting untuk meampgkat
kemakmuran bangsa.

tentunya Perfilman dak bisa

Pasal 4

Perfilman mempunyai fungsi:
a. budaya,;

b. pendidikan;

c. hiburan;

d. informasi;

e. pendorong karya kreatif; dan
f. ekonomi.

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Aspek
Kekosongan
pengaturan

Belum ada

pengaturan

Dalam Pasal 4 UU Perfilman diatur beberapa ful
Perfilman dalam bentuk tabulasi, yakni: buda
pendidikan, hiburan, informasi, pendorong kar
kreatif, dan ekonomi.

Suatu pengaturan dalam bentuk tabulasi umumr
dimaknai sebagai deskripsi dari skala priori
tertentu. Jika dibandingkan dengan pengatur
dalam UndandJndang Nomor 8 Tahun 1992 tentai
Perfilman, ekonomi memang diakui sebagai sa
satu fungsi Film, tetapi diatur sebagai fungsi terak|

Oleh kar@a itu, selain karena belum dicantumkann
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah
RFE&FNJ Kdzl dzy aGaSy3aayal i
pengaturan bahwa ekonomi merupakan salah s
fungsi Film dalam UU Perfilman, teta
pengaturannya diletakkan sebagai fising yang
terakhir, juga dapat dinilai sebagai suatu masa
yang perlu dipikirkan ulang di masa mendatang.

Ubah

Mencantumkan Pasa
33 UUD NRI Tahu
1945 ke dalam dasa
K dz]l dz¥Y Wa Sy

Pasal 7

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan

Aspek
operasional

Pengaturan
dalam
peraturan tidak

Efektivitas pelaksanaan dari pengaturan menger
kategorisasi usia penonton Film dalam Pasal 7
masih memerlukaan pendalaman. Terkait hal

Ubah
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Film yang menjadi unsur pokd Perundang atau tidaknya| dapat Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua Lembaga Sensor
kegiatan perfilman dan usahal Undangan Peraturan dilaksanakan Republik Indonesia) telah menjelaskan menge
perfilman disertai pencantumatr secara efektif pengaturan kategorisasisia penonton Film secar
penggolongan usia penonton filr lebih elaboratif.
yang meliputi film:
a. untuk penonton semua umur; Satu hal yang menarik terkait pengaturan kategoris
b. untuk penonton usia 13 (tigi usia penonton Film adalah bahwa penerap
belas) tahun atau lebih; pengaturan ini juga harus diimbangi dengan integri
c. untuk penonton usia 17 (tujul dan moralitas dari sang pemegang otoritas karena
belas) tahun atau lebih; dan ini erat pula kaitannya dengan potensi persaing
d. untuk penontonusia 21 (dua bisnis dalam industri Perfilman.
puluh satu) tahun atau lebih.
Disharmoni Definisi atau| Adanya Terdapat disharmoni pengaturan terkg ubah
Pengaturan Konsep perbedaan penggolongan usia penonton antara UU Perfilm
defenisi dengan yang diatur dalam Peaturan Komisi Penyit

ataupun konsep
di antara dua
peraturan
perundang
undangan atau
lebih terhadap
objek yang
sama

Indonesia No. 01/P/KP1/03/2012 tentang Pedom
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Sic
(P3SPS) mengatur pengga@m usia yaitu:

a. Untuk penonton analanak PraSekolah berusig
2-6 tahun;

Untuk penonton analanak berusia-12 tahun;
Untuk penonton remaja berusia 113/ tahun;
Untuk penonton dewasa berusia di atas 18 tahi
Untuk penonton semua umur yakni khalayak
atas 2 tahun.

®o0 T
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Dengan penggolongan yang berbeda seperti
diperlukan adanya sinkronisasi antara pengatul
yang terdapat dalam UU Perfilman dengan Peratu

yang dikeluarkan oleh KPI sehingga tic
menimbulkan kerancuan dalam hamnplementasi
pengaturan

Pasal 10 ayat (2) dan (3)

Efektifitas
pelaksanaan
peraturan
perundang
undangan

Aspek
operasionalnya
peraturan

Dari
peraturan
pelaksananya

segi

Pengutamaan penggunaan sumber daya dalam ne
secara optimalsebagaimana diatur dalam pasal |
diwajibkan bagi pelaku kegiatan dan usaha perfiln
yaitu dalam pembuatan film, jasa teknik filr
pengedaran film, pertunjukan film, apresiasi film, d
pengarsipan film. Sumber daya dalam negeri vi
dimaksud yaituneliputi insan perfilman, alam, baha
dan/atau produk, jasa, peralatan, fasilitas, d
kekayaan budaya bangsa yang tersedia di Indon
(Penjelasan Pasal 10).

Pengaturan ini ditindaklanjuti dengafPeraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
Tahun 209 tentang Pengutamaan Film Indonesia ¢
Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya D¢
Negeri bahwa sumber daya dalam negeadalah
sumber daya yang digunakan dalam pembuatan {
Indonesia yang meliputi insan perfilman, alam, bat
dan/atau produk, jasa, peralan, fasilitas, dar
kekayaan budaya bangsa yang tersedia di Indon
(Pasal 1 angka 3).

Tetap

Pasal 14

(1) Jenis usaha perfilmay

sebagaimana dimaksud dala

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang

Aspek
operasional
peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan dapat

UU Cipta Kerja setidaknya mengubah beber;
ketentuan dalam Pasal 14 UU Perfilman, seperti:
a. Perubahan nomenklatur dari sebelumnya i:

usaha menjadi Perizinan Berusaha.

Tetap
Implementasi  dari
pasal ini agar dapa




NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
Pasal 8 ayat (2)uruf a, huruf b,| Undangan dilaksanakan b. Perizinan Berusaha dikeluarkan oleh Pemerin| diterapkan di
dan huruf f wajib didaftarkar secara efektif Pusat. Ini Brmakna bahwa bupati atau walikot lapangan.

)

3)

(4)

(5)

kepada Menteri tanpa dipungu
biaya dan diproses dalar
jangka waktu paling lama
(lima) hari kerja.
Jenis usaha perfilmay
sebagaimana dimaksud dala
Pasal 8 ayat (2) huruf c, huruf
huruf e, huruf g, darhuruf h
wajib  memiliki izin usaha
kecuali usaha penjualan filr
dan/atau penyewaan film olet
pelaku usaha perseorangan.
Izin usaha sebagaimar,
dimaksud pada ayat (2
diberikan oleh Menteri untuk
setiap jenis usaha:
a. usaha pengedaran film;
b. usaha ekspofilm; dan/atau
c. usaha impor film.
Izin usaha diberikan oleh bupa
atau walikota untuk setiap jeni
usaha:
a. usaha penjualan dan/atal
penyewaan film; dan/atau
b. usaha pertunjukan film.
Izin usaha sebagaimar,
dimaksud pada ayat (4) huruf
tidak termasuk izin usaha

tidak punya kewenangan untuk memberikan i:
bagi setiap usaha penjualan dan/atau penyewe
film dan/atau usaha pertunjukan filn
sebagaimana ditentukan oleh peraturan ya
lama.

c. Ketentuan Perizinan Berusaha lebih lanjidtdr
dalam Peraturan Pemerintah.

Amanat untuk membentuk Peraturan Pemerint;

mengenai Perizinan Berusaha tersebut te|

ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nom

5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizi

Berusaha Berbasis Risiko. Di dalanNBP5/2021 ini

disebutkan, bahwa usaha perfilman berisiko renc

sehingga tidak perlu ada izin usaha Perfilman nar

cukup dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) saja.

dikeluarkan melalui laman Online Single Submis

(OSS) Berbasis Risiko. PerizinanilRem (UMKU)

atau izin penunjang/operasional. Setiap pelaku usi

perfilman dalam membuat film harus membu

antara lain:

1 Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (d
dikbud)

1 Surat Rekomendasi Impor Film (dari dikbud)

1 lzin Penggunaan Lokasi d&enggunaan lIsal
Perfilman Asing (dari dikbud)

9 Surat Tanda Lulu Sensor (STLS) (dari LSF)
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(6)

@)

®)

©)

pertunjukan film yang dilakuka
melalui penyiaran televisi ata
jaringan teknologi informatika.
Izin usaha sebagaimar,
dimaksud pada ayat (3) da
ayat (4) diterbitkan tanpe
dipungut biaya dan dalan
jangka waktu paling lama

(tujuh) hari kerja.

1zin usaha sebagaiman
dimaksud pada ayat (5) bal
usaha pertunjukan film yani
dilakukan melalui penyiaral
televisi atau jaringan teknolog
informatika diberikan sesug
dengan ketentuan peraturat
perundangundangan.

Izin usaha tidak dapat diberika
kepada pehku usaha perfilmar
yang dapat mengakibatka
terjadinya integrasi vertikal bali
secara langsung maupun tide

langsung sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 11 ay
).

Ketentuan lebih lanjut

mengenai syarat dan tata cai




dai
gaha

usaha
izin

pendaftaran
permohonan
sebagaimana dimaksud pac
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ay,
(4), ayat (5), ayat (6), dan ay,

(8) diatur dalam Peraturar
Menteri.
10.| Pasal 15 Efektifitas Aspek Belum ada| Perjanjian tertulis pada dasarnya bertujuan unt Ubah
Pelaksanaan | Kekosongan pengaturan memberikan perlindungan hukum kepada para pit
Kerja sama antarpelaku usall Peraturan pengaturan yang melakukan perjanjian khususrggabila terjadi
perfilman wajib Perundang perbedaan penafsiran atas perjanjian yang dibu
dilakukan  dengan  perjanjial Undangan akan tetapi undangindang perfilman saat ini belur
tertulis. mengatur mengenai penggunaan bahasa Indong
dalam suatu perjanjian, khususnya bagi perjanj
yang melibatkan pihak asing, oleh karenai
pengaturan mengenai penggunaan bahasa Indon:
dalam suatu perjanjian tertulis di ranah perfilmé
merupakan hal yang penting untuk diatur del
menjamin perlindungan hukum para pihak.
11.| Pasal 16 ayat (3), Pasal 24 ayat | Efektifitas Aspek Dari segi| Proses pembuatan film, jasa teknik film, dal Tetap
dan Pasal 29 ayat (3) pelaksanaan | operasionalnya | peraturan pertunjukan film di Indonesia pada prakteknya ju
peraturan peraturan pelaksananya | melibatkan pihak asing (neimdonesia). Oleh karen|
Pelaku usaha pembuatan film, jaj perundang itu eterlibatan pihak asing ini membutuhke
teknik film, dan pertunjukan filn| undangan instrument pengaturannya.

merupakan badan usaha yar
berbadan hukum Indonesia

Saat ini telah terbit Peraturan Presiden Nomt0O
Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanar
Modal sebagaimana telah diubah dengan Perp
Nomor 49 Tahun 2021 yang merupakan peratul

pelaksanaan dari Undafigndang Nomor 11 Tahu
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2020 tentang Cipta Kerja yang masih mengatur

yang sama Vyaitu usaha egilman terbuka
sepenuhnya bagi modal asing.

Meskipun peraturan ini telah berlaku dan membu
pintu investasi yang selebdégbarnya bagi unsu
asing di bidang perfilman, namun tetap diperluk
pengaturan yang tegas bagi pihak asing untuk bek
samadengan badan hukum di Indonesia di bida
perfilman agar materi dan pesan dalam film ya
diproduksi tersebut tetap sesuai dengan budaya yi
hidup di Indonesia demikian juga dari sektor invest
asing yang tetap memperoleh perlindungan d
kepastian sesai hukum yang berlaku di Indonesia.

12.

Perlunya  pengaturan  terkai
pemberdayaan masyarakat lokal

Efektifitas
pelaksanaan
peraturan
perundang
undangan

Aspek
kekosongan
pengaturan

Belum ada

pengaturan

Belum meratanya keberadaan insarsan perfilman
di seluruh daerah ini dapat disiasati deng
pemberdayaan masyarakat lokal khususnya di sel
wilayah atau lokasi syuting. Terutama saat pro
pengambilaradegan (syuting) film yang dilaksanak
di daerahdaerah tertentu Hal ini dapat
dimanfaatkan bukan hanya untuk memenuhi jumli
insan perfilman yang dibutuhkan saat proses prodt
film yang berdampak terhadap penghematan bie
produksi namun juga upaya untuk pemberdaya
terhadap masyarakat lokal sekaligus menganc
nilai-nilai budaya Nusaara yang hidup di wilayal
tersebut. Pemberdayaan masyarakat lokal di bid:
perfilman ini perlu diatur dalam peratura
perundangundangan terkait perfilman di Indonesiag

Perlu diatur

13.

Pasal 20

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan

Aspek
operasional

Pengaturan
dalam
peraturan tidak

Pelaksanaan Pasal ini dalam implementasinya be
dapat berjalan efektif. =~ Khusus menger

perlindungan hukum untuk Insan Perfilman an:

Tetap
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NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
(4) Insan perfilman sebagaimar Perundang atau tidaknya| dapat anak di bawah umur, UU Perfilmamengatur bahwa| Perlu  dilaksanaka
dimaksud pada Undangan Peraturan dilaksanakan hal ini harus dilakukan dengan tetap memenuhi-h| dalam tataran
ayat(2) dan ayat (3) mendapat: secara efektif hak anak dan dibuat dalam perjanjian tertulis ses| implementasi di
a. perlindungan hukum; dengan ketentuan peraturan perundangpdangan.| lapangan
b. perlindungan asuransi Implementasinya mengenai hal ini pun belum daj
pada usaha perfilman yan berjalan efektif.
berisiko;
Cc. jaminan keselamatan dal
kesehatan kerja;
d. jaminan sosial.
14.| Pasak 22 Efektifitas Aspek Pengaturan Pasal 22 ayat (1) UU Perfilman menyatakan bal Tetap
Pelaksanaan | operasional dalam pembuatan film oleh pihak asing yang menggunal
(1) Pembuatan film oleh pihak asiri Peraturan atau tidaknya| peraturan tidak| lokasi di Indonesia dilakukan dengan izin Menteri| Implementasi  dari
yang menggunakan lokasi Perundang Peraturan dapat dalam ayat (3) diatur lebiHanjut: Izin Menteri| pasal ini agar dapa
Indonesia dilakukan dengan izl Undangan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitk diterapkan di
Menteri. secara efektif | tanpa dipungut biaya dan dalam jangka waktu pal lapangan

(2) Pembuatan film  yani
menggunakan insan perfilman asit
dilakukan sesuai peratura
perundangundangan. (3) lzir
Menteri sebagaimana dimaksu
pada ayat (1) diterbitkan tanpi
dipungut biaya dan dalam jangk
waktu paling lama 7 (tujuh) hal
kerja.

lama 7 (tujuh) hari kerja. Namun pada praktikn
berbeda. Pengajuan izin penggunaan lokasi ta
dipungut biaya cenderung membuka celamtuk
pemungutan biaya yang ilegal di lapangan, sebaik
ditentukan saja biayanya (dengan perhitungan c
pertimbangan), agar tidak ada biapéaya di lain yanc
ilegal. Hal ini dapat membuat kesan kepada du
investasi di Indonesia menjadi tidak bagus.

Berdasarkan keterangan dari anggota Pokja dal
kegiatan Konsinyering Penyusunan Laporan A
Pokja, diungkapkan bahwa pada prakteknya ban
sekali biaya yang dikeluarkan untuk sebuah prodt

film, khususnya dalam hal penyewaan temp




Biaya/tarif sewaérsebut ada yang resmi dan ada pt
yang tidak resmi.

Salah satu yang sudah mematok tarif secara re
adalah untuk pengambilan gambar (shooting) fi
yang dilakukan di area Bandar udara (Bandara) y
dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UP
Ditjen Perhubungan Udara Kementeri;
Perhubungan. Untuk ini biaya yang dipatok ses
dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Ta
2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Ne
Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kement
Perhubungan. Contohnya, umt Bandara Kkelay
utama dan kelas | Khusus diikenakan biaya
1.275.000;/ hari. Untuk Bandara kelas I, Il, 11l dan
(satuan pelayanan) tarif shooting film Rp 289.600
hari.

Lain halnya untuk lokasi tempat wisata, pengel
menarik pungutan atau sea dengan tarif yang lebil
tinggi. Contohnya persewaan areal di komple
wisata Candi Borobudur, Jawa Tengah. Un
kegiatan bisnis seperti syuting film, sinetron, at
kegiatan lain yang bersifat komersial, adapun bi:
sewa bervariasi dalam kisaran Rgut@ hingga Rp 3(
juta, tergantung jenis kegiatan, luas areal ya
digunakan dan waktu yang diperlukan untuk kegia
tersebut. Saat mengajukan permohonan sewa
wilayah sekitar Candi Borobudur tersebut, pih

pengguna terlebih dahulu harus mendapatkarrat




NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
izin tertulis dari Direktur Jenderal Kebudaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15.| Pasal 33 Efektifitas Aspek Pengaturan Dalam pasal ini mengatetentuan Menteri wajib | Tetap
Pelaksanaan | operasional dalam mengumumkan kepada masyarakat akumul
(2) Menteri wajib mengumumkal Peraturan atau tidaknya| peraturan tidak| Jumlah Penonton setiap judul Film yal Implementasi dari
kepada masyarakat secara berkg Perundang Peraturan dapat dipertunjukkan di bioskop. Namun, yang terjg pasal ini agar dapa
jumlah penonton setiap judul film| Undangan dilaksanakan dilapangan adalah tidak ditemukannya inform¢ diterapkan di
yang dipertunjukkan di bioskop. secara efektif | jumlah penonton film yang diumumkan oleh Mente| lapangan.
melainkandiumumkan oleh sutradara ataupun sine
yang terlibat dalam film tersebut.
Dalam penelusuran yang telah dilakukan melg
laman website dan media sosial Kementeri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi |
tidak ditemukan informasi mengenai penguman
jumlah penonton film. Hal ini tentu bertentanga
dengan ketentuan pasal 33 UU Perfilman ini.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasal
masih belum berjalan secara efektif.
16. | Pasal 47 Efektifitas Aspek Belum ada| UndangUndang Perfilman yang mengatur hia#ik | Ubah
Pelaksanaan | Kekosongan pengaturan para insan perfilman yang harus dipenuhi, narr
Setiap insan perfilman berhak: Peraturan pengaturan yang perlu dicermati di dalamJndangUndang
a. berkreasi, berinovasi, da| Perundang Perfilman belum diatur mengenai kewajiban pé
berkarya dalam bidan¢ Undangan pelaku usaha dan kegiatan perfilman untuk menjar
perfilman; para hak insan perfilman untuk dipenuhi, sehing
b. mendapatkan jaminar bisa saja hakak insan perfilman tersebut diabaike
keselamatan dan kesehatg dalam praktiknya.

kerja;

c. mendapatkan jaminan sosial;
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Pemerintah berkewajiban:
a. memfasilitasi pengembanga

b.

dan kemajuan perfilman;
memfasilitasi pengembanga
ilmu  pengetahuan  dar
teknologi perfilman;
memberikan bantuan
pembiayaan apresiasi film da
pengarsipan film; dan
memfasilitasi pembuatan filrr
untuk pemenuhan
ketersediaan film Indonesi
sebagaimana dimaksud dala|
Pasal 32.

Pelaksanaan
PUU

Daya Manusia

SDM yang
dibutuhkan
dalam
menerapkan
pengaturan
dalam
peraturan;

melakukan suatu pekerjaan. Problem yang ma
terjadi di setiap bidang usaha saat ini yaitu kure
produktifnya tenaga kerja dalam melakukan su:
pekerjaan dikarenakan minimnya keterampilan yz
dikuasai, tidak terkecuali dengan industri perfilme
Selain pendidikan yang dibutuhkan ternyat
keterampilan khusus juga diperlukan oleh ins
perfilman sebagai tenaga kerja untuk dapat bersa
di era digitalisasi saat ini. Untuk mendapatk
keterampilan setidaknya insan perfilman pel
mendapatkaan pembinaan dapelatihan baik dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun d;
pihak swasta/organisasi.

Namun pembinaan dan pelatihan terhadap ins

perfilman dari pemerintah dan pemerintah daer:

d. mendapatkan perlindungat
hukum;

e. menjadi mitra kerja yang sejaje
dengan pelaku usaha perfilmal

f. membentuk organisasi profeg
yang memiliki kode etik;

g. mendapatkan asuransi dalal
kegiatan perfilman yan(
berisiko;

h. menerima pendapatan yan
sesuai dengan stande
kompetensi; dan

i. mendapatkan honorariun]
dan/atau royalti sesuailengan
perjanjian.

17.| Pasal 51 Efektivitas Aspek Sumber | Tercukupinya | Keterampilan merupakan hal yang penting dal{ Ubah

12t




Pasal 54
Pemerintah daerah berkewajiban:

a. memfasilitasi pengembanga
dan kemajuan perfilman;

b. memberikan bantuan
pembiayaan apresiasi da
pengarsipan film;

c. memfasilitasi pembuatanlfn
untuk pemenuhan
ketersediaan film Indonesii
sebagaimana dimaksud dala|
Pasal 32; dan

d. memfasilitasi pembuatan filrr
documenter tentang warisar
budaya bangsa di daerahnye

Pasal 73
Pemerintah dan pemerintah daera
menyelenggarakan dan/ata
memfasilitasi  pndidikan  dan
pelatihan untuk pengembanga
kompetensi insan perfilman.

dirasa masih perlu ditingkatkan lebih lanjut sel
perlu ada peran dari pelaku kegiatan dan usal
perfliman dalam rangka memberikan pelatihan b:;

para insan perfilman agar keterampilan ins
perfilman semakin terasah, dan perlu pula diatur p!
mengenai pendidikan bagi insan perfilman dal:
rangka memperkuat keterapilan khusus di er:
digitalisasi saat ini.

18.

Pasal 55

(1) Pemerintah daerah mempuny;

tugas:

a. melaksanakan kebijakan de
rencana induk perfilmar,
nasional;

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Aspek
operasional
atau tidaknya
Peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan tidak
dapat
dilaksanakan
secara efektif

Ketentuanpada Pasal 55 tersebut pada kenyataant
sampai saat ini tidak bisa sepenuhnya dilaksanal
Daerah punya rujukan sendiri karena adanya oton(
daerah, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentg
Pemerintahan Daerah.

Stakeholder perfilman di setiap provinsgpberbeda
antar daerah, ada yg berada dinas olahraga, ada |

yang berada di dinas pendidikan atau dir]

Tetap
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NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
b. menetapkan serta melaksanake kebudayaan. Hal ini menyebabkan bagi pipiiak
kebijakan dan rencana perfilma yang ingin berkegiatan terkait perfilman menjg
daerah; dan susah, karena tidak disupport oleh sarana ¢
¢. menyediakan sarana da prasaana yang ada. Sehingga perlu adanya ketegs
prasarana untuk pengembange pengaturan, agar kegiatan industri perfilman bi
dan kemajuan perfilman. mendapat dukungan secara penuh dari Pemerin
Daerah.
19. | Pasal 58 Efektivitas Aspek Pengaturan 1. UU Perfilman mengamanatkan LSF un Ubah
(1) Untuk melakukan penyensoral Pelaksanaan | Relevansi dalam melakukan sensor terhadap film dan iklan film nam
sebagaimana dimaksud dala] PUU dengan situasj peraturan tidak untuk konten internet dat®ver The TogOTT).
Pasal 57 aya{2) dan ayat (3) saat ini masih relevan Dalam hal penyensoran bagirken internet atau OT'
dibentuk lembaga sensor filr untuk (Over The Top) Kementerian Komunikasi (

yang bersifat tetap dar
independen.
(2) Lembaga sensor filn

sebagaimana dimaksud pac
ayat (1) berkedudukan di ibukot
negara Republik Indonesia.

diberlakukan
secara efisien

Informatika menggunakan kebijakampen sky policy
(kebijakan langit terbuka) sehingga seluruh koni
yang masuk ke Indonesia tidak melalui Lemb
Sensor Film seperti yang diamanatkan oletd&hg
Undang Perfilman. Hal ini sesuai dengan forr
demokrasi Indonesia, Pasal 28F UUD 1945 ba
setiap Warga Negara Indonesia berhak berkomunil
dan mencari informasi melalui saluran media. Terl}
pengawasan dari penyelenggara@uer The Toatau
konten internet dijelaskan dalam PutusaklK RI
Nomor  39/PULXVIII/2020 yang menguatkar
kebijakanopen sky policpahwa layanan audio visui
OTT yangross bordemaka penyedia layanan audi
visual OTT ataupurtontent creator banyak yang
berada di luar wilayalyurisdiksi Indonesia, sehingc
tidak mungkin terjangkau dengan hukum Indones
Pengawasan terhadap OTT dilakukan berdasal
laporan yang diberikan oleh Kementerian/Lembeé
terkait dan aparat penegak hukum, Kementeri




Komunikasi dan Informatika juga naapatkan input
laporan dari masyarakat dan patrol siber ag
dilakukan penindakan terhadap konten illegal.

2. Melihat kepada perkembangan bahwa Presic
Joko Widodo sedang mempersiapkan perpindal
Ibu Kota Negara yang semula beratlaDKI Jakarte
dan berpindah ke Kalimantan Timur. Pasal ini men
tidak efektif jika Lembaga Sensor Film harus i
berpindah ke Ibu Kota Negara baru karena terda
pertimbangan biaya dan waktu yang akan dikeluarl
jika pelaku industry film harus meimgnkan bahan
materi film yang akan disensor ke Ibu Kota Neg
baru karena pelaku industry film mayorit
berkedudukan di pusat industry film seperti D
Jakarta dan D.l. Yogyakarta, hal ini akan berpeng;
kepada biaya produksi film yang semakin mahal.

20. | Pasal 61 ayat (2) Efektivitas Lembaga Sensor Film memiliki fungsi pentimguk | Tetap
Pelaksanaan memberikan literasi kepada masyarakat terkait fi
(2) Lembaga sensor film memban| PUU yang dapat dipilih, dinikmati, dan yang bermutu se
masyarakat agar dapat memilih de mengedukasi masyarakat untuk dapat memahe
menikmati pertunjukan film yang pgngaruh film dan ik]an film. Peran -ini belu
bermutu serta memaham dijalankan secara efektif sehlnggz_i perlu ditambahi
) . . dalam fungsi Lembaga Sensor Film dalam PP Nc¢
pengaruh film dan iklan film Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film sej
yang telah diamanatkan dalam Undadgdang
Perfilman
21.| Pasal 64 Efektifitas Aspek Efektivitas Tidak terdapatnya informasi dan referensi ya Ubah
Pelaksanaan | Koordinasi Koordinasi antan memadai mengenai urgensi per@PR dalam rangk
(3) Anggota lembaga sensor fill Peraturan kelembagaan/ | instansi terkait | proses keterpilihan anggota Lembaga Sensor Filrr
diangkat oleh Perundang tata organisasi

12¢€




NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
Presiden setelah berkonsulta] Undangan
denganDewan Perwakilan Rakyat
22.| Pasal 65 Efektifitas Aspek Pengaturan Sampai saat ini soal PNBP tarif sensor belum ¢ Ubah
Pelaksanaan | operasional dalam sehingga semua anggaran yang diterima LSF dari
(2) Lembaga sensor film dap| Peraturan atau tidaknya| peraturan tidak| sensor langsung diserahkan ke rekening simfoni E Agar tarif sensor
menerima dana dari tarif yan| Perundang Peraturan dapat dikembalikan lagi
dikenakan terhadap film yan| Undangan dilaksanakan Dalam ayat (4) Pasal 65 ini menyatakan bahwal menjadi PNBP
disensor. secara efektif | sensor masuk ke dalam Non PNBP. Sampai saat i
(4) Dana sebagaimana dimaks yang mengatur Non PNBP juga belum ada sampai
pada ayat (2) tidak termasu ini.
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman c
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tente
Lembaga Sensor Film menetapkan bahwa Lemk
Sensor Film dapat mengutip tarif sensor dali
bentuk Non PNBP. Namun tidak dapat dijalanl
secara efektif karentidak terdapat pengaturan atay
tata cara pengutipan tarif sensor, besaran té
sensor, dan penggunaan tarif sensor yang su
dikutip. Pengembalian status tarif sensor seba
PNBP akan lebih efektif dilaksanakan karena terde
pengaturan terkait PNBPad dengan pengaturar
yang jelas pengelolaan anggaran akan le
transparan dan akuntabel
23.| Pasal 68 ayat (1) Efektifitas Aspek Pengaturan Dalam UU No0.33/2009, pengaturan peran se Ubah
Pelaksanaan | operasional dalam masyarakat lebih luas dan  komprehen
(1) Untuk meningkatkan peran ser| Peraturan atau tidaknya| peraturan tidak| dibandingkan pengaturan peran serta masyara
masyarakat dalam  perfilmaj Perundang Peraturan dapat didalam UU No. 8 Tahun 1992. Hal ini terlihat ¢
sebagaimanaimaksud dalam Pasi Undangan banyaknya jumlah substansi pasal yangngatur




67 ayat (2) huruf a, huruf g, huruf |
huruf i, dan huruf j dibentuk badal
perfilman Indonesia.

dilaksanakan
secara efektif

peran serta masyarakat yaitu sebanyak 4 pasal dé
UU No0.33/2009 dan 1 pasal dalam UU Nomor 8 Ta
1992. Peran serta masyarakat dalam UU Nomot
Tahun 2009 dilembagakan dalam Badan Perfilr
Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat dan da
difadlitasi oleh Pemerintah. Dari perspektif tugas d
fungsi BPI jika dikomparasikan dengan BP2N ba
tugas dan fungsi BPI utamanya meningkat
apresiasi dan promaosi perfilman.

24.

Pasal 68 ayat (3) dan (5)

(3) Badan perfilman Indonesi
merupakan lembaga swasta de
bersifat mandiri.

(5) Badan perfilman Indonesi
dikukuhkan oleh Presiden

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Aspek
operasional
atau tidaknya
Peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan tidak
dapat
dilaksanakan
secara efektif

Badan Perfilman Indonesia merupakan lembaga y
dibentuk untuk meningkatkan peran ser
masyarakat dalam Perfilman. Pasal 68 ayat (3),
dan (5) UU No. 33/2009 menegaskan bentuk huk
kelembagaan BPI yang berbunyi:

(3) Bada Perfilman Indonesia merupakan lemba
swasta dan bersifat mandiri.

(4) Badan Perfilman Indonesia berkedudukan
Ibukota negara Republik Indonesia.

(5) Badan Perfilman Indonesia dikukuhkan o
Presiden.

Menilik status kelembagaan BPI, Undanglang
se@ra tegas menetapkan status BPI bukan seb:
Lembaga Non Struktural (LNS) maupun Lemk
Pemerintah Non Kementerian (LPNK). BPI merupz
lembaga swasta yang bersifat mandiri  dali
mengemban tugas strategis mengembangk

perfilman nasional berdasarkan amat Undang

Ubah

13C




undang Perfilman. Bahkan berdasarkan keterani

dari Anggota Pokja Perfiiman pada kegial
Konsinyering Penyusunan Laporan Akhir Pg
Perfilman hingga saat ini BPI tidak terdaftar di Dit
Administrasi Hukum Umum Kemenkumham d
berdasarkan surat dari Kementerian Sekretarii
Negara BPI diakui sebagai badan negara di
struktur.

Ketidakjelasan bentuk hukum BPI dalam Unda
Undang No. 33 Tahun 1999 dapat menimbull
kesalahpahaman serta konsekwensi hukum i
menghambat tercapaianya tujuan BPI itu send
misalnya dalam hal mekanisme pembiaya;
Diperlukan pengaturan yang jelas dan teg
mengenai bentuk hukum kelembagaan BPI bes
konsekuensi hukumnya agar peran BPI menjadi It
kuat. BPI juga dapat diberi peran ydnags, bersinergi
dengan pemangku kepentingan serta hadir/terlit
pada setiap pembuatan kontak film.

25.

Pasal 68 ayat (4)

(4) Badan perfilman

Indonesi

berkedudukan di ibu kota negar

Republik Indonesia.

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Aspek
operasional
atau tidaknya
Peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan tidak
dapat
dilaksanakan
secara efektif

Pasal 68 ayat 4 UU 33/2009 mengatur bahwa
berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indone
Namun bila dikaitkan dengan @» yang diembar
oleh BPI saat ini dalam Pasal 67 UU 33 Tahun Z
BPI merupakan wujud peran serta masyarakat da
bentuk :
a. apresiasi dan promosi film
. memberikan penghargaan,

b
c. penelitian dan pengembangan,
d. memberikan masukan perfilman; dan/atau

Ubah
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NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

3

4

5

6

7

e. mempromasikan Indonesia sebagai loke

pembuatan film luar negeri
sebaiknya perlu dikaji kembali pasal 68 ayat
mengenai urgensi kedudukan BPI di Ibukota Neg
BPI sepatutnya berada di lingkungan pelaku perfiln
atau pusat industri perfilman agar dapat mejakan
amanat peran serta masyarakat lebih efe
khususnya tugas dan fungsi meningkatkan apres
dan promosi perfilman nasional.

26.

Pasal 69

Badan perfilman Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 bertugas untuk:

a.

b.

s @

menyelenggarakan festival filn
di dalam negeri;

mengikuti festival film di luar
negeri;

menyelenggarakan pekan film
di luar negeri;

. mempromosikan Indonesia

sebagai lokasi pembuatan film
asing;

memberikan masukan untuk
kemajuan perfilman;
melakukan peneliin dan
pengembangan perfilman;
memberikan penghargaan; daj

. memfasilitasi pendanaan

pembuatan film tertentu yang

bermutu tinggi.

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Kekosongan
pengaturan

Belum adal

pengaturan

Dalam praktiknya badan perfilmamdonesia juga
menjalankan tugas selain yang diatur dalam pasa
yaitu tugas melakukan mediasi dimana bad
perfilman Indonesia berperan sebagai mediator b
para insan perfilman yang berselisih/sengke
Mediasi merupakan salah satu upaya alternatifuk
menyelesaikan sengketa. Pengaturan menge
mediasi sudah lazim diatur di tingkat undamgdang
sebagaimana beberapa contoh sebagai berikut:
1. UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tental
Keterbukaan Informasi Publik.
2. UndangUndang Nomor 2 Tahu2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industr
3. UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentar
Hak Asasi Manusia.
4. UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 tentar
Ombudsman.
Melihat beberapa contoh mediasi yang diatur dal:
UndangUndang diatas maka pengman mediasi
serta peran mediator merupakan salah s¢
substansi yang perlu diatur dalam Undddgdang

Ubah




NO

PENGATURAN

DIMENSI

VARIABEL

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI

2

3

4

5

6

7

Perfilman mengingat UndarAdndang Perfilmaar
memilik subjek yang beragam seperti pela
kegiatan dan usaha perfilman serta adanya in:
perfilman yang érdiri dari beragam subjek pul
yaitu: a. penulis skenario film; b. sutradara film;
artis film; d. juru kamera film; e. penata cahaya fil
f. penata suara film; g. penyunting suara film;
penata laku film; i. penata musik film; j. pena
artistik film; k. penyunting gambar film; I. produs:
film; dan m. perancang animasi. Beragam suk
yang terlibat dalam industri perfilman tersebut tide
dipungkiri dapat saja terjadi perselisihan/sengke
yang terjadi, oleh karena itu peran mediasi se
peran medidor sebagai salah alternat
penyelesaian sengketa dalam industri perfilm
merupakan hal yang penting.

27.

Pasal 70

(1) Sumber pembiayaan badg
sebagaimana dimaksud dalam Pal
68 berasal dari: a. pemangk
kepentingan; dan b. sumbelain
yang sah dan tidak mengikat sest
dengan  ketentuan  peraturar
perundangundangan.

(2) Bantuan dana yang bersumb
dari Anggaran Pendapatan dg
Belanja Negara dan/atau anggari
pendapatan dan belanja daera
bersifat hibah sesuai denga

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Aspek
operasional
atau tidaknya
Peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan tidak
dapat
dilaksanakan
secara efektif

Pasal 70 UU No. 33/2009 mengatur dali
melaksanakan tugas dan fungsinya, BPIl ds
memperoleh sumber pembyaan yang berasal da
pemangku kepentingan dan sumber lain yang sah
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perunda
undangan. BPI juga dapat memperoleh bantuan d
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan ¢
Belanja Negara dan/atau anggaran pendapadan
belanja daerah yang bersifat hibah sesuai deni
ketentuan perundangindangan. Adapur
Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggs
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau angge
pendapatan dan belanja daerah wajib diaudit ol
akuntan publikdan diumumkan kepada masyaraka|

Ubah
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NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
ketentuan peaturan perundang Berdasarkan keterangan anggota Pokja Perfilr
undangan. pada kegiatan Konsinyering Penyusunan Lapd
Akhir Pokja Perfilman, dalam praktiknya BPI tic
(3) Pengelolaan dana vyar mengelola dana sebagaimana diatur oleh pasal 70
bersumber dari non Anggara No. 33/2009. Hal ini mengdiatkan dana hibah suli
Pendapatan dan Belanja Nega untuk diaudit oleh akuntan publik dan diumumké
dan nonanggaran pendapatan da kepada masyarakat. Skema hibah juga sulit ur|
belanja daerah wajib diaudit ole diterapkan karena adanya pendapat bahwa de
akuntan publik dan diumumkal hibah tidak dapat digunakan untuk keperlui
kepada masyarakat. operasional. Dana untuk menyelenggarakan kegjic
kegiatan Festival Film Indonesia (FFI) juga ti
diberikan  kepada BPI  melainkan  kepa
Kemendikbud. Diperlukan pengaturan yang te(
mengenai dukungan anggaran kepada BPI terle
lagi jika status kelembagaan BPI diperkuat sehin
memberi kepastian dakejelasan dalam mekanisi]
penganggaran jika alokasi dana tersebut berasal
APBN.
28.| Pasal 74 Disharmoni Kewenangan Ada Pengaturar] Dalam UU Perfilman diatur pula urgensi mengel Ubah
(1) Insan perfilman  haruj Pengaturan mengenai standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh Ins
memenuhi standar kewenangan Perfilman serta tenaga sensor. Namun hal ini dal
kompetensi. yang tidak| implementasinya belum dapat berjalan efektif.
(2) Standar kompetens konsisten/saling
sebagaimana dimaksud bertentangan Dalam Pasal 74 ay#®) dan (3) disebutkan bahw
pada ayat (1) dilakukan melall antar pasall standar kompetensi dilakukan melalui sertifik:
sertifikasi (dalam kompetensi oleh organisasi profesi, lemba

kompetensi.

(3) Sertifikasi kompetensi dilakuke
oleh organisasi

profesi, Lembaga sertifikasi profeq
dan/atau perguruan tinggi.

peraturan yang
sama)

sertifikasi profesi, dan/atau perguruan tinggi.

Padahal, dalam pasal sebelumnya (Pasal 73) di
bahwa  pendidikan dan  pelatihan  twk
pengembangan kompetensi Insan  Perfilm
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dan/atau difasilitasi ol¢

diselenggarakan
Pemerintah dan pemerintah daerah. Banyakr
pihak dalam peningkatan kompetensi Insan Perfiln
pada satu sisi dapat dinilai cukup baik dalam ran

peningkatan  partisipsi =~ masyarakat  untul
memajukan Perfilman, tetapi pada sisi lain hal ini jt
dapat berisiko memunculkan adanya perbeda
hasil/standar kompetensi Insan Perfilman.

29.

Sumber
perfilman dapat diperoleh dari:
a. pemerintah melalui Anggarar,

Pasal 77

pendanaan untu

Pendapatan dan Belanja Nega
serta  pemerintah  daeral
melalui anggaran pendapata
dan belanja daerabh;

. masyarakat melalui berbag:
kegiatan;

. kerja sama yang salin
menguntungkan;

. bantuan luar negeri yang tida

mengikat; dan/atau

. sumber &in yang sah
berdasarkan ketentuar
peraturan perundang
undangan.

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Aspek
operasional
atau tidaknya
Peraturan

Pengaturan
dalam
peraturan tidak
dapat
dilaksanakan
secara efektif

Terdapat paradigma bahwiilm merupakan urusal
pusat dan bukan urusan daerah. Dalam praktekr
kerja sama dengan Pemda di setiap provi
pengaturannya berbedadeda. Ada beberapa yan
berada di bawah dinas Olahraga, hamun banyak |
yang berada di bawah dinas Pendidikan/Kebaday

Sementara di UU Perfilman ini jelas disampail
bahwa daerah juga punya tugas terk;
pengembangan perfilman. Hal ini membuat bingu
dalam implementasi di lapangan. Pemda pun ti(
bisa, karena rujukan mereka Perda.

Beberapa pejabat daerah, sebenga mereka ingin
membuat film tetapi tidak ada anggarannya.

Tetap

13t




2. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Bahwa apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Wirtttargy Pemajualiebudayaan ini sudah tepat jenisnya

sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundandgangan yang diatur pada Undabgpdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

PerundangUndangan sebagaimana telah diubah dengan Undamgang Nomor 15 Taim 2019 tentang Perubahan atas Unddogdang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundddgdangan dan UndaAgndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Uddaiagg Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundéirglangan.

Pasal 5
Objek Pemajuan Kebudayag
meliputi:
a. tradisilisan;
b. manuskrip;
c. adatistiadat;
d. ritus;
e. pengetahuan tradisional,
f.  teknologi tradisional;
g. seni
h. bahasa;
i. permainan rakyat; dan
j. olahraga tradisional.

Penjelasan Pasal 5 huruf

menyatakan bahwa yang dimakst
dengan "seni" adalah ekspresi artis
individu, kolektif, atau komunal, yan
berbasis warisan budaya maupt
berbasis kreativitas penciptaan bar

yang terwujud dalam berbagal

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Aspek
Ketercapaian
hasil

Ketercapaian
tujuan dari
politik  hukum
pembentukan
peraturan

Butuh kajian efektivitas untuk implementasi da
ketentuan Pasal 5 huruf g.

Tetap

Perlu  kajian lebih
lanjut terkait
efektivitas
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bentuk kegiatan dan/atau medium
Seni antara lain seni pertunjukan, se
rupa, seni sastrdilm, seni musik, dar
seni media.

Pasal 15

membentuk  Sisten
Kebudayaan Terpal
pelaksanaa

(1) Menteri
Pendataan
untuk  mendukung
Pemajuan Kebudayaan.
(2) Sistem Pendataan Kebudaya
Terpadu berisi data mengenai:

a. Objek Pemajuan Kebudayaan;

b. Sumber Daya Manusi
Kebudayaan, Lembag
Kebudayaan, dan pranat
Kebudayaan;

c. sarana dan prasaran

Kebudayaan; dan
d. data lain erkait Kebudayaan.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huru
menyatakan bahwa Data lain terks
kebudayaan seperti cagar buday

museum,film, dan buku.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Aspek
Ketercapaian
hasil

Ketercapaian
tujuan dari
politik  hukum
pembentukan
peraturan

Butuh kajian efektivitas untuk implementasi dé

ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d.

Tetap

Perlu kajian lebih
lanjut terkait
efektivitas




3. UndangUndang Nomor28 Tahun 204 tentang Hak Cipta

Salah satu yang masdlalam obyek pelindungan hak cipta adalah film. Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidang sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat diperfdfjiikksebagai obyek hak cipta dilindungi oleh

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf m UU Nomor 28 Tahamg2dak ipta (UU Hak Cipta)

yakni karya sinematografi.

hubungan dinas,

yang dianggap sebagai Penciy
yaitu instansi pemerintah.

(2) Dalam haCiptaan sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) digunaka
secara komersial, Pencipi
dan/atau Pemegang Hak Terké
mendapatkan  imbalan  dalar
bentuk Royalti.

secara efektif.

NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5) 6 7
1 Pasal 35 Efektivitas Aspek Pengatura Di Indonesia, biasanya pemain film hanya diba Tetap
Pelaksanaan | operasional dalam satu kali dalam kontraknya, yang sering dise
(1) Kecuali diperjanjikan lai| Peraturan atau tidaknya| peraturan tidak| dengan beli putus atas perannya dalam fii Perlu ada
Pemegang Hak Cipta atas cipta] Perundang Peraturan dapat tersebut. Jarang sekali ada pemberian roy| sosialisasi/himbauan
yang dibuat oleh Pencipta dalaj] Undangan dilaksanakan kepada pemain film apabila filmnya diputar ula| kepada para produse

dalam platform lain selain bioskop seperti televi
Netflix, dan aplikastreamingfilm lainnya. Padaha
apabila ada pemberian royalti maka para pem
film masih dapat menikmati hasil karyanya sela
beberapa tahun®

{ SNKrieridé aely3a Gl el y3a R)|
pemberitaan Media Indonesia menjelaskan bah
serial tersebut sudah berakhir pada 2004, narmr
keenam pemain masih menerima 2% (dua pers
dari keuntungan total per tahunnya. Keena
pemain dapat menerima sampai US$ 20 juta |
tahun karena keuntungan tahunan yang diperol

bagiWarner Brosebesar US$ 1 Mili&t.

agar tetap
membayarkan royalt
kepada artis/pemain
film

59 pasal 1 ayat (1) Undatgndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
80 Antonio Rajoli Ginting, Jurnal limiah KebijakalzZiHdzY ® & ¢ L bW! | ' b | |

System for Film Playérg @

+2f dz¥ §

Mp Z

b2Y2N mZ

al NBI

Y| a
HAHM®

{L{¢t9a
Il Ffd yHO

51 hitps://mediaindonesia.com/weekend/206761/wowemeranfriendsmasihdibayarroyalti. Diakse pada tanggal 10 November 2022.

t 9 alegal\Review of The RoyatytProviding D L
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Banyak artis/pemain film yang sudah membinta
puluhan film kemudian hanya dibayar di awal s¢
Sekarang film tersebut nsth ada yang diputar

namun yang mendapatkan uangnya han
produsernya. Akhirnya banyak pemain film du
berjaya, tetapi sekarang sudah karena tidak da
royalti. Sistem pemberian royalti itu harus dibang

Bersama.

4. UndangUndangNomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Materi muatan UndangJndang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak daiR&laya berkaitan erat dengan Undamgdang Nomor

33 Tahun 2019 tentang Perfilman khususnya mengenai serah simpan Karya Rekam.

Pasal 4 ayat (2)

Karya Cetakebagaimana dimaksu
pada ayat (1) diserahkan untu
disimpan di perpustakaan Nasion
dan Perpustakaan Proving
termasuk edisi revisi.

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Kekosongan
Pengaturan

Belum
Pengaturan

adal

Penjelasan Umum pasal 5 UU No. 13 TahulBZ
menyebutkan edisi revisi yang diserahkan o
penerbit adalah perubahan bentuk fisik maupun
Karya Cetak. Sedangkan kemajuan me
komunikasi dan perkembangan teknologi ya
pesat menyebabkan banyak peralih;
bentuk/media suatu Karya Cetak semt
konvensional menjadi bentuk digital. Perlu adan
pengaturan tambahan terkait penyerahan Kar
Cetak serta Karya Rekam yang mengalami peral

bentuk/media ke bentuk digital.

Ubah
Perlu

ditambahkan
pengaturan
mengenai peralihar
bentuk/media ke
bentuk digital pada
karya cetak sertg
karya rekam




pengelolaan hasil serahsimpan
Karya cetak dan Karya Rekam.

(2) Pengelolaan sebagaimat
dimaksud pada ayat (1) melipu
penerimaan, pengadaar
pencatatan, pengolahan
penyimpanan, pendayagunaal
petestarian, dan pengawasan

Karya Rekam dan Karya Cetak pada Perpustaka
Pemerintahan Pusat dan di daerah Provinsi die
dan wajib untuk dilestarikan.

Pasal 15 UU No. 13 Tahun 2018 menegaskan be
Perpustakaan Nasional dan perpustakaan prov
melakukan pengelolaan hasil serah simpan Ke
cetak dan Karya Rekam tidak riya pada
pelestarian tetapi juga meliputi penerimaal
pengadaan, pencatatan, pengolaha
penyimpanan, pendayagunaan dan pengawasar

NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
2 Pasal 5 ayat (1) Efektivitas Aspek Belum ada| Baik Permendikbud 41 Tahun 2019 maupun UU| Ubah
Pelaksanaan | Kekosongan | Pengaturan 13 Tahun 2018 keduanya sassama mengaturl Sebaiknya UU in
Setiap Produsen Karya Rekam yg PUU Pengaturan penyerahan kopjadi Film. Namun sebaiknya U mengatur mengena
memublikasikan Karya Rekam wa mengatur mengenai batasan terkait film yang ak batasan terkait film
menyerahkan 1 (satu) Saling dikelola oleh pusat Pengarsipan Film dengan | yang akan dikelold
rekaman dari setiap judul Kary yang akan dikelola oleh Perpustakaan Nasional | oleh pusat
Rekam  kepada  Perpustaka:s Perpustakaan Provinsi agar tidak terjadi perbedq Pergarsipan Film
Nasional dan 1 (satu) Salin: pemahaman di lapangan. Selaitu Perpusnas dengan film yang
kepada Perpustakaan Proving sebaiknya melakukan sosialiasi kepada pell akan dikelola oleh
tempat domisili Produsen Kary usaha mengenai serah simpan Karya Rel Perpustakaan
Rekam mengingat adanya sanksi yang diberikan jika ha| Nasional dan
dilanggar. Perpustakaan
Provinsi agar tidah
terjadi perbedaan
pemahaman di
lapangan
3 Pasal 15 Efektivitas Aspek Belum adal UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tental Perlu  penyesuaial
Pelaksanaan | Kekosongan | Pengaturan Pemerintahan Daerah mengatur Pembagian Uru| pembagian  urusan
(1) Perpustakaan Nasional d¢ PUU Pengaturan Pemerintahan Bidang Perpustakaan sub uru| bidang perpustakaar
perpustakaan provinsi melakuka Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Ki di pemerintahan

pusat maupun daeral
provinsi yang tidak
terbatas pada urusar

pelestarian sajg
melainkan juga
urusan penerimaan
pengolahan,

penyimpanan,
pendayagunaan dal
pengawasan  Kary
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Perlu penyesuaian pembagian urusan bidg
perpustakaan di pemerintahan pusat maupi
daerah provinsi yang tidak terbatas madirusan
pelestarian melainkan juga urusan penerimai
pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan (
pengawasan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Cetak
Rekam

dan Karyq

5. UndangUndang Nomor 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada KemeRtenididikan, Pengajaran dan Kebudayaan

1 Pasal 1

Urusan penilikan pilem dimasukke

tugaskewajiban Kementeriar
Pendidikan, Pengajaran de
Kebudayaan

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Relevansi
dengan situas
saat ini

Berdasarkan dinamika perkembangan nege
diperlukan adanya revitalisasi ekosistem perfilm
Indonesia, yaitu perlu ada perubahan jika K
melihat perkembangan fungsi perfilman saat i
Dikarenakan masih adanya UU ini, maka uru
perfilman masih dan selalu berada dalam urus
kebudayaan, vyaitu di bawah kewenang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
Teknologi. Padahal di sisi lain urusan perfiln
bukan hanya terkait dengan ketlayaan, namun
juga terkait dengan unsur ekonomi, kesejahtera

dan lainnya.

Ubah

6. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

UndangUndang ini dibentuk untuk mengatur terkait penyiaran yang didasapaata Pancasila dan UUD Negara Rl 1945 dengan asas manfaat, adil dan

merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Penyiaggardisatedengan tujuan untuk
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memperkukuh integrasi nasiondkrbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan
umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri peloriaga. In

Rekomendasi dari BPI: Melakukan revisi fundamental terhadap UU 32/2002 tentang Penyiaran, baik dari sisi pengaturan o@erasioaapun pemberian
kewenangan kepada KPI sebagai lembaga independen untuk mengatur dan mengawasi konten OTT. Selain Itugdgay@eperubahan UU terkait media digital

yang terus berkembang hingga saat ini.

NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI

1 2 3 4 5 6 7

1. Pasal 16 Ketentuan Pasal 16 Undatndang Nomor 32 Ubah

Tahun 2002 tentang Penyiaran diubah dalam P

(1) Lembaga Penyiaran Swas 72 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta K
sebagaimana dimaksud dala sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13 ayat (2Zpuruf b adalah (1) Lembaga Penyiaran Swastaebagaimana
lembaga penyiaran yang bersif| dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21 huruf
komersial berbentuk badan hukur adalah lembaga penyiaran yang bersi
Indonesia, yang bidang usahan komersial berbentuk badan hukum Indoneg
hanya menyelenggarakan ja: yang bidang usahanya menyelenggarakan j
penyiaran radio atau televisi. penyiaran radio atau televisi.
(2) Warga negara asing dilaral (2) Warga negara asing dapat menjadi pengu
menjadi  pengurus  Lembag Lembaa Penyiaran Swasta sebagaime
Penyiaran Swasta, kecuali tuk dimaksud pada ayat (1) hanya untuk bida
bidang keuangan dan bidar keuangan dan bidang teknik.
teknik.

2. Pasal 25 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 25 UU Penyiar{ ubah

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagain

(@8] Lembaga Penyiarg dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf
Berlangganan sebagaimal merupakan lembaga penyiaran berbent
dimaksud dalam Pasal 13 ayat | badan hukum Indonesia yang bidang usaha
huruf d merupakan lembag; menyelenggarakan jasa penyiari
penyiaran  berbentuk badan berlangganan dan wajib terlebih dahu
hukum Indonesia, yang bidar memperoleh izin penyelenggaraan penyiar
usahanya hanyé berlangganan.




menyelenggarakan jasa penyiar;
berlangganan dan wajib terlebi

dahulu memperoleh izir
penyelenggaraan penyiara
berlangganan.

(2) Lembaga Penyiara
Berlangganan sebagaimar
dimaksud dalam ayat (1
memancaluaskan atau

menyalurkan materi siaranny
secara khusus kepada pelangg
melalui radio, televisi, muki
media, atau media informas

)

Lembaga PenyianaBerlangganan sebagaima
dimaksud pada ayat (1) memancarluaskan a
menyalurkan materi siarannya secara khug
kepada pelanggan melalui radio, televi
multimedia, atau media informasi lainnya

lainnya.

Pasal 33 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 33 UU Penyi|l ubah
menjadi:

(1) Sebelum menyelenggarakar (1) Penyelenggaraan penyiaran dap

kegiatannya lembaga penyiarg
wajib memperoleh izin
penyelenggaraan penyiaran

(2) Pemohon izin wajil
mencantumkan nama, visi, mig
dan format siaran yang aka
diselenggarakan serta memenu
persyaratan sesuai denge
ketentuan undangundarg ini.

3) Pemberian izin
penyelenggaraan penyiara
sebagaimana dimaksud dalam ay
(1) berdasarkan minat

)

®)

diselenggarakan setelah memenuhi Perizir
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
Lembaga penyiaran wajib membayar big
Perizinan Berusaha sebagaimana dimak
pada ayat (1) diatur berdasarkan zona dae
penyelenggaraan penyiarayang ditetapkan
dengan parameter tingkat ekonomi setiap zo
daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizin
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
diatur dalam Peraturan Pemerintah deng:s
cakupan wilayah siaran penyelenggara

penyiaran dapat meligti seluruh Indonesia




kepentingan dan kenyamana

publik.
(4) lzin dan perpanjangan iz
penyelenggaraan penyiara

diberikan oleh negara seteld
memperoleh: amasukan dan has|
evaluasi dengar pendapat antal
pemohon dan KPI; b. rekomende
kelayakan penyelenggarae
penyiaran dari KPI; c¢. hag
kesepakatan dalam forum rape
bersama yang diadakan khusi
untuk perizinan antara KPI de
Pemerintah; dan d. izin alokedan
penggunaan spektrum frekuen
radio oleh Pemerintah atas usul K
(5) Atas dasar hasil kesepakat
sebagaimana dimaksud dalam ay
(4) huruf ¢, secara administratif iz
penyelenggaraan penyiara
diberikan oleh Negara melalui KF
(6) lIzin penyelenggraan dan
perpanjangan izir
penyelenggaraan penyiaran waj
diterbitkan paling lambat 30 (tigi
puluh) hari kerja setelah ad
kesepakatan dari forum rape
bersama sebagaimana dimaksi

dalam ayat (4) huruf c.
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(7) Lembaga penyiaran wajl
membayar izin penyelggaraan
penyiaran melalui kas negara

(8) Ketentuan lebih lanjul
mengenai  tata cara  dal
persyaratan perizinar
penyelenggaraan penyiara
disusun oleh KPI  bersam
Pemerintah

Pasal 34

1) lzin penyelenggaraan penyiare
diberikan sebagai berikut: a. iz
penyelenggaraan penyiara
radio diberikan untuk jangki
waktu 5 (lima) tahun; b. izi
penyelenggaraan penyiara
televisi diberikan untuk jangk
waktu 10 (sepuluh) tahun

2) Izin sebagaimana dimakst
dalam ayat (1) huruf a dan hurt
b masingmasing dapat
diperpanjang

3) Sebelum memperoleh izin teta
penyelenggaraan  penyiarai
lembaga penyiaran radio waiji
melalui masa uji coba siara
paling lama 6 (enanfjulan dan
untuk lembaga penyiaral

televisi wajib melalui masa u

Dicabut oleh UU Cipta Kerja

Cabut

14t




4)

5)

(6) Izin penyelengaraan penyiaran

coba siaran paling lama 1 (sat
tahun

Izin penyelenggaraan penyiare
dilarang dipindahtanganka
kepada pihak lain

Izin penyelenggaraan penyiarg
dicabut karena: a. tidak lulu
masa uji cobaiaran yang telal
ditetapkan; b. melangga
penggunaan spektrun
frekuensi  radio  dan/atau
wilayah jangkauan siaran yar
ditetapkan; c. tidak melakuka|
kegiatan siaran lebih dari
(tiga) bulan tanpa
pemberitahuan kepada KPI; i
dipindahtangankan kepad
pihak lain; e. melangga
ketentuan rencana dasar tekni
penyiaran dan persyarata
teknis perangkat penyiarar
atau

f. melanggar ketentuar
mengenai standar progran
siaran setelah adanya putuse
pengadilan yang memperole
kekuatan hukum tetap

dinyatakan berakhir karen;
habis masa izin dan tida

diperpanjang kembali

14¢€




Pasal 36

(1) Isi siaran wajib mengandun
informasi, pendidikan, hiburan
dan manfaat untuk
pembentukan intelektualitas,
watak, moral, kemajuan
kekuatan bangsa, menjag
persatuan dan kesatuan, sert
mengamalkan nilanilai agamal
dan budaya Indonesia

(2) Isi siaran dari jasa penyiare
televisi, yang diselenggarake
oleh Lembaga Penyiaran Swa
dan Lembaga Pergrian Publik,
wajib  memuat  sekurang
kurangnya 60% (enam pulu
per seratus) mata acara yar
berasal dari dalam negeri

(3)Isi siaran wajib memberika
perlindungan dan
pemberdayaan kepadi
khalayak khusus, yaitu ana
anak dan remaja, denga
menyiarkan mata acara apa
waktu yang tepat, dan lembag

penyiaran wajib)
mencantumkan dan/atau
menyebutkan klasifikas

khalayak sesuai dengan i

siaran

Efektivitas
Pelaksanaan
PUU

Aspek
Penegakan
Hukum

Ayat (1) dan (3) UndarAdndang ini memberikar
penjelasan terkaittujuan penyiaran yaitu untuk
memperkukuh integritas nasional, membina wat
dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaky
mencerdaskan kehidupan bangsa, memajul
kesejahteraan umum dalam rangka membang
masyarakat serta berfungsi sebagai sarana keqi
komunikasi massa sebagai media informg
Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol d
perekat sosial.

Terlihat fungsi penyiaran cukup penting unt
membangun suatu bangsa bagaimana penyia
membentuk jati diri dan sebagai sumber informa

Oleh karma itu pembatasan terhadap isi siaran d
waktu siaran perlu diterapkan untuk menjam
kualitas siaran. Perlu adanya sanksi tegas
Komisi Penyiaran Indonesia terkait peld
penyiaran yang masih menampilkan tayangan y
kurang sesuai dengan tujuan damgsi penyiaran
Pembatasan terhadap waktu siaran juga pe
diterapkan karena masih ditemui siaran ya
melanggar norma sosial dan ditayangkan di wa
yang dapat diakses anak di bawah umur.

Ubah




(4)Isi  siaran  wajib  dijagi
netralitasnya dan tidak bolel
mengutamakan  kepentinga
golongan tertentu

(5) Isi siaran dilarang: a. befai
fitnah, menghasut,
menyesatkan dan/atau bohong
b. menonjolkan unsul
kekerasan, cabul, perjudiarl
penyalahgunaan narkotika dar
obat terlarang; atau
mempertentangkan suku
agama, ras, dan antargolonga

(6) Isi siaran dilarang
memperolokkan,
merendahkan, melecehka
dan/atau mengabaikan nilai
nilai agama, martabat manusi
Indonesia, atau  merusa
hubungan internasional

Pasal 55

Sanksi Administratif

1) Setiap orang yang melangge
ketentuan sebagaimani
dimaksud dalam Pasal 15 ay
(2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal
Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pe
28, Pasal 33 ayat (7), Pasal
ayat (5) huruf a, huruf ¢, huruf ¢

dan huruf f, Pasal 36 ayat (Z

Ketentuan Pasal 55 UBenyiaran diubah oleh U

Cipta Kerja menjadi:

1) Setiap orang yang melanggar ketentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasa
ayat(21, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24,Pasal 2¢
(2), Pasal 27, Pas28, Pasal 33 ayat (1), Pasal
ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), |
36 ayat (41, Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat
Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46
(3), Pasal 46 ayat (6), Pasal 46 ayat (7), Pas

Ubah
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ayat (3), damayat (4), Pasal 3!
ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pa
44 ayat (1), Pasal 45 ayat (]
Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ay
(8), ayat (9), dan ayat (11
dikenai sanksi administratif.

2) Sanksi administrati
sebagaimana dimaksud dala
ayat (1) dapat berupa: a
teguran tertulis; b. penghential
sementara mata acara yan
bermasalah setelah melalt
tahap tertentu; c. pembatasal
durasi dan waktu siaran; c
denda administratif; e,
pembekuan kegiatan siara
untuk waktu tertentu; f. tidak
diberi perpanjangan izir
penyelenggaraan penyiaran; ¢

pencabutan izin
penyelenggaraan penyiaran
3) Ketentuan lebih lanjut

mengenai tata cara dal
pemberian sanksi administrat
sebagaimana dimaksud dala
ayat (1) dan ayat (2) disust
oleh KPI bersama Pemerintah,

ayat (8), Padal6 ayat (9), Pasal 46 ayat (10), af
Pasal 46 ayat (11) dikenai sanksi administratif.
2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud p
ayat (1) dapat berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Penghentian sementara mata acara y3a
bermasalah setelah melalui tah#grtentu;
c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
Denda administratif
e. Pembekuan kegiatan siaran untuk wak
tertentu;
f. Tidak diberi perpanjangan Perizinan Berusg
penyelenggaraan penyiaran; dan/atau

o

g. Pencabutan Perizinan Berusa
penyelenggaraan penyiaran
3) Ketertuan lebih lanjut mengenai kriteria

jenis, besaran denda, dan tata cara pengeng
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pz
ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjal
paling lama 5 (lima) tahui

Ketentuan Pasal 57 UU Penyiaran diubah den
UU Cipta Kerja menjadi

(1) Setiap orang yang melanggar ketenty
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

Ubah




dan/atau denda paling banya

Rp.1.000.000.000,00 (satu mili

rupiah) untuk penyiaran radio da

dipidana dengan pidana penjal
paling lama 5 (lima) tahu
dan/atau denda paling banya

Rp.10.000.000.000,00  (sepult

miliar rupiah) untuk penyiaran

televisi, setiap orang yang:

a. melanggar ketentuar
sebagaimana dimaksud dala
Pasal 17 ayat (3);

b. melanggar ketentuar
sebagaimana dimaksud dala
Pasal 18 ayat (2);

c. melanggar ketentuar
sebagaimana dimaksud dala
Pasal 30 ayat (1);

d. melanggar ketentuar
sebagaimana dimaksud dala
Pasal 36 ayat (5);

b. e. melanggar ketentuat
sebagaimana dimaksud dala
Pasal 36 ayat (6)

Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) }
dilakukan untuk penyiaran radio dipidana deng
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tah
atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000
(satu miliar lima rads juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) Y
dilakukan untuk penyiaran televisi dipidana deng
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun at
denda paling banyak Rp 10.000.000.000,
(sepuluh miliar rupiah).

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjal
paling lama 2 (dua) tahun dan/ata
denda paling banyal
Rp.500.000.000,00 (lima ratus ju

rupiah) untuk penyiaran radio da

Ketentuan Pasal 58 diubah oleh UU Cipta K
menjadi:

(1) Setiap Orang yang melanggar Kketentug
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 aya
untuk penyiaran radio dipidana dengan pida
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/at

Ubah
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dipidana denganpidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/ata
denda paling banyal
Rp.5.000.000.000,00 (lima mili;
rupiah) untuk penyiaran televis
setiap orang yang:

a.

melanggar ketentuar
sebagaimana dimaksud dala
Pasal 18 ayat (1);
melanggar ketentuar
sebagaimana dimaksud dala
Pasal 33 ayat (1);
melanggar ketentuar
sebagaimana dimaksud dala
Pasal 34 ayat (4);
d. melanggar ketentuar
sebagaimana dimaksud dala
Pasal 46 ayat (3).

denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (li
ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang melanggar Kketentug
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 aya
untuk penyiaran televisi dipidana dengan pida
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/at;
denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (I
miliar rupiah).

Diantara Pasab0 dan Pasal 6]

Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (g
Pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sek
berikut:

Pasal 60A

(1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksana
dengan mengikuti perkembangan teknolo
termasuk migraspenyiaran dari teknologi analo
ke teknologi digital

(2) Migrasi penyiaran televisi terrestrial da
teknologi analog ke teknologi digital sebagaimg
dimaksud pada ayat (1) dan penghentian sia

analog (analogswitch of) diselesaikan palin
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PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI

2 3 4 5 6 7

lambat 2 (da) tahun sejak mulai berlakuny
UndangUndang ini

3 Ketentuan lebih lanjut mengenai migra
penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dinilai dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Uittadeng Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana
diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang &{ptéa ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan percunuidenggan yang diatur
pada UndandgJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perwtffadgngan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undhrdang
Nomor 13Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undamdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruthétadangan.

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak Pada 76 UU, salah satunya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenag@keg&anjaitbengubah
31 pasal, menghapus 29 pasal, dan menyisipkan 13 pasal baru dalam UU Ketenagakerjaan. Ada 10 dampak UU Cipta Kerja kestertegakerjaan. Pertama,
kendati sebagian pasalnya terdampak UU Cipta Kerja, tapi UU Ketenagakerjaan tetkp beblagai hukum positif. Kedua, sebagian kaidah UU Ketenagakerjaan
mengalami perubahan. Ketiga, ketentuan UU Ketenagakerjaan yang dihapus UU Cipta Kerja otomatis tidak berlaku. Keeaigeth, Dilhketenagakerjaan diubah,
yang digunakan sebagai pedomgakni ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Kelima, mengubah besaran pesangon. Keenam, memperlemah, memperkuat, dan menata
ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, misalnya soal pesangon, kompensasi untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKW Tielakudam pewutusan hubungan
kerja (PHK). Ketujuh, berpotensi menimbulkan konflik dalam proses perubahan peraturan perusahaan (PP) atau perjangasakesjdR?KB). Kedelapan, sebagian
peraturan pelaksana UU Ketenagakerjaan akan mengalami perubahan. Kesembildmptga peluang peralihan hubungan kerja dari pekerja penerima pekerjaan

(vendor) menjadi pekerja pada perusahaan pemberi pekerjaan. Sepuluh, untuk membaca UU Ketenagakerjaan harus berdampgindgld Ggoig Kerja.



Bab VI Efektivitas Aspek Adanya Penggunaan TKA sebagai pekeffigm pada| Ubah
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pelaksanaan | pengawasan | instrumen prakteknya harus dilakukan pengawasan yang ki
Peraturan monitoring dan| dan selektif sesuai dengan peraturan perundal Perlu kajian lebih lanju
Pasal 42 s.d. 49 Perundang evaluasi. undangan. Dalam hal ini, pengaturan lebih lan terkait efektivitas
Undangan terkait penggunaan TKA ini sudah diatur dalam| pengawasan
No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA. | penggunaan TKA
sebagai pekerja film.
Bab X Efektivitas Aspek Ketercapaian Dibutuhkan pengawasan dan perlindungan dalj Ubah
Perlindungan, Pengupahan, d§ Pelaksanaan | Ketercapaian | tujuan dari| pelaksanaan kerja dari kelompok penyande
Kesejahteraan Peraturan hasil politik  hukum| cacat, anak, dan perempuan. Masih ditemuk Perlu kajian lebih
Perundang pembentukan adanya pelanggaran misalnya kelebihan wal lanjut terkait
Pasal 67 s.d. Pasal 101 Undangan peraturan kerja bagkelompok tersebut. efektivitas
pengawasan
kelompok
penyandang cacat,
anak, dan
perempuan.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan daateri muatan yang diatur, maka Undabipdang Sistem Pendidikan Nasional sudah tepat jenisnya sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undddgdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perwnmi#anggan sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Undatidndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Ubdaiagg Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundabgdangan.



UndangUndang Nomor 20 Tahun 20(
Tentang Sistem Pendidikan Nasio

Membicarakan perfilman secara kompeheren
harus dimulai dari hal paling penting yakni ins
perfilman (SDM). SDM yang baik menjadi sebi
anak tangga pertama bila ingimenciptakan
ekosistem perfilman nasional yang ba
Mewujudkan SDM perfilman yang berkualit
dilakukan dengan pengembangan kompete
melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, d:
sebagainya. Pemerintah sedang menyusun renc
induk perfilman nasionalang diamanatkan olel
UndangUndang Nomor 33 Tahun 2009 tental
Perfilman. Rencana induk tersebut akan menj
perencanaan kebijakan di bidang perfilmi
nasional untuk jangka waktu beberapa tahun
depan. Untuk mewujukan SDM perfilman ya
berkualitas melkui pendidikan, make
direkomendasikan agar Undatindang Sisten
Pendidikan Nasional menjadi konsiderans dal

rencana induk perfilman nasional tersebut.

Direkomendasikan agd
UndangUndang Sisten
Pendidikan  Nasiong
menjadi  konsiderang
dalam rencana indul
perfilman nasional.

9. UndangUndang Nomor20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Ubddagg Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini sudah tepat

jenisnyasesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundamgangan yang diatur pada Undablgpdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

PerundangUndangan sebagaimana telah diubah dengan Undamgang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Ypadadang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundddgdangan dan UndaAgndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Uhbhetagng Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundéirglangan.
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UndangUndang Usah#likro, Kecil dan Menengah secara spesifik memang tidak mengatur secara khusus mengenai perfilman namun terdapat beberapa hal
yang perlu di cermati dari UU UMKM kaitannya dengan perfilman.

A. Promosi Dagang/Pemasaran

Salah satu usaha Pemerintah dan PematinDaerah menumbuhkan Iklim Usaha yaitu dengan menetapkan peraturan perunddaggan dan kebijakan
yang meliputi aspek salah satunya yaitu promosi dagang, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf a UU UMKMngankpirfllman, perfilman
merupakan salah satu media yang efektif untuk mempromosikan produk usaha mikro kecil dan menengah baik di dalam dan inengéggat jangkauan dari film
yang saat ini tidak hanya dapat dinikmati di layar konvensional melainkan juga dapat di nikmati lawgdedan Over The Top (OTT) platform ataupun platform online
lainnya.

Berdasarkan hasil survey dari BPS dalam Hasil Survei Kegiatan Usaha Pada Masa PandénTia@avic?021, disebutkan bahwa salah satu permasalahan
yang siginifikan yandialami oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) pada masa pandemi-t&weitu pemasaran. Kendala pemasaran mencapai angka 59,05 % yaitu lebih
dari setengah kendala UMK yang lain yaitu tagihan mencapai 29,30 % serta Hutang 26,59 %. Lebih lanjut dalam hgs su@elzB I RA & YLI A1 LYy a{ ST A
10 responden usaha industri pengolahan dan jasa perusahaan mengalami kendala pemasaran dan sekitar 4 dari setiap 10ussporedemodasi dan makan
YAYydzy YSy3lLttrYA @SyREEF &ly3 al Yl ¢

Melihat data tersebutmaka pemasaran merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan dalam rangka pengembangan UMKM. Industri
perfilman yang saat ini semakin dinamis dengan hadirnya platform online dapat dengan mudah mempromosikan produk UMKMpahtdk kegahuioleh
masyarakat luas. Kerjasama antara industri perfilman dengan UMKM dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dapatrjasdaha pemasaran produk
UMKM melalui properti, wardrobe, maupun produk yang memilik indikasi geografis. Produk yantijkiviedikasi geografis selain menjadi nilai tambah dari produk
yang dihasilkan namun juga dapat menjadi nilai tambah bagi suatu daerah yang memiliki indikasi geografis atau bahkaan itncserediri untuk dapat dikenal di
dunia internasional.

B. AksesPembiaayan

Pembiayaan merupakan salah satu unsur yang penting dalam pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Mengingat beberapa tahan bélbidomesia

ikut terkena imbas pandemi covit® yang melanda seluruh dunia. Jika melihat data dari BPS dalanSttasil Kegiatan Usaha Pada Masa Pandemi -@8vighun

2 t {3 4l t&aArt {dNBSA Hnum YSIAMé EyhmnZAMEF t+FRE alal tFyRSYA /2@AR
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2021, upaya mengatasi kendala usaha menurut skala usaha pada masa pandemi covid 19 berbeda antara skala usaha mikp dacilfédtia Menengah Besar

(UMB). UMB dalam mengatasi kendala usaha leiémilih untuk mengurangi beban operasional usaha sedangankan UMK lebih memilih untuk berhutang dalam

menjaga operasional usahanya tetap berjalan. Lebih lanjut dari Survei Kegiatan Usaha Pada Masa PandE3mi @mnd2021 menyatakan bahwa bantuan modal

usaha menjadi bantuan yang paling dibutuhkan dan diharapkan oleh responden usaha mikro kecil (UMK).

Pasal 14

(1) Aspek promosi dagang sebagaima
dimaksud dalam Pasalagat (1) huruf

g, ditujukan untuk:
a. meningkatkan

promosi produ

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengg
di dalam dan di luar negeri;

. memperluas sumber pendanag
untuk promosi produk Usah
Mikro, Kecil, dan Menengah ¢
dalam dan di luar negeri;

. memberikaninsentif dan tata carg

pemberian insentif untuk Usah
Mikro, Kecil, dan Menengah yar
mampu menyediakan pendanag
secara mandiri dalam kegiatg
promosi produk di dalam dan ¢
luar negeri; dan

. memfasilitasi pemilikan hak atg
kekayaan intelektual atas proHuy
dan desain Usaha Mikro, Kecil, d
Menengah dalam kegiatan usat

dalam negeri dan ekspor.

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Aspek
Ketercapaian
hasil

Ketercapaian
tujuan dari
politik  hukum
pembentukan
peraturan

Salah satu usah@emerintah dan Pemerintal
Daerah menumbuhkan Iklim Usaha yaitu deng
menetapkan peraturan perundangndangan dan
kebijakan yang meliputi aspek salah satunya yi
promosi dagang.

Terkait dengan perfilman, perfilman merupaki
salah satu media yang efektif untuk
mempromosikan produk usaha mikro kecil d
menengah baik di dalam dan luar negeri ses
dengan pengaturan pasal 14 ayat (1) huruf
UndangUndang UMKM ini.

Tetap
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NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
2. | Pasal 22 Efektivitas Aspek Ketercapaian Pembiayaan merupakan salah satu unsur y|{ Tetap
Pelaksanaan | Ketercapaian | tujuan dari| penting dalam pertumbuhan dan pengembang
Dalam rangka meningkatkan sumb| Peraturan hasil politik  hukum| UMKM. Mengingat beberapa tahun belakangan
pembiayaan Usaha Mikrdan Usaha Perundang pembentukan | Indonesia ikut terkena imbagpandemi coviel9
Kecil, Pemerintah melakukan upaya:| Undangan peraturan yang melanda seluruh dunia. Jika melihat data ¢

a. pengembangan

. peningkatan

. pengembangan

sumbe
pembiayaan dari kredit perbanka

dan lembaga keuangan buka
bank;

. pengembangan lembaga mod
ventura;

. pelembagaan terhadap transak

anjak piutang;

kerjasama antaf
Usaha Mikro dan Usaha Kec
melalui koperasi simpan pinjar
dan koperasi jasa keuanga
konvensional dan syariah; dan
sumbe
pembiayaan lain sesuai dengsq
ketentuan peraturan perundang
undangan.

BPS upaya mengatasi kendala usaha menurut <
usaha pada masa pandemi covid 19 pada tal
2021 berbeda antara skala usaha mikro kecil (Ul
dan Usaha Menengah Besar (UMB). UMB da
mengatasi kendala usaha lebih memilih unt
mengurangi beban operasional usaha sedangan
UMK lebih memilih untuk berhutang dala
menjaga operasional usahanya tetap berjalan.

Terdapat alternatif pembiayaan baru yang muni
yaitu melalui kekayaan intelektuayang diatur
didalam UndandJndang Nomor 24 Tahun 201
tentang Ekonomi Kreatif yang selanjutnya dia
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undz
Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonc
Kreatif. Peratran Pemerintah Nomor 24 Tahu
2022 tentang Peraturan Pelaksana Undahglang
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kre;
memberikan  pengaturan mengenai  Sker
Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual mel
Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keua
Nonbank serta Penerapan Skema Pembiay:

Berbasis Kekayaan Intelektual.




10.

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan gatgr, maka Undang/ndang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Dan Pemerintahan Daerah ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan penaddaggn yang diatur pada Undabljmdang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentak Peraturan PerundaAgndangan sebagaimana telah diubah dengan Undamgang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruwtitadengan dan Undargndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pathan Kedua
atas UndangJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perutdtadangan.

Terkait dengan Perfilman, Undatundang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahanabarah

UU inidiantaranya mengatur mengenai Penerimaan Pajak yang Diarahkan serta Objek Pajak. Pada pengaturan dalamdardpaimg perlu diatur secara tegas pada

rumusan undangindang mengenai penerimaan pajak yang diarahkan penggunaanyashiiasialam kegiatan péiman di daerah.

NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI

1 2 3 4 5 6 7

1. Pasal 86 Penilaian Penggunaan Tegas Bahwa pada pasal 4 ayat 2 dirumuskan bahwa | Ubah

Kejelasan bahasa, GOHU t Idigundut okeh pgralerintah

Hasil penerimaan atas jenis pajak Rumusan istilah, kata kabupaten/kota Pada ketentuan pasal
berikut: terdiri atas: 86 perlu ditambah
a. PKB dan Opsen PKB; a. PBEP2; ketentuan jenis pajak
b. PBJT atas Tenaga Listrik; b. BPHTB; PBJT atas jasa
c. Pajak Rokok; dan c. PBJT; kesenian dan Hiburan
d. PAT, d. Pajak Reklame; guna dapat
baik bagiarprovinsi maupun bagian e. PAT, dialokasikan untuk
kabupaten/kota f. Pajak MBLB; mendanai kegiatan di

dapat dialokasikan untuk mendanai
kegiatan yang telah ditentukan
penggunaannya.

g. Pajak $arang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan
i. Opsen BBNKB.

dan pada pasal 50 dirumuskan

0Objek PBJMmerupakan penjualan, pgerahan,
dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yan
meliputi:

daerah terkait
kemajuan perfilman
di daerah.

15€




a. Makanan dan/ atau Minuman;

b. Tenaga Listrik;

c. Jasa Perhotelan;

d. Jasa Parkir; dan

e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Dimana objek pajak tersebut termasuk jasa
kesenian dan hiburanermasuk tontonan film
sebagaimana dirumuskan pada pasal 55. Namui
pada pasal 86 hasil penerimaan PBJT atas jasa
kesenian dan Hiburan tidak dirumuskan pada
ketentuan untuk diarahkan penggunaanya. Dim3
pada pasal 86 tersebut yang diatur halBRJT atas
tenaga listrik.

11. UndangUndang Nomor 7 Tahun 202&ntang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Bahwa apabildilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Uxdiadeng Harmonisasi Perpajakan ini sudah tepat jenisnya
sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundandangan yangliatur pada UndangJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
PerundangUndangan sebagaimana telah diubah dengan Undamgang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UAdadgng Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perungddndangan dan UndaAgndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Uddaiagg Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundéahglangan.
UndangUndang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan mengubah antara lain {Uhdtamgy Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat Atas Undargndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur ketentuan perfilman pada Pasal 4 ayat.(1) huruf h



Pasal 4 ayat (1) huruf h Undan

Undang Nomor 36 Tahun 200
tentang Perubahan Keempat Ata
UndangUndang Nomor 7 Tahui
1983 tentang Pajak Penghasilg
menyatakan yang menjadi obje
pajak adalah penghasilan, yaitu seti
tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Waji
Pajak, baik yang berasal dq
Indonesia  maupun dari lua
Indonesia, yang dapat dipakai untt
konsumsi atau untuk menamba
kekayaan Wajib  Pajak vyan
bersangkutan, dengan nama da
dalam bentuk apa pun, termasuk:
royalti atau imbalan atas penggunas
hak.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf

tercantum  pada Penjelasat
UndangUndang Harmonisas
Perpajakan yang menyebutkarn

bahwa Royalti adalah suatu jumlg
yang dibayarkan atau terutan
dengan cara atau perhitungaapa
puh, baik dilakukan secara berk3
maupun tidak, sebagai imbalan atg
1. penggunaan atau ha

menggunakan hak cipta di bidan

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Aspek
Ketercapaian
hasil

Ketercapaian
tujuan dari
politik  hukum
pembentukan
peraturan

Butuh kajian efektivitas untukmplementasi dari
ketentuan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huru
angka 5 terkait penggunaan atau h,
menggunakan film gambar hidumétion picture
films), film atau pita video untuk siaran televis
atau pita suara untuk siaran radio;

Tetap

Perlu kajian

lanjut
efektivitas

lebih
terkait
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kesusastraan, kesenian atau kar
ilmiah, paten, desain atau mode
rencana, formula atau proses rahas
merek dagang, ataubentuk hak
kekayaan intelektual/industrial atal
hak serupa lainnya; 2. pengguna
atau hak menggunaka
peralatan/perlengkapan  industrial
komersial, atau ilmiah; 3. pemberia
pengetahuan atau informasi ¢
bidang ilmiah, teknikal, industria
atau komersigl 4. pemberian
bantuan tambahan atau pelengka
sehubungan dengan pengguna
atau hak menggunakan hddak
tersebut pada angka 1, pengguna
atau hak menggunakan peralatan
perlengkapan tersebut pada angka
atau pemberian pengetahuan ata
informasi terselot pada angka 3
berupa: a) penerimaan atau hg
menerima rekaman gambar ata
rekaman suara atau keduanya, ya
disalurkan  kepada  masyarak
melalui ' satelit, kabel, serat optik
atau teknologi yang serupa; K

penggunaan atau hak menggunak
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rekaman gambaatau rekaman suarg
atau keduanya, untuk siaran telev
atau radio yang
disiarkan/dipancarkan melalui satel
kabel, serat optik, atau teknolog
yang serulpa; c) penggunaan atau h
menggunakan sebagian atau selur
spektrum radio komunikasi 5.
penggunan atau hak menggunakat
film gambar hidup fnhotion picture
films), film atau pita video untuk
siaran televisi, atau pita suara untu
siaran radi dan 6. pelepasal
seluruhnya atau sebagian hak ya
berkenaan dengan penggunaan at
pemberian hak kekayaan ilektual/
industrial atau halhak lainnya
sebagaimana tersebut di atas.

12. UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Bahwa apabilalilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka UndiatgngKeimigrasiarnni sudah tepat jenisnya sesuai
dengan ketentuan mengenai peraturan perundamglangan yang diatur pada Undablmpdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentuRaraturan Perundang
Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undamdang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UAdadgng Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundahtpdangan dan UndarAgndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang PerulmaKa&dua atas Undarigndang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundadgdangan.
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ke Wilayah Indonesia dalam rang|
kunjungan tugas pemerintahar
pendidikan, sosial budaya, pariwisai
bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singg
untuk meneruskan perjalanan ke nega
lain.

Undangan

dilaksanakan
secara efektif

dan aturan adanya jaminan Penjamin sebesar
200.000.000, (dua ratus juta rupiah) yang hal ii
telah diatur dalam Pasal Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia NorB6rTahun
2021 tentang Penjam Keimigrasian

1. | pasal 38 Efektivitas | Aspek Pengaturan Kaitannya dengan industri perfilman yaitu adar| Ubah
Pelaksanaan operasional dalam keluhan terkait permasalahan waktu pembuat;
Visa kunjungan diberikan kepada Ora| Peraturan atau tidaknya| peraturan tidak| Visa yang terlalu lama. Selain itu semuaail
Asing yang akamelakukan perjalanar Perundang | Peraturan dapat yang terlibat syuting film harus ada pendampi

. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undablgdang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Terkait dengan Perfilman, Undatindang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersHis@jaa Tidak Sehat merupakan wujud

perlindungan terhadap pelaku usaha di bidang perfilman. Undémgang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya mengatur

mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha sehiabgédapat menghindari adanya persaingan usaha tidak sehat dalam bidang perfilman.

perorangan ataubadan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atay
bukan badan hukunyang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiats
dalam wilayah hukum negara Repub

Indonesia, baik sendiri  maupu

apakah bisa dipertanggungjawabkan bad
usahanya apabila melakukan pelanggaran a
perbuatan pidana dan dalam penjatuhg
sanksinya juga harus jelas subjek hukumnya vy,
badan usaha yang berbadan hukum.

2. Pasal 1 Angka 5 Penilaian | Penggunaan Tepat Bahwa subjek dalam ada 2 yaitu orang atau ba( Ubah
Kejelasan | bahasa, istilah, hukum.
at St {dz dzaAl Kl ' R Rumusan | kata Bahwa badan usahgang tidak berbadan hukun




Pelakwsaha dilarang membuat
perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya, untuk menolak menjual
setiap barang dan atau jasa dari pelak
usaha lairsehingga perbuatan
tersebut:

a. merugikanatau dapat didugaakan
merugikan pelaku usaha lain;

b. membatasi pelaku @ha lain dalam
menjual atau membeli setiap barang
dan atau jasa dari pasar bersangkutar

kata

Pidana Pokok dimana pada pasal 48 terse
dirumuskan sanksi pidana yang akan dikenal
dari pelanggaran pasal 10 tersebut.

Bahwa Rumusan ketentuan pada pasal 1€ubg
menyebutkan secara tegas dan jelas Perbua
yang termasuk pidana untuk  dapi
dipertanggungjawabkan.

Pada Rumusan pasal 10 ayat 2 tersebut perbug
yang dapat dipertanggungjawabkaeharusnya
adalah perbuatan merugikan bukan perbuat

NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
bersamasama méalui  perjanjian,
menyelenggarakan berbagai
kegiatan usaha dalam bidang ekonom
3. Pasal 4 ayat 2 Kejelasan Penggunaan Konsisten antar| Bahwa rumusan perbuatan dari pasal 4 aya] Ubah
Rumusan bahasa, istilah, | ketentuan tersebut berkolerasi dengan pasal 48 terki
Pelaku usaha patwtidugaatau kata Pidana Pokok dimana padeagal 48 tersebut
dianggapsecara bersamaama dirumuskan sanksi pidana yang akan dikenal
melakukan penguasaan produksi dan dari pelanggaran pasal 4 tersebut.
atau pemasaran barang dan Bahwa Rumusan ketentuan pada pasal 4 he
atau jasa, sebagaimana dimaksud aye menyebutkan secara tegas dan jelas pelaku ¢
(1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelak perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan
usaha atau kelompok pelaku usaha
menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh Pada Rumusan pasal 4 ayat 2 tersepetaku
lima persen) pangsa pasar satu jenis yang dianggap melakukan perbuatan pidar
barang atau jasa tertentu. bisa dikenakan sanksgeharusnya pelaku yan
dapat dipidana adalah pelaku yang secara je
dan tegas melakukan perbuatan Pidana.
4, Pasal 10 ayat 2 Kejelasan Penggunaan Konsisten antar| Bahwa rumusan perbuatan dari pasal 10 ayg Ubah
Rumusan bahasa, istilah, | ketentuan tersebut berkolerasi dengan pasal 48 terk;
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Pelaku usaha patut diduga atau
dianggap melakukan penguasaan ate
produksi dan atau pemasaran barat
dan atau jasa sebagaimana dimaks
dalam ayat (1) apabila:
b.barang dan atau jasa
bersangkutan belum

yan
ady{

kata

Pidana Pokok dimana pada pasal 48 terse
dirumuskan sanksi pidana yang akan dikenal
dari pelanggaran pasal’ ayat 2ersehut.

Bahwa Rumusan ketentuan pada patalayat 2
harus menyebutkan secara tegas dan jelas pel

NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
yang dapat didga akan merugikan , hal tersebi
menumbulkan ketidakpastian penegakan huku
serta rasa keadilan karena pertanggungjawal
pidana harus dikenakan kepagarbuatan yang
2Stra RAfIFIN}Yy3a odaly
RARdAL ¢
5. Pasal 13 ayat 2 Kejelasan Penggunaan Konsisten antar| Bahwa rumusan perbuatan dari pagd ayat 2 | Ubah
Rumusan bahasa, istilah, | ketentuan tersebut berkolerasi dengan pasal 48 terki
Pelaku usaha patut diduga ate kata Pidana Pokok dimana pada pasal #8sebut
dianggap  secara bersamaama dirumuskan sanksi pidana yang akan dikenal
menguasai pembelian atau penerimag dari pelanggaran pasaB ayat 2ersebut.
pasokan sebagaimana dimaksud dal;
ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tig Bahwa Rumusan ketentuan pada patalayat 2
pelaku usaha atau kelompok pelal harus menyebutkan secara tegas dan jelas pel
usaha menguasai lebih dari 75% (tuj dan perbuatan yang dapa
puluh lima pesen) pangsa pasar saf dipertanggungjawabkan.
jenis barang atau jasa tertentu
Dimana @da Rumsan pasall3 ayat 2 tersebut
pelaku yang dianggap melakukan perbuat
pidana bisa dikenakan sanksi, seharusnya pel
yang dapat dipidana adalah pelaku yang sec
jelas dan tegas melakukan perbuatan Pidana.
6. Pasal 17 ayat 2 Kejelasan Penggunaan Konsisten antar| Bahwa rumusan perbuatan dari pasal ayat 2
Rumusan bahasa,stilah, | ketentuan tersebut berkolerasi dengan pasal 48 terki
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NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
substansinya; atau dan perbuatan yang dapa
c. mengakibatkan pelaku usaha la dipertanggungjawabkan.
tidak damt masuk ke dalam DimanaRumusan pasdl7 ayat 2 tersebut pelaky
persaingan usaha barang dan atj yang dianggapmelakukan perbuatan pidana big
jasa yang sama; atau dikenakan sanksseharusnya pelaku yang dap
d.satu pelaku usaha atau sal dipidana adalah pelaku yang secara jelas |{
kelompok pelaku usaha menguas tegas melakukan perbuatan Pidana.
lebih dari 50% (lima puluh persel
pangsa pasar satu jenis barang at
jasa tertentu.
7. Pasal 18 ayat 2 Kejelasan Penggunaan Konsisten antar| Bahwa rumusan perbuatan dari pasd ayat 2
Rumusan bahasa, istilah, | ketentuan tersebut berkolerasi dengan pasal 48 terki
Pelaku usaha patut didugaatau kata Pidana Pokok dimana pada pasal 48 terse
dianggap menguasai  penerimaal dirumuskan sanksi pidana yang akan dikenal
pasokan atau menjadi pembeli tungg dari pelanggaran pasaB ayat Zersebut.
sebagaimanaimaksud dalam
ayat (1) apabila satu pelaku usaha at Bahwa Rumusan ketentugada pasall8 ayat 2
satu kelompok pelaku usaha mengua:s harus menyebutkan secara tegas dan jelas pel
lebih dari 50% (lima puluh persel dan perbuatan yang dapa
pangsa pasar satu jenis barang atau i dipertanggungjawabkan.
tertentu.
DimanaRumusan pasdl7 ayat 2 tersebut pelaky
yang dianggapmelakukan perbuatan pidana big
dikenakan sanksi, seharusnya pelgkng dapat
dipidana adalah pelaku yang secara jelas {
tegas melakukan perbuatan Pidana.
14. UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Dalam UlKepariwisataatidak ditemukan norma pasal per pasal yang berkaitan depgafimantapi terdapat persoalan pada sisi efektivifglaksanaan

peraturan perundangindangan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata dan ekonomi lokahdsiado
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pengejawantahan dari konsdpdup
dalam keseimbangan hubunge
antara manusia dan Tuhan Ya
Maha Esa, hubungan antara manu
dan sesama manusia, dan hubung
antara manusia dan lingkungan;

pariwisata.

Saat ini terdapat 2 unsur yang sekarang men|
permasalahan. Permasalahan utama adalah ur
ekonominya karena tidak ada yang mengury
Dari definisinya, Film adalah karya seni budi
dan seni merupakan subsektor ekonomi krea
Ini adalahisu terbesar yang sering dihadapi ols

NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
1 Kontribusi film terhadap ekonomi lokal | Efektivitas Aspek Dampal Dampak Dari hasil FGD Pokja Perflman di Yogyak| Tetap
Pelaksanaan | Pelaksanaan | terhadap dunia| diketahui bahwa ketika AADC2 rilis (2016),
Pasal 4 Peraturan Peraturan usaha popularitas film tidak mempengarulpariwisata,
Kepariwisataan bertujuan untuk: Perundang terbukti dengan penurunan jumlah wisatawan
a. meningkatkan pertumbuhar Undangan Yogyakarta pada tahun 201
ekonomi; Pengaruh film AADC?2 tidak sebesar filaskar
b. meningkatkan kesejahteraan rakya Pelangi Dampak langsung film terhade
c. X pertumbuhan ekonomi lokal di Yogyakarta han
berlangsung selama tiga atau empat bula
Dampak negatif lainnya adalah sejak rilisnya 1
AADC?2 beberapa tempat semakin popular ¢
ramai sehingga kurang eksklusif. Pengunjung 'y
banyak menyebabkan waktu tunggu yang lamé
restoran/tempat makan tertentu. Tarif kame
hotel ikonik meningkatsecara drastis, sehingg
beberapa tamu mencari alternatif lain.
2 Aspek bisnis/ekonomi dari film Efektivitas Aspek Belum adal Terkait ekonomi kreatif ada 17 subsektor, sa| Ubah
Pelaksanaan Kekosongan | pengaturan satunya adalaffilm. Sudah banyak keluhan dg¢
Pasal 5 Peraturan pengaturan pelaku perfilman terkait dengan regulasi. Saat
Kepariwisataan diselenggarakan deng Perundang Film diurusi oleh 2 Kementerian: vyai
prinsip: Undangan Kemdikbudristekdikti dan Kemenparekraf. Ka
a. menjunjung tinggi norma agama de ke Kemdikbudristekdikti nuansanya buday
nilai budaya sebage sedangkan kalau ke Kemenparekraf bernua




b. menjunjung tinggi hak asasi manus
keragaman budaya, dan kearife

lokal;
c. memberi manfaat untuk
kesejahteraan rakyat, keadilal

kesetaraan, dan proporsionalitas;
d. X o

pembuat/penggiat film yaitu ketika ma
eksploitasi ekonomi, mereka kebingungan dimg
regulasinya. Kalau budaya sudah jelas
Kemdikbud. Ketika dulu zaman Bekraf sebel
gabung menjadi Kemenparekraf disana san
kencang mengurusi film. Dan waktu itu kepg
Bekraf sudah bertemu dengan Mente
Pendidikan Kebudayaan dan sudah disepal
bahwa urusan ekonomi ke Bekraf saja.

Diharapkan kedepannya  UU Perfilm,
diperbaiki/diupdate dengan memasukkan soll
yang dihadapi dlapangan oleh pelaku perfilmati
Jadi yang mengemuka selama ini adalah tidak
K/L yang mengurusi aspek ekonominya. Kalal
Kemdikbudristekdikti itu selalu persoale
kebudayaan apalagi dengan hadirnya UU tent;
Pemajuan Kebudayaan, ini yang perlu @eitkan
ke depannyd?

Pasal 36

(1) Pemerintah memfasilitas
pembentukan  Badan  Promo!
Pariwisata Indonesia yan
berkedudukan di ibu kota negara.

(2) Badan Promosi Pariwisata Indone
sebagaimana dimaksud pada ayat

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Aspek
Kelembagaan

Keberadaan BPPI atau BadRmomosi Pariwisata
Indonesia dipertanyakan. Sebab, sampai saat i
asosiasi yang memiliki peran penting dalar
dunia pariwisata tanah air tersebut tidak juge
berjalan.

Padahal pendirian BPPI ini merupakan aman
UU (Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan). Kemudian, dipertegas lag

Tetap

Perlu dipertimbangkar
pembentukan kembal
BPPI.

%3Dr.Robinson Sinaga, Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif, Kemenparekraf RI. Disampaikan pada&BpatRaki®erfilman 29 Agustus

2022
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merupakan lembaga swastalan
bersifat mandiri.

(3) Pembentukan Badan Promo
Pariwisata Indonesia sebagaima
dimaksud pada ayat (1) ditetapke
dengan Keputusan Presiden.

dengan diterbitkannya Keputusan Presidel
(Keppres) Nomor 22 tahun 2011 tentang Bada
Promosi Pariwisata Indonesia.

Posisi Indonesia yang tidak memiliki badal
khusus untuk promosi pariwisata. Indonesii
tertinggal dari negara Asean lain, seperti
Singapura, Malaysia dan Thailand yang saat
memiliki badan tersebut. Dahulu BPPI pernal
ada sebelum dibubarkan pada 2014 denga
alasan pengurangan jumlah badan di bawa
kementerian. Tentu alasan ini  cukug
dipertanyakan, &rena tidak lagi ada badan yang
khusus menjembatani proses promosi produl
pariwisata Indonesia ke luar negeri,
Dalam hal ini, BPPI memiliki tugas meningkatke
citra pariwisata Indonesia di luar negeri,
memacu kunjungan wisman dan wisnus sert
meningkatkanpendapatan devisa dari sektor
pariwisata. BPPI ini diharapkan wujud nyata da
Indonesia incorporated sehingga penting
kehadirannya untuk memacu industri pariwisate
Indonesia®*

Kehadiran BPPI ini dapat juga menjadi salah ¢
sarana promosi bagifilm Indonesia yang
menjadikan obyelobyek pariwisata di Indonesi

sebagai latar pembuatan filmnya.

64 https://ekonomi.bisnis.com/read/20200210/12/1199428/pHoiadanpromosipariwisatamendesakuntuk-dibentuk diakses 14 November 2022



https://ekonomi.bisnis.com/read/20200210/12/1199428/phri-badan-promosi-pariwisata-mendesak-untuk-dibentuk

15. UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, sertéebaggsaan

Pasal 31

(1) Bahasa Indonesia wajib digunak
dalam nota
Kesepahaman atau
melibatkan lembaga
negara, instansi pemerintah Repub
Indonesia, Lembaga swasta Indone
atau perseorangan warga nega
Indonesia.

perjanjian yal

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Aspek
Kekosongan
pengaturan

Belum
pengaturan

adal

Dalam hal terdapat kerjasama antar pelaku us:
Perfilman, kerja sama wajibilakukan dengar
perjanjian tertulis (Pasal 15 UU Perfilman).

Sayangnya, dalam UU Perfilman belum terda
suatu ketentuan spesifik mengenai kewajib
penggunaan Bahasa Indonesia dalam hal k
sama (perjanjian tertulis) antar pelaku usa
Perfilman im melibatkan lembaga negara, instar
pemerintah Republik Indonesia, lembaga swa
Indonesia, atau perseorangan warga neg;
Indonesia.

Sedangkan berdasarkan Pasal 31 UU Nomo
Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, ¢
Lambang Negara, serta Lagu Kebaags
konsepsi ini merupakan sesuatu yang san
penting demi mewujudkan pengutamag
pelindungan bagi kepentingan hukum (khusust
lembaga swasta atau perseorangan warga neg;
Indonesia.

Ubah
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16. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentafg@merintahan Daerah

1 Lampiran Undandyndang Republil Efektivitas | Aspek Belum adal Dalam konteks tata kelola Perfilman, Pemerini Ubah
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tenta Pelaksanaarn Kekosongan pengaturan Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota, d
Pemerintahan Daerah Peraturan pengaturan perangkat daerah sebagai unsur penyelengg

Perundang pemerintahan daeah) masingmasing diatur
V. Pembagian Urusan Pemerintah] Undangan sebagai salah satu pelaku kegiatan pembua
Bidang Kebudayaan film, jasa teknik film, pengedaran filn
pertunjukan film, apresiasi film, serta pengarsip

film.

Dalam menjalankan berbagai peran i
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban, tug:
dan wewenang masingnasing sebagaiman
ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 56
Perfilman. Salah satu substansi krusial dalam
Perfilman terkait peran Pemerintah Daerah b
industri Perfilman adalah keringanan pajak dae!
dan retribusi daerah tertentuuntuk Perfilman
yang diatur sebagai wewenang Pemerint
daerah.

Adapun dalam Undangndang Nomor 28 Tahu
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dae
diatur 2 (dua) hal penting terkait Perfilman, yak
1). tontonan Film diatur sebagai salah satu @b
Pajak Hiburan sebagai bagian dari j:
penyelenggaraan Hiburan dengan dipung
bayaran; dan 2). reklame Film merupakan sa
satu objek Pajak Reklame.
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Dalam Lampiran Undaddndang Nomor 2&
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer
terdapat pengaturan meng®i pembagian
urusan  pemerintahan  konkuren  antar
Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kc
Dalam pembagian urusan pemerintahi
konkuren ini, Perfilman nasional secara ekspl
diatur sebagai salah satu swbusan
pemerintahan bidang kebudayaan yantenjadi
domain Pemerintah Pusat, tetapi apab|
dikaitkan pula dengan Perfilman dalam perspel
ekonomi kreatif dan/atau kekayaan intelektug
hal ini juga dapat diklasifikasikan sebagai sé
satu suburusan pemerintahan bidang pariwisal
yang dibagi seara proporsional sebagai doma
Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/K¢
Hal ini tentunya menarik untuk dikaji secara lel
mendalam karena dalam praktiknya ju
menimbulkan kegamangan dan tidak jarang jus
menjadi persoalan yang sering dikeluhkaleh
ekosistem (industri) Perfilman.

17. UndangUndang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undamgang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatamg diatur, maka UndaAgdndang Informasi dan Transasksi Elektronik ini sudah tepat
jenisnya sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan perundadgngan yang diatur pada Undablgpdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangansebagaimana telah diubah dengan Undasadang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UAdadgng Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundadgdangan dan UndaAgndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Uhbhetegng Noror 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundaimglangan.
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UndangUndang Undang/ndang Informasi dan Transaksi Elektronik secara spesifik memang tidak mengatur secara khusus mengenai perfilman namun
terdapat beberapa hal yang perluakrmati yaitu terkait dengan layanan Over The Top (OTT) yang merupakan media untuk mendistribusikan film. Terdapat beragam
layanan OTT di indonesia seperti Youtube, HOOQ, Iflix, Netflix, Viu, dan lain sebagainya.

Mahkamah Konstitusi telah membuat putusi@nkait dengan penyelenggaraan OTT melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3QPURD20. Dalam
putusan tersebut pemohon meminta terkait definisi Unddoigdang Penyiaran dalam Pasal 1 angka 2 Undbentiang Penyiaran untuk diubah dan/atau ditambah
perd SNI AL yye&l RSy3aly FTN}ral aoXPdREykldldz {SIALGEY YSyeéSol Niiggima pléhyhasyaiakatz YSy 3| f
dSadzrA RSy3dly LISNYAYOGFFY RIEYkEFGFdz {So0dziidzKly RS tit@iménolaidbiinghichanipémohdSdéidalesan & A | NI y
RAFYGFENryel @FAdGdz FLIOAEEF RAfF{dzZlFy LISNHz2I KIy GSNKF R LanmbénjdahNdcard kgsellnihandz RSFA Y
substansi undangndang dan akan menimbulkan ketigestian hukum, serta layanan OTT pada prinsipnya memiliki karakter yang berbeda dengan penyelenggaraan
penyiaran konvensional. Oleh sebab itu jika layanan OTT akan masuk kedalam pengaturan UU ITE maka terdapat beberajieehnaiatang
A. Perizinan Berada

Konsep perizinan usaha bagi penyelenggara sistem layanan OTT khususnya penyelenggara yang berasal dari luar negarngkaedat#m bentuk badan
usaha tetap, bisa dalam bentuk kantor perwakilan, kantor cabang dan sebagainya. Hal ini dilakukagnagdahkan koordinasi antara pemerintah dan stakeholder
terkait. Serta terhadap penyelenggara sistem OTT lokal perlu dilakukan pemberdayaan serta dukungan pengembangan usehgedefaggara sistem OTT lokal
dapat bersaing dengan Penyelenggara sis@HhT luar negeri.

B. Subjek Hukum

Dalam Undang/ndang Penyiaran disebutkan bahwa penyeleggaraan penyiaran dilakukan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta,
lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan dan sudah diayjaratm serta kewajiban yang dilakukan serta perlu izin sebelum melakukan
penyiaran. Dalam layanan OTT, subjek hukum dapat berupa orang perorang, badan usaha ataupun badan hukum karena dapatddéngemjadi penyedia
konten layanan atau dapat menggwgah (meneupload) konten dalam layanan OTT. Hal ini perlu diatur hak dan kewajiban para subjek hukum yang melakukan
penyediaan konten yang disebarkan agar sesuai dengan nilai dan budaya bangsa.

C. Pengawasan dan Pengendalian
Konten yang berada dalam layan@TT diakses melalui internet. Konten yang disajikan dalam OTT pun sangat beragam dan dapat berasal dari berbagi negara.

Pengawasan dan pengendalian menjadi hal yang penting untuk menjagailaildiudaya bangsa. Dalam melakukan pengawasan dan pengen@alT memerlukan
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banyak stakeholder terkait serta lintas peraturan perundangangan. hal ini perlu diatur terkait dengan kewenangan dan kewajiban antara para stakeholder serta

pola koordinasi yang dilakukan antara pemerintah/instansi, penyelenggaeasitan masyarakat.

Pasal 45

(3) Setiap Orang yang dengan seng
dan tanpa hak mendistribusika
dan/atau mentransmisikan dan/atal
membuat dapat diaksesnya Informa
Elektronik dan/atau Dokumen Elektron
yang memiliki muatan penghinag
dan/atau pencemaran nama bal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (3) dipidana dengan pidana penjs
paling lama 4 (empat) tahun dan/ata
denda paling banyak Rp750.000.000,
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Ketentuan sebagaimana dimaksud pa
ayat (3) merupakan delik aduan.

Efektivitas

Aspek
Dampak
Pelaksanaan
Peraturan

Dampak sosia
masyarakat

Ketentuan pasal 45 ayat (3) dan (5) merupal
sanksi pidana dari ketentuan pasal &t (3) UU
ITE yang berbunyi:

Pasal 27 ayat (3)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa |
mendistribusikan dan/atau mentransmisike
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informe
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ya
memiliki  muatan penghinaan  dan/atau
pencemaran nama baik.

Pasal 45 tersebut diatur dalam Undadgdang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan A
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tental
Transaksi dan Informasi Elektronik. Dal;
ketentuan pasal tersebut diatur hal baraitu
adanya delik aduan terhadap tindakan ya
dilakukan oleh setiap orang yang dengan seng
dan tanpa hak mendistribusikan dan/ate
mentransmisikan dan/atau membuat dapi
diaksesnya Informasi Elektronik  dan/at:
Dokumen Elektronik yang memiliki muat:
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Delik aduan tersebut merupakan penegasan g

asas kepastian hukum dan rasa keadilan

Ubah
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masyarakat sesuai dengan penjelasan um
UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tental
Perubahan Atas Undardgndang Nomof 1 Tahun
2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektron

Namun yang perlu di perhatikan kembi
bahwasanya delik aduan tersebut kiranya da|
memuat pula ketentuan yang menyatakan bahy
delik aduan tersebut hanya dapat diadukan ol
orang yang haknya ldinggar dan tidak bisa
adukan oleh sembarang orang. Menging
banyaknya kasus hukum yang terjadi saat
dimana kasus pencemaran nama baik ¢
penghinaan lebih banyak diadukan oleh pih
yang tidak secara langsung haknya dilanggar.

18. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tat2022018
Peraturan Presiden No. 146 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional T202fH digidksudkan sebagai pedoma
bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan pengkortmangKreatif nasional.
Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu tahapypegatiaksanakan dalam periode tahun 2@089 dan
tahap kedua dilaksanakan pada periode 2@225. Pelaksanaan Rindekraf diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota. Untuk efisiensi dan efeta&zipengembangan Ekonomi Kreatif nasional, perencanaan dilakukan bekerjasama dengan Lembaga yang

membidangi urusan ekonomi kreatif.
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NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
1. | Pasal 5 ayat (2) Efektivitas Aspek Pengaturang Pasal ini menyebutkan bahwa perencang Ubah
pelaksanaan | relevansi dalam pelaksanaan Rindekraf dilakukan bekerjasa
Untuk  efisiensi  dan efektivitas| PUU dengan situas| peraturan sudahl dengan Lembaga yang membidangi urug
pengembangan Ekonomi Krea saat ini tidak  relevan| ekonomi kreatif. Pada saat Perpres dibent
nasional, perencanaan pelaksana untuk pelaksanan dan penyelenggaraan ekonor
Rindekraf sebagaimana dimaksud pa diberlakukan kreatif masih dilakukan oleh Bekraf namun se|
ayat (1) bekerja sama dengan Lembe secara efisien | tahun 2019 dengan disahkannya Peratur
yang membidangi urusan ekonor Presiden No. 69 Tahun 2019 tentang Kementel
kreatif Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menguk
Kementerian Pariwisata menjadi Kementeri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwis;
dan Ekonomi Kreatif, Bekraf menjadi bagian ¢
Kementerian Pariwisata dan Ekonol
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Krea
Dengan perubahan Nomenklatur tersebut ma
Pasal ini sudah tidak lagi sesuai gdan keadaar
saat ini.
2. | Pasal 7 Efektivitas Aspek Segi peraturan Pasal 7 dari Peraturan Presiden No. 142 Tal Ubah
pelaksanaan | operasional pelaksana 2018 mengamaatkan pembentukan peratural
(1) Penyelenggaraan Rindekraf melipy PUU atau tidaknya pelaksana dalam penyelenggaraan Rindel Agar segera dibud
tahapan perencanaan, pelaksana¢ peraturan namun sejak diundangkannya Perpres ini bell peraturan  pelaksana

monitoring, dan evaluasi
Ketentuan mengena
penyelenggaraan Rindekr:
sebagaimana dimaksud pada ayat
diatur dengan peraturar
Menteri/kepala Lembags
pemerintah non kementerian dal
peraturan daerah sesuai denge
kewenangan masingasing

(2)

terbentuk peraturan pelaksana baik dalam bent
Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga de
Peraturan Daerah

amanat Pasal 7 ini
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NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
3. | Lampiran Efektivitas Aspek Pengaturan UU HAKI sudah mengatur terkait pembiays Tetap
Strategi Tahap Il (2022025) pelaksanaan | operasional dalam berbasis Hak KI, namypelaksanaan di lapanga
PUU atau tidaknya| peraturan tidak| masih sulit untuk pekerja film/ekonomi kreat
Tahap | Mengembangkan skem peraturan dilaksanakan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan deng
pembiayaan khusus yang sesuai deng secara efektif menggunakan jaminan hak Kl karena ma
karakteristik usaha Ekonomi Krea sulitnya penilaian terhadap sertifikat yang mag
melalui skema: a. pembiayaan berba belum dimengerti oleh pihak bank (Rapat | Po
hak kekayaan intelektual Intellectual Peffilman Pak Robinson Kemenparekraf)
Property Right Financing
19. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidik Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Bahwa Peraturan Presiden ini mencaliKéputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Klasusembaga Pelatihan Kerja, sehingga

dinyatakan sudah tidak berlakBeraturan Presiden ini terdiri dari 28 padaératuran Presiden ini merupakan perluasan dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016

tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatalit&dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, yang tidak hanya berlaku untuk SMK, namun berlaku

juga untuk satuan pendidikan vokasi dari unsur Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Lembaga Pelatihan Vokasi.

Sebagai tindak lanjut daretbitnya Perpres 68/2022 tersebut, pemerintah akan membentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dengan Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai Ketua. Selain itu, pemerintah juga akastratagiddasinal Revitalisasi

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang saat ini masih dalam proses pemBahasan.

Perpres ini diharapkan untuk dimasukan sebagai salah satu konsideran Rencana Induk Perfilman.

55 hitps://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/08/tingkatkatkualitassdm-melaluiperpresrevitalisasipendidkanvokasidan-pelatihanvokasidiakses pada

tanggal 4 November 2022



https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/08/tingkatkan-kualitas-sdm-melalui-perpres-revitalisasi-pendidikan-vokasi-dan-pelatihan-vokasi

NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENABSI

1 2 3 4 5 6 7

1. | Pasal 2 Efektivitas Aspek Ketercapaian | Pada era Presiden Joko Widodo, pengua Tetap
Revitalisasi Pendidikan Vokasi d Pelaksanaan | Ketercapaian | tujuan dari| pendidikan vokasi menjadi salah satu fokus dal
Pelatihan Vokasi dilakukan dengi Peraturan hasil politik hukum| upaya membangun sumber daya manusia (S[ Dengan adanya
tujuan: Perundang pembenukan | unggul, terutama untuk merespons perkembang Peraturan Presider
a. meningkatkan akses, mutu, dq Undangan peraturan zaman. Komitmen akan kemajuan vokasi sudah s| ini diharapkan akar
relevansi penyelenggaraan Pendidik 2016 disuaraka oleh presiden, diikuti denga| ada supply SDN
Vokasi dan Pelatihan Vokasi ses keluarnya INPRES tahun 2016 tentang Revitall untuk industri
dengan kebutuhan pasar kerja; Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Perat{ perfilman yang
b. mendorong pembangunai Presiden (PERPRES) perihal Revitalisasi Pend| berasal dari pelatihar
keunggulan spesifik di maskngasing Vokasi dan Pelatihan Vokasi pada tahun 2622 vokasi dan jugad
lembaga Pendidikan Vokasi d: diminta agar pendidik
Pelatihan Vokasi sesuai potensi dael Ciri khas pendidikan vokagang paling menonjo| vokasi dan pelatihar
dan kebutuhan pasar kerja; adalah proses pembelajaran yang kental den¢ vokasi
c. melakukan penguatan sinergi anta budaya industri. Meningkatnya kualitas dq memperhatikan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daere pendidikan vokasi melalui keselarasan deng¢ pendidikan film.
dunia usaha, dunia indust dunia kerja, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DU
dan pemangku kepentingan lainny diharapkan mampu mendongkrak daya saing indy
dalam meningkatkan kualitas dan da sehingga berimplikasi pada penguatan ekong
saing sumber daya manusia / tena nasional.
kerja Indonesia;
d. membekali sumber daya manusi Komitmen Pemerintah dalam menggarap pendidik
tenaga kerja dengan kompetensi untt vokasi dilakukan pada berbagai lini, salah satu
bekerja dan/ atau berwirausaha; dan dengan mendorong terciptanya inovasbvasi dari
e. mendorong partisipasi dunia usah hasil riset terapan vokasi. Melalui Program Ri
dunia industri, dan dunia kerja dalal Terapan Dalam Neger Dosen Perguruan Tingi
rangka pelaksanaan Pendidikan Vok Vokasi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (L
dan Pelatihan Vokasi. pada tahun 2021 telah menggelontorkan da

pengembangan riset terapan senilai Rp 23,69 mi

6L B8FNRT 2A0202d al laArAt Ly2@3F aa 21 &A a Sy 2 |hiips:nasiodalsMidodevs coni(read/92828F0dA3adIINR ¢

inovasivokasimenjawabpermasalahanndustri-1667221849Diakses pada tanggal 11 November 2022.
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untuk dikelola oleh Direktorat Kemitraan dé
Penyelarasan DUDI, Biktorat Jenderal Pendidika
Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R
dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Dana tersebut kemudian dialokasikan kepada 66
periset dari 35 perguruan tinggi penyelengge
pendidikan vokasi yang usulan risetnya |ateslalui
serangkaian proses seleksi. Pelaksanaan riset ter:
di perguruan tinggi vokasi merupakan salah s
bentuk implementasi dari Program Kampus Merd¢
Vokasi yang dijalankan oleh Kemendikbudrist
Program Kampus Merdeka Vokasi diluncurk
sebagaibagian dari Merdeka Belajar episode-kk.
Melalui program Kampus Merdeka Vokasi diharap
akan terintegrasi pendidikan tinggi vokasi deng
dunia kerja demi menghasilkan lulusan yang le
kompeten, produktif, dan kompetitif.

Peraturan Presiden ini dibtia dalam rangka
penyelenggaraan Pendidikan vokasi dan pelati
vokasi yang efektif dan efisien sehingga menghasi
lulusan yang kompeten dan dibutuhkan pasar ke
atau mampu berwirausaha. Dengan adar
Peraturan Presiden ini diharapkan akan ada suy
DM untuk industri perfilman yang berasal dq
pelatihan vokasi dan juga diminta agar pendi
vokasi dan pelatihan vokasi memperhatik
pendidikan film.




20.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakrari@pfitil Disk)

Bahwa Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai delegasi atas ketentuan Pasal 28-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Ciptar belakang

dibentuknya Peraturan Pemerintah ini untuk mencegah beredarnya Cakram Optik illegal yang merugikan Pemegang Hak Onelaglsiedari persaingan yang

tidak sehat dalam perdagangan Cakram Optik dalam negeri.

Apabila dilihat dari kewenanggembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Peraturan Pemerintah ini sudah tepat jenisnya sesuai dengan ketentuan

mengenai peraturan perundangndangan yang diatur pada Undablpdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perutfadanga

sebagaimana telah diubah dengan Unddsmgdang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UAdadgng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundangyndangan dan Undargndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Uhblmlagng Mmor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundahipdangan.

NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
1. | Pasall Efektivitas Aspek Perkembangan teknologi penyimpanan data saat| Tetap
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yan| Pelaksanaan | Relevansi sudah semakin canggih. Saat distribusi data atay
dimaksud dengan: Peraturan dengan situas konten digital juga semakin mudah. Hadirn| PP ini tetap masi
1. Cakram OptikOptical Discyang Perundang saat ini teknologi penyimpanan berbasthip flashmembuat | dapat digunakan
selanjutnya disebut Cakram Optik Undangan keberadaan media optik semacam CD, DVD, atau| hamun isi dalam P}

adalah segala macam media rekam
berbentuk cakram yang dapat diisi
atau berisi data informasi berupa
suara, musik, film atau data lainnya
yang dapat dibaca dengan
mekanisme teknologi pemindaian
(scanningsecara optik
menggunakan sumber sinar yang
intensitasnya tinggi seperti laser.

ray mulai ditinggalkan. Adanyaemory card, flash
drive atau SSD membuat penyimpanan awat
distribusi data jadi lebih mudah dan praktis. Apall
dengan hadirnya layanan penyimpanan data sec
online (online/cloud storagesemisalGoogle Drive|
Dropbox, Clouddll. Data atau konten digital yan
tersimpan dapat diakses dengan mudah dari begiz
tempat atau melalui berbagai perangkt.

ini yaitu cakram optik
dalam kaitannya
sebagai mediz
penyimpanan  film
sudah tidak relevar
dengan kondisi sadq
ini.

57 https://www.teknojempol.com/2017/11/prospekcd-dvd-bluray-ke-depan.htmidiakses pada tanggal 7 November 2022
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Dan saat ini kalau diperhatikan, tempat unt
memasukkan cakram optik di sebuah laptop sug
mulai jarang ditemukan. Dalam artian produse
produsen laptop saat ini ketika memproduksi lapt
sudah meniadakan tengt pemutar cd dan
memperbesar kapasitas SSD nya. Sehingga fg
tersebut membuat keberadaan cakram optik sema
ditinggalkan.

Pada saat ini, masyarakat kebanyakan menonton
melalui Netflix, Disney+, Catchplay dan sejenisr
Sudah tidak lagi membetivd. Karena praktis bis
ditonton melalui hp/tablet, namun juga murat
Dalam mediastreaming film seperti Netflix dan
sejenisnya tadi, terdapat ratusan film dari berba
genre yang dapat ditonton ketika kita berlanggan
Hal tersebut tentu merupakan suagbagi penikmat
film. Dengan harga yang relatif murah dag
menonton film dengan jumlah yang banyak, tid
perlu membeli satu per satu lagi film dalam bent
cakram optik (dvd).

Sehingga pada akhirnya memang PP meng
cakram optik ini tetap masih dapaigiinakan, namun
isi dalam PP ini yaitu cakram optik dalam kaitani
sebagai media penyimpanan film sudah tidak rele
dengan kondisi saat ini.

Pasal 1 huruf 10

Menteri adalah menteri yang ruan
lingkup tugas dan tanggungjawabn
meliputi  bidang  industri  dar
perdagangan

Efektifitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Aspek
relevansi
dengan situas
saat ini

Pengaturan
dalam
peraturan tidak
relevan untuk
diberlakukan
secara efisien

Pada saat PP ini diundangkan pada 5 Oktober 2
urusan pemerintahan perindustrian da
perdagangan masih berada pada saitap yaitu
Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Maka dar
definisi Menteri dalam PP ini yaitu Menteri ya

Ubah
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ruang lingkup tugas daianggungjawabnya meliputi
bidang industri dan perdagangan.

Pada saat ini bidang industri dinaungi ol
Kementerian Pendustrian, sedangkan bidan
perdagangan dinaungi oleh Kementeri
Perdagangan. Sehingga definisi pasal 1 huruf
tersebut sudah tidak relevan lagi.

Sehingga jika kedepan terdapat perubahan menge
PP ini agar untuk mengubah definisi Menteri, unt
disesiaikan dengan kondisi saat ini.

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Apabila dilihat dari kewenangan pembentukan dan materi muatan yang diatur, maka Peraturan Pemerintah itégatjehisnya sesuai dengan ketentuan
mengenai peraturan perundangndangan yang diatur pada Undabljdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruitdfadangan
sebagaimana telah diubah dengan Unddsgdang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pexwn atas Undanggndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundaniyndangan dan Undargndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Uhblelaing Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundahijpdangan.

1. | Pasal5 Efektifitas Aspek Pengaturan Dunia perfilman tidak lepas dengan lagu dan mu| Tetap
Pelaksanaan operasional dalam Lagu dan musik dalam fildapat membuat film
Semua lagu dan/atau musik yar Peraturan atau tidaknya| peraturan tidak| yang ditonton menjadi berwarna/berkaraktq Agar segera dibentu
telah dicatatkan dalam Perundang Peraturan dapat sesuai dengan keinginan sutradara film. Film drg Lembaga Pusat dat
daftar umum Ciptaan sebagaimar Undangan dilaksanakan ketika diiringi lagu atau musik yang menyent| lagu dan/atau musik
dimaksud dalam Pasal secara efektif | dapat membuat penonton yang menontg sebagai amanat dar
merasakan kesedihan dan berlinang air mg Pasal ini
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4 ayat (4) dimasukkan ke dala
pusat data lagu dan/atamusik.

Begitu juga degan film aksi yang diiringi lagu gen
rock dapat memberikan keseruan ketika ditontorn
Begitu pentingnya faktor lagu dan/atau mus
dalam film, tentu pembuat lagu dan musik terseb
harus diapresiasi yang salah satunya dengan roy
Pengertian royalti dam PP 56/2021 adala
imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi sug
Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima o
Pencipta atau pemilik Hak Terkait.

Jadi ketika karya dari Pencipta atau pemilik H
Terkait tersebut digunakan untuk berbagai kegiat
yangsalah satunya adalah film, maka Pencipta a
Pemilik Hak Terkait tersebut dapat memperol
imbalan.

Untuk memperoleh imbalan tersebut tent
pencipta atau pemilik hak terkait harus bi
membuktikan bahwa lagu dan/atau musik tersel
adalah karyanya. Sehigg karya lagu dan/ata
musik tersebut perlu dicatatkan dalam pencatat
Hak Cipta agar perlindungan atas kekayz:
intelektualnya semakin kuat dan meminimali
adanya sengketa di kemudian hari.

Pasal 5 dalam PP ini mengamanatkan un
dibuatnya Pusat Datdan/atau Lagu Musik. Hal ir
tentu sangat baik karena dapat membantu pg
musisi/pencipta lagu dan/atau musik unty
mendapat royalti atas karya seni yang dihasill
karena ciptaannya tercatat dengan baik dalg
databasetersebut.

Saat PP ini dianalisis yaiNovember 2022, Pusa
Data Lagu dan/atau Musik masih belum terbent




NO PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7
Dalam ketentuan penutup memang menyebutk
bahwa pada saat PP ini mulai berlaku, Ment
membangun pusat data lagu dan/atau musik pal
lama 2 tahun sejak PP ini diundangkan, yangyati
Pemerintah  masih  punya waktu unty
menyelesaikan Pusat Data dan/atau Lagu ini kar
PP ini diundangkan pada 31 Maret 2021 (m3
belum terhitung 2 tahun).
2. | Pasal 20 Efektifitas Aspek Pengaturan Pada saat PP ini dianalisis yaitu November 2( Tetap
Pelaksanaan operasional dalam baik Pusat Data Lagu dan/atau Musik dan S
Dalam melakukan pembangung Peraturan atau tidaknya| peraturan tidak| (Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik) sasama
dan pengembangan SILM, Perundang Peraturan dapat belum terbentuk.
LMKN dapat bekerja sama deng{ Undangan dilaksanakan Dengan adanya SlLMnantinya kita dapat

pihak ketiga sesuai

dengan  ketentuan  peraturar

perundangundangan.

secara efektif

mengetahui informasi mengenai pendistribusi
royalti yang dilakukan oleh LMKN.

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Katpd Bakam

Karya cetak dan Karya Rekam merupakan tolok ukur kemajuan bangsa. Oleh karena itu Pemerintah hadir memberi payung Kaaym@igéa dan Karya

Rekam bisa dihimpun dan dikelola dengan baik. Payung hukum Karya Cetak dan Karya Rekam yang berlghisdatiangundang Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Serah Simpan Karya Cipta dan Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksansmahintimgor 13 Tahun 2019

tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. PP Bbnmhun 2021 mengatur mengenai pelaksanaan Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam,

Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Peran Serta Masyarakat, Pemberian Penghargaan dan TiaéaiC8enRang@ministratif.
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1. | Pasal5 Dimensi Aspek Dari segi| Agardapat dipertanggungjawabkamsebagaibarang | Tetap
Ayat 1 Efektivitas Operasional | peraturan milik negaraatau barangmilik daerahmakadihitung
Karya Cetak dan Karya Rekam yi Pelaksanaan | atau tidaknya| pelaksananya | besaramilaiasetkaryarekamdigital. Namunsaatini
telah diserahkan kepad|{ PUU peraturan belumadapedomanuntuk menilaiasetkaryarekam
Perpustakaan Nasional de digital agar diketahui secarapasti jumlah kekayaan
Perpustakaan  Provinsi  daera atau aset negaradalam bentuk koleksidigital hasil
menjadi barang milik negara ats pelaksanaanJU No. 13 Tahun 2018ni. Terhadap
barang milik karyarekamdigital yangdiserahkarke Perpustakaan

Nasionaldan Perpustakaarprovinsihal ini tentunya
Ayat 2 menjadi tantangan.DiperlukanSDMyang memadai
Hak cipta atas Karya Cetak dan Ka disertai dukungan sarana dan prasarana yang
Rekam yang telah diserahke menunjang dalam mengelola film digital sebagai
sebagaimana dimaksud pada ayat koleksiyangdilestarikanoleh Perpustakaamasional
tidak berubah kepemilikannya sesu
dengan ketentuan peraturar
perundangundangan.

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentabgmbaga Sensor Film

Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai delegasi atas ketentuan&&adangJndang Nomor 33 Tahun 2009 tentang PerfilnReraturan Pemerintah

ini terdiri dari 49 pasal yang terbagi dalam 8 bab.

Dimensi
Efektivitas
Pelaksanaan

Pasal 3
(2) LSF sebagaimana dimaks
pada ayat (1) merupakan lembag

yang bersifat tetap dar
independen yang berkeduduka

Aspek
Koordinasi

Efektivitas
Koordinasi antar
instansi terkait

Aspek kelembagaan LSF sampai saat ini bg Tetap

jelas pengaturannya.Sekretariat LSF saat i
masuknya pada level eselon 3, sement
persoalan yang ditangani sangat beragam

luas. Sampai saat ini masyarakat awam m
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di Ibukota Negara Republi PUU kelembagaan/ menangkap kesan bahwa LSF itu berada di ba

Indonesia. tata organisasi Kemdikbudristekdikti, padahal bukan. ASN be

(3) LSF berada di bawah d; di bawah Kmdikbudristekdikti namun

bertanggung jawab  kepad komisionernya bukan. LSF merupakan Lemb

Presiden melalui Menteri. negara yang statusnya non struktural. Sem
persoalan tersebut akhirnya menimbulkan poli
anggaran yang tidak selesai sampai hari ini.

Pasal 9 Dimensi Aspek Belum Ada| Status tenaga sensor sampai saat ini belum jg Tetap

Dalam pelaksanaan tugas L| Efektivitas Kekosongan | Pengaturan Saat ini masih disusun kompetensi tenaga ser

dibantu oleh sekretariat LSF dq pgjaksanaan pengaturan oleh LSkekerjasama melibatkan BPI.

Tenaga Sensor PUU

Pasal 23 Dimensi Aspek Belum Adal Didalam UU Perfilman tahun 1992 menetapké Tetap

Efektivitas Kekosongan | Pengaturan bahwa tarif sensor itu masuk ke PNBP. Kemug
3 Dalam melaksanaka pejaksanaan pengaturan ketika UU Perfilman yang baru disahkan pg

penyensoran film sebagaimar|
dimaksud pada ayat (1) LSF da|
mengenakan tarif penyensoran.

PUU

tahun 2009, PP mengenai PNBP baru dikelua
pada tahun 2014, namun PP tersebut juga tic
mengatur detail tentang penggaan yang norn
PNBP.
Mengutip bisa (ada aturannya di dalam UU, |
tapi bagaimana cara mengutipnya, beral
besarannya, digunakan utk apa kutipannya tic
diatur secara jelas. Sehingga sampai hari ini u
tarif sensor belum disentuh sama sekali. Mas
Kembal ke rekening Simponi BNI. LSF n
memakai juga tidak berani, karena rujukann
tidak ada. Di PP tidak menyebut det

penggunaannya untuk apa.
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Pasal 24 ayat (1) Dimensi Aspek Belum Adal Saat ini Beragam tayangan di ODVér The Tgp| Tetap

Efektivitas Kekosongan | Pengaturan kini semakin digandrungi olehmasyarakat.
(1) Setiap film dan iklan film yar| pajaksanaan pengaturan Contohnya, filrfilm dan serial di OTT sepel
akan diedarkan dan/atal py Netflix, Disney+ Hotstar, dan lainnya. Me
dipertunjukkan kepada khalayg begitu, perkembangan film dan tayangan di C

kerap luput dari Lembaga Sensor Film (L
Republik Indonesié

Salah satunya adalah kendala jarak LSH
provider OTT yang berkantor di luar negeri. Ha
menyulitkan menyulitkan komunikasi dan disk
antara dua pihak.

Komisi 1l (LSF), sebagai bagian dari pir
pelaksana program LSF, bertanggungjawab
bidang pemantauan, hukum, dan advokag
Sepanjang2021, Komisi Il Bidang Pemantau
telah melaksanakan 8.858 kali pemantaus
Pemantauan itu dilakukan hanya di televisi d
jaringan informatika atau OTT karena sela
pandemi bioskop tidak beroperasi. Hasilnya,
menemukan total 7.597 kas§8.

umum wajib disensor terlebil
dahulu oleh LSF

Pasal 24 ayat (3) Dimensi Efektivitas penyensoran Film dan iklan Film sec

Efektivitas formal pada Lembaga Sensor Film, mg
(3) Proses penyensoran film di Pelaksanaan RANI} &F{ly IRFy&F o6SN
iklan film dilaksanakan ole| PUU Salah satu kendala signifikan yang dirasa
kelompok penyensor yang terdi dalam penyelenggaraan Sensor Film dan ik
atas: Film pada Lembaga Sensor Film adg

68 https://www.kompas.com/hype/read/2022/03/22/161252066/Ishengakusulit-terapkansensorpadafilm-di-layananott-kenapadiakses pada tanggal 7
November 2022

59 https://www.liputan6.com/showbiz/read#918513/lembagasensorfiim-temukan759 7tayangantelevisidan-ott-yangbermasalakselama2021diakses pada
tanggal 7 November 2022



https://www.kompas.com/hype/read/2022/03/22/161252066/lsf-mengaku-sulit-terapkan-sensor-pada-film-di-layanan-ott-kenapa
https://www.liputan6.com/showbiz/read/4918513/lembaga-sensor-film-temukan-7597-tayangan-televisi-dan-ott-yang-bermasalah-selama-2021

a. anggota LSF; dan
b. Tenaga Sensor.

ketimpangan antara masih relatif minimny
jumlah dan kesempatan untuk melakuki
berbagai upaya peningkatan kompetensi sum
daya manusia, khususnya Tenaga Sensor ¢
dukungan sarana dan prasarana (khusus
teknologi informasi) dibandingkan dengan beg
pesatnya produksi Film serta perkembang

teknologi di dunia Perfilmah

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ubldalegng Nomor 11 Tahun 2020 tenta@ipta Kerja.

Pasal 6

Penyelenggaraan Perizing
Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud pada ay,
(1) meliputi sektor:

a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. lingkungan

hidup  darn

kehutanan;

Efektivitas
Pelaksanaan
Peraturan
Perundang
Undangan

Aspek
Koordinasi
kelembagaan/
tata organisasi

Efektivitas
Koordinasi antar
instansi terkait

Dalam PP No. 5 Tahun 2021 Tenta
Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berb
RisikoPasal 6 ayat 2 huruf k disebutkan bah
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berh
Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
meliputi sektor: k. pendidikan dan kebudayaan

Terkait hal ini timbul permasalahan ketika a
pembuatan film asing datangnya bukan
Kemdikbudristekdikti tetapi ke Kemenparekr:

Ubah

0 Laporan Kinerja Sekretariat Lembaga Sensor Film Tahuin 2021 serta paparan yang disampaikan Rommy Fibri Hardiyanto #at8ansamBilm Republik
Indonesia) selaku salah satu Narasumber dalam Rapat Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman di BPHMNH&@mRhk2l September 2022.

18¢€



d. energi dan sumber day
mineral;

e. ketenaganukliran;

f.  perindustrian;

g. perdagangan;

h. pekerjaan umum dar

Tetapi Ketika filmnya belum sampai 10% jadi, f
tersebut tidak selesai karena izinnya tidak kelu
Harusnya dalam peratan UU film kedepannyg
terkait perizinan pembuatan film boleh tidg
hanya di Kemdikbud saja mengeluarkan. Pel
film asing itu tahunya Kemenparekraf karena pa

yang menggunakan lokasi
wilayah Indonesia mengajuka
persetujuan penggunaan loka
pembuatan film di Indonesiq
kepada Menteri yang

perumahan rakyat; umumnya film asing yang diproduksi di Indone
i. transportasi; berkaitan dengan destinasi wisata.
j- kesehatan, obat, dar
makanan;
k. pendidikan dan kebudayaan
[. pariwisata;
m. keagamaan;
n. pos, telekomurkasi,
penyiaran, dan sistem dan
0. transaksi elektronik;
p. pertahanan dan keamanar
dan
g. ketenagakerjaan.
Pasall38 Penilaian Penggunaan | Tegas Bahwa pada pasal38ayat4 dirumuskan bahwa | Ubah
Kejelasan bahasa, istilah Gt Syodzr Gy Fhak Yasing2 f/afig
1) Pembuatan film sebagaiman Rumusan kata menggunakan lokasi di Indonesia sebagaim{ Pada ketentuan pasg
dimaksud dalam Pasal 135 ay dimaksud pada ayat (1) diberikan mela 138 ayat 4 perlu
(2) huruf a oleh pihak asin mekanisme evaluast ditambah  ketentuan

Kata mekanisme evaluasi pada ayat 4 yang di
dalam pasal 138 ini memiliki ketidakjelas
pengaturan serta tidak memberikan kepasti
hukum tentang siapa yang melakukan evalu

mengenai siapa yan
melakukan  evaluas
bagaimana dilakukat
dan kapan dilakukan

" Ibid






































































































